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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan adalah suatu proses untuk mewujudkan kemakmuran
masyarakat melalui pengembangan perekonomian. Parameter pembangunan
dapat dilihat dari pertumbuhan dan struktur ekonomi serta tingkat
kesenjangan antar sektor pada suatu daerah penduduknya. Tujuan utama
dari usaha pembangunan ekonomi selain menciptakan pertumbuhan yang
setinggi-tingginya, harus pula menghapus atau mengurangi tingkat
kemiskinan, kesenjangan pendapatan, dan tingkat pengangguran.
pembangunan ekonomi bertujuan disamping menciptakan pertumbuhan
yang maksimal, harus dapat mengurangi kemiskinan, kesenjangan
pendapatan dan pengangguran!. Kendala yang dihadapi oleh daerah antara
lain terbatasnya ketersediaan sumber daya pembangunan terutama sumber
daya finansial. Untuk itu penyelenggaraan pembangunan daerah harus
dilaksanakan secara sistematis, terarah, dan berkelanjutan agar mencapai
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber
daya yang tersedia secara efektif dan efisien sehingga perlu sinergi dan
kolaborasi dengan pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Barat untuk
mewujudkan tujuan pembangunan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 yang merupakan
penjabaran tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kota Cirebon Tahun 2025-2029 akan diwarnai dengan
perencanaan jangka panjang yang tertuang pada Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cirebon Tahun 2025-2029 Sejalan
dengan hal tersebut dikarenakan penetapan dan pelantikan Walikota dan
Wakil Walikota terpilih jawa Barat tahun 2025 - 2029.

Rumusan dan sasaran prioritas pembangunan daerah Kota Cirebon
mengacu dan memperhatikan pada visi misi Walikota Cirebon tahun 2025-
2029. Adapun visi dan misi Kota Cirebon Berpijak pada Latar Belakang
Gambaran Umum Kota Cirebon, Permasalahan-Permasalahan dan Isu
strategis Kota Cirebon dapat disusun Visi Kota Cirebon Adalah Terwujudnya
Kota Cirebon Yang Sejahtera, Tertata, Aspiratif, Religius, Aman Dan
Berkelanjutan Tahun 2029." Lebih ringkasnya, visi ini kemudian disingkat
dengan: “Terwujudnya Kota Cirebon yang “SETARA Berkelanjutan” Tahun
20297

Visi ini menggambarkan cita-cita kolektif Kota Cirebon untuk menjadi
kota yang setara dalam pelayanan publik, setara dalam pembangunan antar
wilayah di Kota Cirebon, setara dalam kemajuan dan kesejahteraan

1 Todaro, Michael P. 2004. Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga. Edisi Kedua
Terjemahan Haris Munandar. Jakarta: Penerbit Erlangga.
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masyarakatnya dan setara dengan kota-kota maju lainnya dengan
mengedepankan kekuatan budaya lokal sebagai basis identitas dan sumber
daya ekonomi.

Untuk mendukung pencapaian visi Terwujudnya Kota Cirebon Yang
“SETARA Berkelanjutan” Tahun 2029, ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan
yang menjadi dasar perumusan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan
pembangunan daerah selama periode RPJMD Tahun 2025-2029 sebagai
berikut:

Misi I : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya
Saing

Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan kualitas sumber daya
manusia dan daya saing tenaga kerja. Misi ini berfokus pada pengembangan
manusia agar mampu menghadapi tantangan zaman, dunia kerja dan
perubahan global. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam arti
memiliki tingkat pendidikan, derajat kesehatan dan keterampilan yang tinggi,
mendorong karakter yang religi, mandiri, dan produktif serta mampu berdaya
saing di tingkal lokal maupun nasional dan beradaptasi dengan
perkembangan teknologi yang ada.

Misi II: Meningkatkan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kearifan Lokal

Pembangunan diprioritaskan pada penguatan ekonomi kota berbasis
sektor unggulan. Misi ini berfokus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi
yang Dberkelanjutan dengan mengoptimalkan potensi lokal seperti
perdagangan dan jasa, pariwisata heritage dan religi, seni dan budaya, kuliner
dan kerajinan.

Misi III: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan
Bebas KKN, dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pembangunan diprioritaskan pada meningkatnya tata kelola
pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif dan berorientasi pada
pelayanan publik yang berkualitas. Misi ini berfokus pada upaya mewujudkan
tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan bebas dari praktik
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) melalui penerapan sistem
pemerintahan berbasis elektronik (e-government). Tata kelola pemerintahan
yang baik merupakan prasyarat utama untuk meningkatkan kualitas
pelayanan publik, memperkuat akuntabilitas, dan membangun kepercayaan
masyarakat terhadap pemerintah daerah. Pengembangan sistem
pemerintahan berbasis elektronik diyakini sebagai salah satu strategi utama
dalam mewujudkan tata kelola yang efektif dan efisien.

Misi IV: Mewujudkan Keseimbangan serta Pelestarian Lingkungan Hidup
Berkelanjutan dan berketahanan

Pembangunan diprioritaskan pada penataan lingkungan perkotaan yang
berkualitas untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan yang
berkelanjutan. Misi ini berfokus pada upaya penataan ruang kota

6
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berdasarkan prinsip keseimbangan ekosistem dan daya dukung lingkungan,
dengan memperhatikan mitigasi bencana melalui pengendalian pemanfaatan
lahan di daerah rawan bencana serta menjaga daerah resapan air agar tetap
hijau dan berfungsi optimal. Pengelolaan sampah yang terpisah antara
organik dan anorganik, serta larangan membuang sampah di sungai, menjadi
bagian penting untuk mencegah pencemaran dan bencana lingkungan. Hal
ini disertai upaya pelestarian lingkungan hidup melalui pengelolaan ruang
terbuka hijau, khususnya pengembangan dan pemeliharaan ruang hijau
sebagai paru-paru kota yang berfungsi menurunkan suhu udara, menyerap
polutan, mengendalikan erosi, serta meningkatkan daya serap air hujan
sehingga dapat mengurangi risiko banjir dan kekeringan. Dalam hal itu juga
dilakukan upaya mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam konservasi
lingkungan, seperti gerakan penanaman pohon, sedekah air, dan pengelolaan
sampah secara masif sebagai upaya menjaga kelestarian sumber daya alam
dan memperkuat ketahanan lingkungan terhadap perubahan iklim dan
bencana alam

Misi V: Meningkatkan Pemberdayaan Sosial dan Budaya Lokal

Pembangunan diprioritaskan pada terwujudnya kesejahteraan sosial
melalui penurunan kemiskinan, melalui pemberdayaan masyarakat,
pelestarian budaya lokal, dan integrasi kearifan lokal dalam pembangunan.

Misi ini berfokus pada upaya memperkuat pemberdayaan masyarakat
melalui pengembangan potensi sosial dan budaya lokal sebagai modal utama
dalam membangun kota yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.
Pemberdayaan sosial dan budaya lokal tidak hanya bertujuan untuk
melestarikan warisan budaya dan tradisi yang menjadi identitas masyarakat,
namun sekaligus meningkatkan potensi ekonomi masyarakat. Lebih jauhnya,
hal ini diyakini dapat meningkatkan kapasitas masyarakat sehingga mampu
beradaptasi dan berperan aktif dalam proses pembangunan daerah yang pada
akhirnya bermuara pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat tanpa
kecuali.

Metode pelaksanaan penyusunan dokumen RKPD Tahun 2026, yaitu:

1. Kolaborasi pemangku kepentingan pembangunan dilakukan melalui
implementasi pendekatan pentahelix-ABCGM (Academic, Business,
Community, Government, and Media).

2. Kolaborasi antar berbagai sumber pendanaan.

3. Penerapan dynamic government sebagai inovasi penyelenggaraan

pemerintahan daerah.

Pendekatan spasial dan a-spasial.

5. Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

>

Tahapan penyusunan RKPD Tahun 2026 diawali dengan Kick Off
Meeting perencanaan tahun 2026 yang dilaksanakan pada bulan Desember
tahun 2025, dilanjutkan dengan Rembug Warga dan Musyawarah
Pembangunan Kelurahan , Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD
2026 yang bertujuan untuk menjaring masukan dan saran penyempurnaan

7
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yang berasal dari berbagai stakeholder pembangunan di Jawa Barat. Forum
Perangkat Daerah dilaksanakan untuk menyelaraskan program dan kegiatan
yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, serta rencana anggarannya
dengan tetap dapat menjaring masukan dan saran penyempurnaan untuk
penyempurnaan rancangan awal RKPD Tahun 2026. Rangkaian ini kemudian
dilanjutkan dengan pelaksanaan Musrenbang Kota Cirebon.

Dalam hal pembangunan kewilayahan, perencanaan pembangunan
daerah disinergikan dengan dokumen perencanaan tata ruang wilayah dan
potensi yang ada pada wilayah Kelurahan di Kota Cirebon. Proses
pembangunan kewilayahan ini berorientasi terhadap sasaran dan target objek
pembangunan berbagai macam aspek kehidupan yang sesuai wilayahnya. Hal
ini dilakukan agar dapat menghasilkan pembangunan yang lebih efektif,
efisien, dan bermanfaat secara maksimal di setiap wilayah pembangunan.
RKPD merupakan rencana kerja yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah
Daerah dan juga memberi peluang sekaligus mendorong partisipasi
masyarakat.

1.2 Dasar Hukum

Penyusunan dokumen RKPD didasarkan pada beberapa peraturan
perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa
Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang
Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950
(Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan
Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
551);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);
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6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6801).

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Penggarnti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik indonesia tahun 2014 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5588)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang
Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan
Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang
Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6547);

10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau
Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi
Undang-Undang (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2020
Nomor 87, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
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12

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4833);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2019 ten tang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5941);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5041);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan
Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan
Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, Serta Operasi dan
Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan;
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24

25.

26.

. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan
Ekonomi Nasional; 28. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang
Percepatan Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesahatan Primer
dan Pelayanan Kesehatan Lanjutan untuk Mendukung Implementasi
Transformasi Kesehatan;

Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi
Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan
Ekstrem; 30. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan
Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang
Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020
tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan
Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024
tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan
Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan
Rencana Strategis Perangkat Daerah,;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042
(Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah
Nomor 262);

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana
Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 25);

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kota Cirebon Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah
Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Cirebon Nomor 8);

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cirebon;

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah;

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon;

Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 25 Tahun 2016 tentang Tahapan,
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan
Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon;

Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 41 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Walikota Kota Cirebon Nomor 37 Tahun 2019 Pedoman
Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Serta
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Di Kota Cirebon;

Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pedoman
Perencanaan Satu Atap;

Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 35 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Struktur Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan
Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota
Cirebon.;
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1.3 Hubungan Antar Dokumen

RKPD Kota Cirebon Tahun 2026 disusun berdasarkan pendekatan
teknokratis yaitu pendekatan secara ilmiah terhadap program dan kegiatan
mana yang dianggap paling bermanfaat dan disusun dalam skala prioritas dan
dapat dibiayai oleh APBD kemudian juga dilakukan pendekatan partisipatif
yaitu dengan melibatkan seluruh segmen masyarakat yang ada di Kota
Cirebon, juga pendekatan yang digunakan adalah pendekatan atas-bawah
(top-down) dan dari bawah-atas (bottom-up), yang dilaksanakan menurut
jenjang pemerintahan mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan dan tingkat
Kota Cirebon. Tahapan perencanaan di atas, dilaksanakan mulai dari Rembug
Warga, Musbangkel, Musrenbang Kecamatan, dan Musrenbang Kota Cirebon,
dengan mengedepankan proses evaluasi, proyeksi dan analisis terhadap
faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung
maupun tidak langsung terhadap pembangunan daerah Kota Cirebon.
Hubungan antara Rencana Pembangunan Daerah dengan dokumen
perencanaan pembangunan daerah lainnya dapat diilustrasikan pada gambar
di bawah ini:

I PEDOMAN
RENSTRA

Gambar 1 Hubungan Antar Dokumen Rencana Pembangunan

PEDOMAN DUABARKAN| [iwwmsen e :
NASIONAL RPJPN ey RPJMN bA RKP — RAPBN 1
dipe |
. DIACU

DI rhati | | PEDOMAN pENSTRA FA? Loncy, 1 reia I '
AC kan | . 1 :
¥ ‘L v I i ac PEDOMAN | v :
PEDOMAN | DIIABARKAN : u | I
PROVINSI RPJPD RPD v b RKPD —V RAPBD :
diper 1 |

"1 | PeDOMAN HA I DIACU
DI hatik RENSTRA | T RENJA : :
AC an I |+> I 1
u ,L v I I yAC peDomMAN | v I
PEDOMAN | DUABARKANI ¥, I I
A RPIPD T RPD T, " | RKPD  —— RAPED |
I I
I I
I
I

DIACU
_,:> RENJA

I PEDOMAN 1TAHUN

RKPD Kota Cirebon Tahun 2026 disusun dengan berpedoman pada visi,
misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, prioritas pembangunan, dan
program pembangunan daerah yang berpedoman pada dokumen RPJMD Kota
Cirebon Tahun 2025-2029. RKPD Kota Cirebon Tahun 2026 menjadi pedoman
bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan tugas
pokok dan fungsi dari tiap Perangkat Daerah untuk menyusun program dan
kegiatan yang akan dijadikan acuan dalam penyusunan KUA-PPAS APBD
Kota Cirebon Tahun 2026 dan selanjutnya menjadi pedoman dalam
penyusunan RAPBD.
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1.4 Maksud dan Tujuan

Penyusunan RKPD Kota Cirebon Tahun 2026 dimaksudkan untuk
mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan
pengawasan pembangunan antar sektor, antar wilayah dan tingkat
pemerintahan serta mewujudkan efektifitas dan efisiensi alokasi sumber daya
dalam pembangunan daerah. RKPD Kota Cirebon Tahun 2026 merupakan
pedoman untuk Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD)
Kota Cirebon dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan Tahun 2026. Adapun tujuan penyusunan RKPD Kota Cirebon
Tahun 2026 adalah:

1. Mewujudkan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran
pembangunan Provinsi Jawa Barat;

2. Menetapkan prioritas pembangunan, strategi dan arah kebijakan,
serta program dan kegiatan tahun 2026;

3. Mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi pembangunan,
baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi
pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan;

4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha,
perguruan tinggi dan komunitas; dan

5. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif,
berkeadilan, dan berkelanjutan

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

Sistematika penyusunan perencanaan pembangunan daerah dan
penganggaran tahunan pada RKPD Kota Cirebon Tahun 2026 adalah sebagai
berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang. Menjelaskan tentang latar belakang penyusunan
RKPD Tahun 2026

2. Landasan Hukum. Menjelaskan dasar hukum yang digunakan
dalam penyusunan RKPD Tahun 2026

3. Hubungan Antara Dokumen. Menjelaskan tentang hubungan RKPD
Tahun 2025 dengan dokumen-dokumen perencanaan baik tingkat
nasional, provinsi maupun kabupaten /kota.

4. Maksud dan Tujuan. Menjelaskan tentang maksud dan tujuan
penyusunan RKPD Tahun 2026

5. Sistematika Dokumen RKPD. Menjelaskan kerangka pemikiran
tentang substansi RKPD yang ingin dituju berdasarkan tema
perencanaan tahunan yang dicanangkan.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.
1. Gambaran Umum Kota Cirebon. Menjelaskan tentang kondisi terkini
berdasarkan capaian target pembangunan tahun 2024
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2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai tahun
berjalan dan realisasi RPJMD. Menjelaskan realisasi, hasil capaian
program dan kegiatan yang direncanakan dalam RKPD 2024 serta
pencapaian indikator RPJMD Kota Cirebon

3. Permasalahan Pembangunan Daerah. Identifikasi permasalahan
berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun 2024.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH.
1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan. Menjelaskan tentang hubungan
tujuan/sasaran berdasarkan dokumen RPD, selanjutnya tujuan dan
sasaran pembangunan.
2. Prioritas Pembangunan Daerah. Mengemukakan tentang prioritas
pembangunan untuk tahun rencana, isu strategis, serta prioritas
program pembangunan daerah berdasarkan isu strategis.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
1. Menjelaskan rincian program dan kegiatan prioritas RKPD tahun
2025, instansi pelaksana/ PD, indikator capaian masing-masing
program dan kegiatan serta pagu indikatifnya.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH.

1. Penetapan indikator dan target kinerja utama. Menguraikan
indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk
dijadikan acuan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan
menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada akhir tahun 2026.

2. Penetapan indikator dan target kinerja kunci. Menguraikan indikator
kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk dijadikan
pedoman dalam penetapan kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi
Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun 2026.

BAB VII PENUTUP

Menguraikan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam
keseluruhan dokumen RKPD, sebagai pedoman bagi semua pihak
dalam memfungsikan RKPD sesuai dengan ketentuan perundangan
yang berlaku. Pada bagian ini juga memuat antara lain :

1. Keterpaduan dan sinkronisasi penyusunan program dan kegiatan
di dalam dan di antara perangkat daerah dengan memperhatikan
peran/tanggung jawab/tugas perangkat daerah;

2. Peranan masyarakat dan dunia usaha dalam perencanaan,
pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan, program, dan
kegiatan RKPD;
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3. Penegasan RKPD sebagai acuan penyusunan Kebijakan Publik dan
APBD; dan

4. Penegasan tentang kewajiban pemerintah daerah untuk
mengevaluasi pelaksanaan program RKPD.
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BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum Daerah

2.1.1 Aspek Geografi Dan Demografi

Kota Cirebon berdasarkan letak kota dengan batas wilayahnya dan
kondisi air, tanah serta udara sebagai aspek geografi yang mempengaruhi
potensi kota dalam mendukung kehidupan sehari-harinya dengan risiko
terhadap bencana. Pada sisi lain yang juga sangat penting adalah luas dan
dimensi wilayah dari sisi penduduknya sebagai aspek demografi Kota Cirebon.

2.1.1.1 Geografis Daerah

Kota Cirebon berada pada 6°43'10.5" Lintang Selatan dan 108°34'18.7"
Bujur Timur yang merupakan koordinat posisi titik @ (nol) sebagai dasar
perhitungan jarak dengan daerah lainnya dan juga berada pada jalur utama
lintas pantura bagian timur Provinsi Jawa Barat. Kewilayahan Kota Cirebon
memiliki karakteristik geografis utama kawasan dataran rendah dan sebagian
kecil merupakan wilayah perbukitan di wilayah selatan kota, terdapat sungai
dan daerah aliran sungai, serta kawasan pesisir. Potensi sumber daya alam
berupa kelautan dan perikanan, pertanian, serta potensi pariwisata,
perdagangan dan jasa, serta perindustrian.

Wilayah administratif pemerintahan Kota Cirebon, terbagi atas 5
Kecamatan, 22 Kelurahan, 249 Rukun Warga (RW) dan 1.385 Rukun Tetangga
(RT)2. Dalam 5 tahun terakhir, wilayah kepengurusan Lembaga
Kemasyarakatan Kelurahan telah dilakukan pemekaran. Wilayah
kelembagaan RW dilakukan pemekaran 1 RW pada tahun 2019 di kelurahan
Karyamulya menjadi 18 RW. Wilayah kelembagaan RT dilakukan pemekaran
di kelurahan Argasunya 1 RT menjadi 59 pada tahun 2023; pemekaran di
kelurahan Harjamukti 1 RT menjadi 59 pada 2019; 3 kali pemekaran di
kelurahan Kalijaga, 8 RT pada tahun 2021 sehingga saat ini menjadi 121 RT,
1 RT pada tahun 2019 dan tahun 2024; 2 kali pemekaran di kelurahan
Karyamulya yaitu pada tahun 2019 2 RT dan tahun 2021 3 RT. Sedangkan
hal berbeda terjadi di kelurahan Larangan yang jumlah RT berkurang 1
menjadi 116 RT. Kecamatan Harjamukti merupakan wilayah kecamatan yang
paling luas dengan jumlah RT dan RW terbanyak. Sementara itu, Kecamatan
Pekalipan merupakan wilayah dengan luas paling kecil, namun jumlah RW
dan RT terkecil berada di Kecamatan Kejaksan.

Berdasarkan pada perundang-undangan terbaru terkait Kota Cirebon
bahwa Kota Cirebon luasnya menjadi 39,398 km? melalui penetapan
Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 300.2.2-2138 tahun 2025 tentang
Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi
Pemerintahan, dan Pulau. Posisi kota berdasarkan pada Undang-undang 108
tahun 2024 tentang Kota Cirebon di Provinsi Jawa Barat, sebelah timur letak

2 Sumber: Bagian Tata Pemerintahan, Sekretariat Daerah Kota Cirebon 2025
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wilayah administrasi Kota Cirebon berbatasan dengan Laut Jawa dan sisi
lainnya sebelah selatan, sebelah barat serta sebelah utara berbatasan dengan

Kabupaten Cirebon.

Gambar II-1 Peta Wilayah Kota Cirebon
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SKALA: 180,000

SUMBER DATA DAN RIVIAYAT PETA:
1. Pata Dasar BIG Tahun 2021

2 CSRT 8IG Tahun 2020

3. Batas Kota. Permendagri No. 75 Tahun 2018
4 Pengolahan data tahun 2020 -2023

Catatan
+ Keteitian informasl pada pets 1 berskala 1:25.000

Sumber: Bappelitbangda Kota Cirebon 2025.

Berikut rincian kelurahan beserta dengan jumlah RW dan RT per

kecamatan pada tahun 2024:

Tabel II-1 Rincian RW dan RT di Kota Cirebon Tahun 2024
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No. Kecamatan Kelurahan Jumlah RW Jumlah RT
Argasunya 11 59
Kalijaga 15 121
1. Harjamukti Harjamukti 13 59
Kecapi 19 116
Larangan 19 116
Pegambiran 17 83
Kesepuhan 9 63
2 Lemahwungluk Lemahwungkuk 6 44
Panjunan 10 42
Jagasatru 10 51
. Pulasaren 8 40
3. Pekalipan Pekalipan 12 50
Pekalangan 9 45
Karyamulya 18 92
Sunyaragi 11 55
4. Kesambi Drajat 9 62
Kesambi 7 47
Pekiringan 11 57
Kejaksan 7 40
. Kebonbaru 7 37
S Kejaksan Sukapura 10 58
Kesenden 11 48
Jumlah 22 249 1.385

Sumber: Sekretaria Daerah Kota Cirebon 2025

A. Topografi

Dimensi wilayah Kota Cirebon dari Utara ke Selatan berjarak +11,9
kilometer dan jarak dari Barat ke Timur sebesar 7,96 kilometer dengan
sebagian besar berapa pada dataran rendah di ketinggian + 5 mdpl (meter dari
permukaan laut) dan dataran tinggi pada wilayah selatan hingga +136 mdpl
pada sebagian kecamatan Harjamukti, yaitu 287,59 Ha di ketinggian 50-100
mdpl dan 78,45 Ha di ketinggian 100-136 mdpl.

Tabel II-2 Kondisi Topografi Kota Cirebon (Ha)

Wilayah 0-50 mdpl 50-100 100-136 Jumlah
mdpl mdpl
Kecamatan Kejaksan 442 93 - - 442,93
Kecamatan 718,94 - - 718,94
Lemahwungkuk
Kecamatan Harjamukti 1.394,3 287,59 78,45 1.760,35
Kecamatan Pekalipan 159,76 - - 159,76
Kecamatan Kesambi 865,31 - - 865,31

Sumber : Laporan KLHS RTRW, 2022

Wilayah dataran rendah dan dataran tinggi Kota Cirebon, memiliki
kemiringan lahan yang dapat diklasifikasikan3 berdasarkan rentang berikut:
(1) Kemiringan 0-2% terdapat di sebagian besar wilayah Kota Cirebon yaitu
3.442,05 Ha, kecuali sebagian kecil wilayah di Kecamatan Harjamukti; (2)
Kemiringan 2-15% terdapat di sebagian wilayah Kecamatan Harjamukti yaitu
338,59 Ha; (3) Kemiringan 15-25% terdapat di sebagian wilayah Kecamatan
Harjamukti yaitu 166,64 Ha. Besar kemiringan tanah menentukan tingkat
resapan terhadap air hujan, semakin landai maka tingkat resapan semakin
besar. Hal ini terkait curah hujan tahunan di Kota Cirebon termasuk dalam
klasifikasi hujan infiltrasi rendah* yaitu 1500-3000 mm per tahun, yang

3 Arsyad, S. 2010. Konservasi tanah dan air, Institut Pertanian Bogor

4 Chow, V.T. 1968. Handbook of Applied Hydrology. McGraw-Hill Book Co. New York.
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mempengaruhi potensi air tanah dari resapan air hujan di wilayah dengan
kemiringan tanah yang besar untuk wilayah selatan Kota Cirebon.

Tabel II-3 Kondisi Kemiringan Tanah Kota Cirebon (Ha)

Wilayah 0-2% |2-15% | 15-25 | Jumlah
%
Kecamatan Kejaksan 44293 - - 44293
Kecamatan 718,94 - - 718,94
Lemahwungkuk

Kecamatan Harjamukti | 1.255,11 | 338,59 | 166,65 | 1.760,35
Kecamatan Pekalipan 159,76 - - 159,76
Kecamatan Kesambi 865,31 - - 865,31

Sumber : Laporan KLHS RTRW, 2022

B. Geologi

Hasil kajian dari Silitonga dkk. (1996), geologi di wilayah pesisir Cirebon
dan sekitarnya merupakan endapan aluvium (Qa) yang terdiri dari kerikil,
pasir dan lempung berwarna kelabu yaitu hasil endapan dengan ketebalan +5
m di sepanjang dataran banjir sungai sedangkan endapan di daerah pantai
(Qac) terdiri atas lumpur hasil endapan rawa, lanau serta lempung kelabu
dengan kandungan cangkang moluska yang memiliki ketebalan kedalaman
beberapa meter. Untuk geologi wilayah pantai pelabuhan Cirebon mempunyai
litologi endapan aluvial pantai yang terdiri dari endapan lempung dan pasir
secara bergantian. Endapan permukaan ini menyebar di bagian utara dan
bagian timur.

Kelompok Batuan Gunung Api disusun oleh hasil erupsi Gunung Api
Muda Ciremai (Qvr) yang terdiri atas lahar, breksi dan batu pasir tufan. Hasil
letusan gunung api tua Ciremai (QTvr) mempunyai karakter morfologi yang
lebih menonjol dari pada morfologi batuan gunung api muda dengan batuan
sekitarnya. Secara umum terdiri atas lahar, batu pasir tufan, dan konglomerat
tersisip oleh lapisan lava, breksi aliran dan tuf/batu putih yang tersebar di
sebelah selatan yang penyebarannya sangat terbatas.

C. Klimatologi

Kota Cirebon yang berada di daerah pesisir utara pulau jawa termasuk
daerah bertemperatur udara cukup tinggi dengan suhu udara rata-rata
terendah tahun 2024 sebesar 22,4 °C dan rata-rata tertinggi 35,9 °C. hal ini
merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi
penghasil listrik melalui panel surya. Berikut data suhu di Kota Cirebon dalam
lima tahun terakhir yang bersumber dari Posmet Penggung BMKG Kertajati,
Majalengka, Jawa Barat:

Tabel II-4 Rata-rata Suhu Udara per Bulan di Kota Cirebon (°C)

2020 2021 2022 2023 2024

Bulan |y, | Rata M:‘k Min | Rt M:k Min | Rt M:k Min |Rata? |Maks | Min |Rata® |Maks

Januari 263’ 27,8 | 35,2 2;” 26,5 | 33,0 23’ 27,3 | 34,4 | 22,8 | 26,9 | 35,5 | 23,2 | 28,0 | 35,4
|23, 22, 23,

Februari | 7 |27,2|338| 0" |265|33,8| © 7 |26,9 346|228 | 26,4 33,6 | 23,4 | 28,0 | 35,4
21, 22, 22,

Maret |, |27,7 344 | 7 (273|346 | 0° | 27,4 (345|222 [ 27,3 | 34,8 | 23,4 | 28,1 | 354

April | 23, | 28,0 | 34,8 | 22, | 28,1 | 35,0 | 22, | 27,9 | 34,8 | 22,8 | 27,8 | 34,6 | 24,0 | 29,2 | 35,8
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2020 2021 2022 2023 2024
Bul R M R Mak R M
wan Min a;ta :k Min a;ta :‘ Min a;ta :k Min |Rata? |Maks| Min |Rata? | Maks
2 8 8
Mei 2:’ 28,3 | 34,8 292’ 28,4 | 34,8 2827 28,1 | 34,4 | 22,7 | 28,6 | 34,2 | 22,8 | 291 | 35,6
Juni 282, 27,8 | 34,6 23’ 27,3 | 34,4 23’ 27,2 133,6|21,9|28,4 356|224 | 28,2 | 34,7
. 21, 21, 21,
Juli 0 28,0 | 34,0 5 27,7 | 34,6 0 27,5| 34,0 22,0 | 28,1 | 34,4 | 19,2 | 27,8 | 34,8
Agustus Qf’ 28,5 | 35,6 25’ 28,6 | 36,4 2;’ 28,2 | 35,2 | 19,0 | 28,1 | 36,2 | 19,8 | 28,4 | 37,0
23, 22, 22,
September 9 29,7 | 36,4 6 28,9 | 35,8 3 29,0 | 36,0 | 20,6 | 29,3 | 36,8 | 23,3 | 29,7 | 36,5
Oktober 2;’ 29,2 | 37,0 25” 29,5 | 37,0 25’ 28,0 35,4 | 21,5 | 30,6 | 38,4 | 22,0 | 30,7 | 38,1
23, 22, 22,
Nopember 6 28,6 | 35,4 5 27,6 | 35,0 o 27,5|35,0| 24,2 | 30,2 | 37,4 | 23,4 | 29,2 | 36,0
Desember 292’ 26,9 | 34,0 282, 27,4 | 34,4 25’ 27,2 | 34,0 | 23,8 | 29,4 | 36,4 23,8 128,0 1350
Rata-rata | 22, | 28,1 | 35,0 | 22, | 27,8 | 34,9 | 22, | 27,7 | 34,7 | 34,0 | 22,1 | 28,4 | 22,6 | 50,5 | 35,8
8 6 ) 9 9 3

Sumber: BMKG Posmet Penggung

Curah hujan di Kota Cirebon sangat dipengaruhi oleh fenomena cuaca
La Nina untuk fase panas dan El Nino untuk fase dingin. Fenomena La Nina
terjadi pada tahun 2020 hingga tahun 2022 dan 2024 yang diselingi fase El
Nino 2023. Fenomena tersebut akan berdampak pada banyaknya curah hujan
yang terjadi di Kota Cirebon. Curah hujan tertinggi terjadi pada tahun 2022
sebesar 2.724,8 mm selama 188 hari dan terendah pada tahun 2023 sebesar
1.580 mm selama 116 hari. Peningkatan jumlah hari hujan ini tidak
berbanding lurus dengan curah hujan yang terjadi, terlihat bahwa pada tahun
2020 jumlah curah hujan mencapai puncak tertinggi dalam periode ini
sebesar 3.135,5 mm dengan jumlah hari hujan sebanyak 141 hari sedangkan
jumlah hari hujan di tahun 2020 ini lebih rendah jika dibandingkan pada
tahun 2022 sebesar 187 hari hujan dengan jumlah curah hujan 3.092 mm.
Curah hujan harian yang cukup tinggi terjadi pada 2020 sebesar 148 mm dan
2024 sebesar 146 mm di awal tahun, sedangkan pada tahun 2022 di akhir
tahun sebesar 139,4 mm. Curah hujan harian yang tinggi akan menyebabkan
air permukaan meluap dan melebihi kapasitas debit sistem drainase sehingga
air hujan akan mengenang pada wilayah tertentu.

Tabel II-5 Curah Hujan (total, tertinggi harian) dan Hari Hujan di Kota Cirebon

2020 2021 2022 2023 2024
Bulan | cumh | o | renge | O |y ring | O | e | rering | O | e | Tering | O | o | Tering
Hujan i Hujan o Hujan & Hujan e Hujan &
Januari 550 24 |148,0|437,5] 25 | 77,3 | 490,1 | 26 | 99,5 |[409,8| 18 [120,5] 387,1 | 22 | 75,3
Februari | 588,3 25 | 146,1| 540,5 | 21 |102,5| 242,9 22 40,2 |396,1| 23 | 89,5 | 599,0 | 20 |146,0
Maret 370,5 25 |101,8|261,7 | 19 | 64,4 | 2429 22 78,0 |204,8| 10 | 73,9 | 147,2 | 11 | 47,2
April 176,5 16 34,8 | 134,6 | 11 | 44,5 | 293,5 15 81,0 |207,3| 20 | 47,5 | 126,0 | 12 | 37,0
Mei 240,1 17 51,2 55 7 | 27,1 168,3 16 | 59,5 | 86,5 | 10 | 29,2 | 48,4 4 | 21,5
Juni 92,6 7 33,0 [159,4| 14 | 68,8 | 126,6 | 14 | 30,0623 | 3 [352] 92 8 | 45,0
Juli 50,9 3 28,0 | 20,4 5 8,4 | 212,1 10 81,0 | 11,0 | 3 11,0 | 60,9 4 | 63,7
Agustus 8,3 6 3,0 16,5 4 8,0 1,7 2 1,2 0 0 0 1,0 1 1,0
Septembe 18,6 4 9,6 118,1 | 7 45,6 27,1 7 10,0 0 0 0 35,0 4 18,0
r
Oktober 137,7 9 48,6 | 67,8 5 | 40,5 | 327,6 16 |139,4| 5 4 5 0 0 0
Nopember | 212,8 | 14 | 83,2 [302,5] 23 [ 59,5 | 182,2 | 20 | 46,3 |82,5| 11 | 46,5]| 2,0 2 | 1,0
Desember | 212,8 22 | 120,7 | 418,3 | 27 |101,4| 409,8 18 |130,8|114,7| 14 | 30,7 | 263 15 62
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2020 2021 2022 2023 2024
Harian Harian Harian Harian Harian
Bulan Culjah Hari Tertingg Cufah Hari | Terting Cur.a.h Hari Terting Cufah Hari | Terting Culjah Hari | Terting
Hujan A Hujan & Hujan & Hujan & Hujan A
Jumlah |2.659,1 168 2.724, | 188 1.580| 116 1761,
8 6
Rata-rata | 221,59 14 227,1 | 15,67 131,6]9,67 146,8
7

Sumber: BMKG Posmet Penggung
Catatan: satuan Hari Hujan (Jumlah Hari Hujan), Satuan Curah Hujan (mm)

Angin merupakan salah satu potensi energi terbarukan yang ada di Kota
Cirebon, karena lokasi Kota Cirebon yang berada di pesisir pantai utara Pulau
Jawa. Dalam lima tahun terakhir, pada tahun 2024 di bulan Agustus terjadi
angin dengan kecepatan tertinggi yang berasal dari arah selatan sebesar 52
km/jam. Sedangkan kecepatan rata-rata tertinggi terjadi pada bulan Agustus
tahun 2024 antara 19-30 km/jam. Hal ini merupakan potensi yang dapat
menjadi sumber energi untuk menghasilkan listrik, karena dengan kecepatan
angin 2 meter per detik (7,2 km/jam) sudah dapat menggerakkan turbin®

yang akan menghasilkan energi listrik.

Tabel II-6 Kecepatan Angin di Kota Cirebon (km/jam)

2020 2021 2022 2023 2024

Bulan Maks|Rata? Ara.h Maks|Rata? Ara.h Maks|Rata? Arah Maks| Rata? Ara.h Maks|Rata? Arah
Angin Angin Angin Angin Angin

Januari | 26 |n.a | Barat | 30 |5-15| Barat | 46 [5-20| "™ | 46 | 7-18 | Barat | 50 |2-20| B&rat

Laut Laut

. Barat

Februari 35 |n.a | Barat 37 | n.a Barat 46 |6-16| Barat | 48 | 7-28 | Barat 41 |3-20 Laut
Maret 26 |n.a Barat 37 | n.a Barat 72 |6-18| Barat 46 | 6-24 Barat 48 |3-24| Barat
April 22 |na | TBYT | g |7qg] T 40 V6 g | Timur | 31 | 7-20 | 28 | 41 [4-13] Timur

Laut Laut Laut

. . . . Timur

Mei 24 |n.a | Timur | 24 |13-24| Timur | 43 |6-16| Timur | 46 | 8-28 | Selatan | 46 |5-25 Laut
Juni 22 |n.a | Timur | 26 |9-26| Timur | 41 |4-25| Selatan | 33 | 9-23 | Selatan | 33 |5-21| Timur
Juli 37 |n.a | Selatan | 35 | 8-35| Selatan | 35 |6-24 | Selatan | 52 | 10-38| Selatan | 46 221_ Selatan
Agustus 33 |n.a | Timur | 37 |8-37| Selatan | 43 |8-33| Selatan | 56 | 9-41 | Selatan | 52 290_ Selatan
Septembe Timur

. 37 |n.a | Selatan | 37 | 8-37| Selatan | 37 |8-25| Selatan | 56 |12-43| Selatan | 46 |8-31 Laut

Timur

Oktober 46 |n.a | Selatan | 33 | 7-33| Selatan | 30 |5-19| Selatan | 21 |11-26 Laut 48 | 8-27| Selatan
November | 41 |n.a | Timur | 33 |5-11| YT | 41 |e15| DU | 55 | giog | THRUT | o5 | oy | Timur

Laut Laut Laut Laut

Desember | 52 |n.a | Barat | 26 |4-26| Y | 46 |7-18| Barat | 37 | 4-16 | "% | 26 | & | Barat

Laut Laut 26
Sumber: BMKG Posmet Penggung

Berdasarkan data BMKG Kertajati, Majalengka, Jawa Barat, Kota

Cirebon juga memiliki potensi intensitas cahaya matahari maksimal yang
hampir sepanjang tahun. Intensitas cahaya matahari ini dapat menjadi
sumber energi terbarukan untuk memenuhi kebutuhan di Kota Cirebon yang
dapat dikonversi menjadi energi listrik. Untuk itu pemerintah Kota Cirebon
sangat mendukung pengembangan energi terbarukan yang bersumber dari

5 Suandi, Andi, et al. "Analisis Pengaruh Kecepatan Angin Pada
Pembangkit Listrik Tenaga Angin." Teknobiz: Jurnal Ilmiah Program Studi
Magister Teknik Mesin 12.3 (2022): 168-173.
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cahaya matahari sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap bahan
bakar yang berasal dari fosil yang terpendam di dalam bumi jutaan tahun.

Tabel II-7 Intensitas Matahari di Stamet Kertajati (%)

2020 2021 2022 2023 2024
Bul

wan M:k Min | Rata? M:\k Min | Rata? M:k Min | Rata? M:k Min | Rata? | Maks | Min | Rata?
Januari 100 | 55 | 91,5 | 100 | 68 89 100 | 64 85 100 | 49 78 100 75 94,2

Februari 100 | 67,5| 92,8 | 100 | 3 83 | 100 | 54 81 100 | 43 88 100 60 88,8

Maret 100 | 62,5| 93,8 | 100 | 60 89 | na |na| na |100| 25 89 100 75 92,0
April 100 | 45 93 | 100 | 74 93 | 100 | 63 90 | 100 | 2,5 | 83,2 | 100 78 96,0
Mei 100 | 56,3 | 95 | 100 | 78 97 | 100 | 13 84 | 100 (16,3 | 89,43| 100 | 62,5 | 96,5
Juni 100 | 91 98 | 100 | 56 92 100 | 63 | 88,3 | 100 | 51 95 100 8 71
Juli 100 | 88 | 98.8 | 100 | 34 88 | 100 | 41 79 100 | 70 97 100 58 95

Agustus | 100 | 88 | 99 | 100| 12 | 86 |100| 75 | 91 |100| 88 | 96 | 100 | 90 | 95
September | 100 | 73 | 96 | 100| 56 | 96 | 75 | 13 | 56 | 100 | 90 | 100 | 100 | 67,5 | 98
Oktober | 100 | 59 | 93 | 100 | 63 | 94 | 100 | 34 | 76 | 100|37,5| 96,2 | 100 | 58 | 95
November | 100 | 62,5| 92,7 | 100 | 13 | 80 | 93 | 41 | 68 | 100| 73 | 93 | 100 | 51 | 84
Desember | 100 | 3 | 87 | 100| 16 | 82 | 100| 49 | 82 |100|12,5] 86,8 | 100 | 10 | 88
Sumber: BMKG Stamet Kertajati
D. Hidrologi
Potensi sumber air di Kota Cirebon meliputi sumber air tanah dangkal,
sumber air tanah dalam, sumber air permukaan, dan sumber air laut. Sumber
air tanah akan ditemui pada kedalaman 5-10 meter untuk dataran rendah
dan di lokasi dataran tinggi mencapai kedalaman 20-30 meter. Air tanah yang
berada di kawasan pesisir pantai pada umumnya memiliki rasa yang asin
karena intrusi air laut dan tidak dapat digunakan untuk kebutuhan air
minum.

Sumber air bersih untuk konsumsi rumah tangga, sebagian besar telah
dipasok oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Giri Nata Kota
Cirebon dengan bahan bakunya bersumber dari mata air Cipaniis Kabupaten
Kuningan. Untuk kawasan yang belum terjangkau pasokan air dari PDAM,
pemenuhan air bersih untuk keperluan lainnya diperoleh dari sumur dengan
kedalaman antara 2 (dua) meter sampai dengan 6 (enam) meter dan juga
melalui kendaraan truk tangki dengan kapasitas 4.000 liter.

Kualitas air® di Kota Cirebon masuk dalam kategori cemar berat. Untuk
itu diperlukan penanganan khusus untuk memperbaikinya, walaupun
kualitas air permukaan ini tidak dikonsumsi oleh penduduk.

Kondisi air permukaan yang ada di wilayah Kota Cirebon merupakan air
yang mengalir melalui sungai dan anak-anak sungai. Sungai Kedung Pane,
Sungai Sukalila (penyatuan dari Sungai Sicemplung dan Sungai Sijarak),
Sungai Kesunean (Kriyan) dan Sungai Kalijaga (penyatuan dari Sungai
Cikalong, Sungai Cideng, dan Kali Lunyu). Keberadaan sungai selain berfungsi
sebagai saluran pembuangan air juga sebagai batas wilayah fisik antara Kota
Cirebon dengan Kabupaten Cirebon. Kualitas air” di Kota Cirebon masuk

6 Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung, Dirjen Sumber Daya Air
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

7 Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung, Dirjen Sumber Daya Air
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
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dalam kategori cemar berat. Untuk itu diperlukan penanganan khusus untuk
memperbaikinya, walaupun kualitas air permukaan ini tidak dikonsumsi oleh
penduduk.

Sungai yang mengalir di Kota Cirebon merupakan bagian dari S (lima)
Daerah Aliran Sungai (DAS) yang berada di wilayah Kota Cirebon yaitu: DAS
Cipager seluar 0,64 Ha, Das Grenjeng seluar 1.013,55 Ha, DAS Kalijaga
seluas 1.678,18 Ha, DAS Kedungpane seluas .254,41 Ha, DAS Kenari seluas
dan 1,26 Ha. Rencana jaringan hidrologi di Kota Cirebon8 akan dilengkapi
dengan embung di kelurahan Larangan kecamatan Harjamukti dengan
kapasitas * 5.000 (lima ribu) m® dan embung di kelurahan Kalijaga kecamatan
Harjamukti dengan kapasitas = 7.000 (tujuh ribu) m3.

Gambar II-2 Peta Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung
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Sumber: Permen PUPR No. 04/PRT/M/2015

E. Penggunaan Lahan

Kategori penggunaan lahan di Kota Cirebon terdiri dari danau/situ,
empang, gedung/bangunan, padang rumput, perkebunan/kebun,
permukiman dan tempat kegiatan, sawah, sawah tadah hujan, semak
belukar, sungai dan tegalan. Sebagian besar lahan di Kota Cirebon digunakan
untuk permukiman dan tempat kegiatan sebesar 2.190,07 Ha, lahan sawah
seluas 499,23 Ha dan perkebunan/kebun seluas 499,23 Ha. Semakin
bertambahnya jumlah penduduk mendorong bertambahnya kebutuhan ruang
untuk beragam aktivitas. Hal ini menyebabkan perubahan penggunaan lahan
sulit dikontrol, khususnya di daerah perkotaan. Di wilayah Kota Cirebon,

8 Laporan KLHS RPJMD Kota Cirebon 2025-2029.
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perubahan penggunaan lahan yang banyak terjadi adalah perubahan
pemanfaatan lahan pertanian menjadi lahan non pertanian. Hal ini dapat
dijumpai antara lain di beberapa kelurahan di Kecamatan Harjamukti dan
setidaknya dua kelurahan di Kecamatan Kesambi yang mengalami perubahan
lahan pertanian sawah menjadi lahan non pertanian.

Tabel II-8 Penggunaan Lahan Kota Cirebon

Guna Lahan (Ha) Harjamukt | Kejaksa | Kesamb | Lemahwungku | Pekalipa | Total
i n i k n
Danau/Situ 2,39 - - 1,70 - 4,09
Empang - 47,53 - 20,12 - 67,65
Gedung/Bangunan 1,40 0,06 0,89 16,25 1,46 20,06
Padang Rumput 95,63 11,85 31,24 86,12 9,74 234,59
Perkebunan/Kebun 416,38 - 25,14 - 7,85 449,38
Permukiman dan Tempat 603,69 348,00 | 595,12 496,06 147,19 | 2.190,0
Kegiatan 7
Sawah 381,90 4,69 89,19 23,46 - 499,23
Sawah Tadah Hujan 28,42 - - 47,04 - 75,46
Semak Belukar 8,42 - - 12,03 - 20,45
Sungai 24,78 4,05 2,58 8,29 1,37 41,07
Tegalan/Ladang 197,33 26,75 121,15 - - 345,23
Jumlah 1.760,35 | 442,93 | 865,31 711,09 167,61 | 3.947,2
9

Sumber: Laporan KLHS RTRW 2022
Sebagai upaya perlindungan terhadap lahan sawah, telah ditetapkan
Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD). Berdasarkan verifikasi oleh Kementerian
ATR/BPN, pada tahun 2022 telah disepakati luas LSD yang akan
dipertahankan di wilayah Kota Cirebon seluas 106,02 Ha. Luasan ini sebagai
bagian dari integrasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan di RTRW.
Berikut sebaran berdasarkan kategori penggunaan lahan di Kota Cirebon.

Gambar II-3 Peta Penggunaan Lahan Kota Cirebon
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Sumber:Laporan KLHS RPJMD Kota Cirebon 2025-2029.
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F. Rawan Bencana

Peran Pemerintah dalam Penanggulangan bencana Peran Pemerintah
dalam Penanggulangan bencana di atur & dibentuk atas dasar ketentunan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
yang dilanjutkan dengan penetapan Peraturan Walikota Cirebon Nomor 17
Tahun 2012 tentang kebijakan daerah bidang penanggulangan bencana Kota
Cirebon dikoordinasikan oleh Kantor Penanggulangan Bencana Daerah
(KPBD) Kota Cirebon.

Tabel II-9 Luas Potensi Bencana di Kota Cirebon (Ha)

Potensi Bahaya Rendah | Sedang | Tinggi | Total Kelas
Banjir 19 1.307 607 | 1.933 | Sedang
Cuaca Ekstrim 231 275 3.230 | 3.736 | Tinggi
Gempa Bumi 3.682 54 - 3.736 | Rendah
Gelombang Ekstrim dan 35 25 89 149 Tinggi
Abrasi
Likuefaksi 498 2.618 - 3.116 | Sedang
Kebakaran Hutan dan 28 - - 28 Rendah
Lahan
Letusan Gunung Ciremai 140 - - 140 | Rendah
Tanah Longsor 27 20 24 71 Rendah

Sumber: Dokumen KRB Provinsi Jawa Barat 2022-2026
Menurut Asian Disaster Reduction Center (Wijayanto, 2012), Bencana
adalah suatu gangguan serius terhadap masyarakat yang menimbulkan
kerugian secara meluas dan dirasakan baik oleh masyarakat, berbagai
material dan lingkungan (alam) dimana dampak yang ditimbulkan melebihi
kemampuan manusia guna mengatasinya dengan sumber daya yang ada.

Mitigasi bencana guna mengurangi dampak bencana dilakukan untuk
memperkecil jumlah korban jiwa dan kerugian materil. Masalah kebencanaan
yang harus diselesaikan pemerintah dilakukan secara bekerjasama instansi
pendukung lainnya dalam upaya penanggulangan bencana yang dilakukan
oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai lembaga daerah
yang bergerak dalam bidang penanggulangan bencana alam di Kota Cirebon.

Tabel II-10 Kejadian Bencana Alam di Kota Cirebon

Jenis Bencana 2017 2018 2019 2020 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Banjir - 43 3 19 2 33 17 23
Cuaca Ekstrim 1 15 40 54 22 8 25 60
Gelombang Ekstrim = 1 = 3 = 12 = 4
Abrasi
Gempa Bumi - - - - - - - 5
Kekeringan 1 1 1 - - - 1 1
Letusan Gunung Api - - - - -
Tanah Longsor - 6 1 6 3 3 2 5
Jumlah 2 66 45 82 27 56 45 98

Sumber : Dokumen KRB Kota Cirebon, 2023; Open Data Kota Cirebon 2025

F.1 Bencana Banjir

Banjir merupakan kondisi dimana air permukaan meluap dan melebihi
kapasitas debit sistem drainase. Penanganan banjir harus dilakukan secara
terintegrasi, seperti telah dijabarkan dalam modul Pengelolaan Banjir Terpadu
(Kodoatie & Sjarief, 2006) yang diterbitkan pada tahun 2017 oleh Pusat
Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi, Kementerian
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Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Dalam pengelolaan banjir
secara terpadu yang dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana
Daerah (BPBD), tahap pertama yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi
karakteristik banjir di di Kota Cirebon. Selanjutnya dapat dilakukan mitigasi
risiko melalui manajemen banjir dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan,
pengawasan, operasi dan pemeliharaan serta evaluasi dan monitoring.
Manajemen banjir yang dilakukan di Kota Cirebon harus bersinergi dengan
Kementerian PUPR yang memiliki kewenangan terhadap DAS di Kota Cirebon.

Tabel II-11 Potensi Bahaya Banjir di Kota Cirebon (Ha)

Kecamatan Rendah | Sedang | Tinggi Total Kelas
Harjamukti 118,10 | 220,60 | 363,45 | 702,15 | Tinggi
Kejaksaan 26,42 94,85 | 112,99 | 234,27 | Tinggi

Kesambi 114,63 | 207,10 | 226,92 | 548,66 | Tinggi

Lemahwungku | 74,08 124,58 | 127,43 | 326,09 | Tinggi
k

Pekalipan 5,73 35,52 40,11 81,37 Tinggi

Kota Cirebon 338,97 682,66 | 870,90 | 1.892,53 | Tinggi
Sumber : Dokumen KRB Kota Cirebon 2018

Dengan teratasi bencana banjir sehingga kerugian fisik dan ekonomis
dampak bencana banjir dapat berkurang (Green dkk., 2004). Pengurangan
risiko kerentanan terhadap korban banjir melalui identifikasi lokasi bencana,
besar tingkatannya/intensitas, kapasitas dari masyarakat dan sumber daya
yang tersedia dan jangka waktunya sehingga dapat diperhitungkan tingkat
risikonya untuk meminimalisir kerentanan korban yang terdampak.

Tabel II-12 Potensi Penduduk Terpapar Bencana Banjir di Kota Cirebon (Jiwa)

Kecamatan Penduduk terpapar | Umur rentan | Penduduk miskin | Penduduk disabilitas | Kelas
Harjamukti 69.430 23.977 22.977 187 Tinggi
Kejaksaan 31.561 10.227 8.500 35 Tinggi
Kesambi 50.571 16.131 11.814 52 Tinggi
Lemahwungkuk 38.221 13.027 15.212 59 Tinggi
Pekalipan 20.747 6.896 7.058 180 Tinggi
Kota Cirebon 210.532 70.047 65.561 513 Tinggi

Sumber : Dokumen KRB Kota Cirebon 2018
Dalam mengurangi risiko keterpaparan diperlukan adanya perencanaan
dan program, sistem dan prosedur, pelatihan dan pendidikan sumber daya
dan tenaga yang dapat segera dimobilisasi dan diberdayakan dengan hasil
terbaik. Dalam hal ini perlu dibangun kewaspadaan dari berbai elemen
termasuk infrastruktur yang diperlukan untuk mitigasi risiko bencana banjir.

Tabel II-13 Risiko bencana banjir di Kota Cirebon (Ha)

Kecamatan Rendah | Sedang Tinggi Total Kelas
Harjamukti - 392.56 | 309.58 702.15 | Tinggi
Kejaksaan - 38.10 196.16 234.27 | Tinggi
Kesambi - 182.07 | 366.59 548.66 | Tinggi
Lemahwungkuk - 109.13 | 216.96 326.09 | Tinggi
Pekalipan = 3.64 77.72 81.37 Tinggi
Kota Cirebon - 725.51 | 1.167.02 | 1.892.53 | Tinggi

Sumber : Dokumen KRB Kota Cirebon 2018

F.2 Bencana pergerakan tanah

Letak geografis Kota Cirebon yang berada di kaki gunung Ciremai dengan
jarak radius * 26 km dari titik nol Kota Cirebon ke tepi kawah gunung Ciremai
menjadi potensi memiliki risiko bencana gempa vulkanik. Pada sisi lain Kota

27



=== Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2026

Cirebon juga berada di lingkungan sesar Balibis yang terletak di sebelah
selatan Kota Cirebon sehingga juga memiliki risiko bencana gempa tektonik
yang diakibatkan oleh pergeseran lempeng bumi.

Risiko gempa yang berdampak di Kota Cirebon cukup tinggi dengan
rendahnya kapasitas Kota Cirebon dalam menghadapi gempa bumi. Kondisi
ini akan memperburuk mitigasi risiko jika gempa bumi terjadi di Kota Cirebon.
Untuk itu pemerintah Kota Cirebon dalam hal ini BPBD yang berperan sebagai
koordinator, demi meningkatkan kapasitas tanggap bencana gempa bumi
melalui perencanaan dan program kegiatan terkait mitigasi bencana kerugian
materil dan non materil.

Risiko rawan longsoran merupakan gerakan perpindahan massa tanah
atau batu pada arah tegak, mendatar atau miring dari kedudukan semula.
Gerakan tanah mencakup gerak rayapan dan aliran maupun longsoran
(Purbohadiwidjojo; dalam Pangular, 19835). Proses terjadinya tanah longsor
terjadi karena air yang meresap ke dalam tanah akan menambah bobot tanah.
Hujan deras yang terus mengguyur wilayah Cirebon dan sekitarnya dapat
mengalami bencana longsor. Kota Cirebon memiliki kawasan rawan
bencana/gerakan tanah/longsor pada bekas penambangan Galian C
Kelurahan Argasunya seluas + 200 ha. Kegiatan penambangan dengan
menggunakan alat berat telah dihentikan, sedangkan penambangan secara
tradisional menggunakan tenaga manusia masih dimungkinkan secara
terkendali dengan pertimbangan kemanusiaan.

Disamping risiko longsoran tanah di daerah perbukitan, pengambilan air
tanah yang berlebihan dapat menyebabkan penurunan tanah karena beban
bangunan, hal ini disebabkan adanya konsolidasi alamiah beberapa lapisan
tanah serta penurunan karena gaya-gaya tektonik yang merupakan tipe
penurunan tanah yang dominan pada wilayah di kota besar. Perencanaan
pembangunan sarana/prasarana, pelestarian lingkungan, pengendalian dan
pengambilan air tanah, pengendalian intrusi air laut, serta perlindungan
masyarakat dari dampak penurunan tanah perlu diidentifikasi
karakteristiknya guna mitigasi bencana penurunan tanah yang harus
dilakukan sedini mungkin, hal ini dikarenakan Kota Cirebon menjadi salah
satu kota yang ada di peta potensi subsiden tanah di wilayah Indonesia dari
tim Geodesi ITB keluaran 2018.

F.3 Bencana CUACA eKSTRIM

Kondisi cuaca di Kota Cirebon sangat berfluktuasi dalam periode
tahunan. Adanya fenomena cuaca La Niria untuk fase panas dan El Nirno untuk
fase dingin juga mempengaruhi curah hujan dan intensitas matahari di Kota
Cirebon. Kondisi ini akan mempengaruhi bergeraknya udara sejajar
dipermukaan bumi (Tjasyono,2004), yang dikenal sebagai angin dipengaruhi
oleh faktor pendorong yaitu perbedaan tekanan udara dari tempat bertekanan
tinggi ke tempat yang bertekanan lebih rendah. Jika perbedaan tekanan yang
sangat besar antara 2 lokasi yang berdekatan akan menyebabkan angin yang
berkecepatan tinggi, kondisi ini berpotensi menyebabkan kerusakan.

28



=== Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2026

Cuaca ekstrim juga menyebabkan kekeringan yang merupakan dampak
fenomena cuana La Nina. Salah satu mitigasi yang dapat dilakukan
pemerintah saat terjadi kekeringan adalah dengan mensuplai kebutuhan air
bersih untuk wilayah terdampak, sedangkan untuk korban terdampak badai
angin adalah dengan mengevakuasi wilayah terdampak ke wilayah aman.
Terjadinya cuaca ekstrim di Kota Cirebon cukup tinggi, berdasarkan data
Kejadian Bencana Alam di Kota Cirebon yang bersumber dari Dokumen Kajian
Risiko Bencana Kota Cirebon tahun 2023.

2.1.1.2 Demografi

Secara umum kultural dan suku bangsa di Kota Cirebon memiliki
karakter religius, berbasis budaya dan sejarah, sekaligus menjunjung tinggi
adat istiadat dan kelestarian lingkungan. Hal ini merupakan bagian penting
dari modal pembangunan, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Potensi
penduduk yang besar dan berkualitas dapat menjadi sumber daya yang
menghasilkan barang dan jasa sehingga menciptakan demand dan pasar bagi
barang dan jasa yang diproduksi. Penduduk yang besar harus dikendalikan
agar tidak menjadi masalah kependudukan seperti: pengangguran;
kemiskinan; putus sekolah dan lain-lain).

Jumlah penduduk Kota Cirebon mengalami peningkatan dengan jumlah
penduduk sebanyak 352.347 jiwa pada tahun 2023 dan bertambah pada
tahun 2024 menjadi 356.629 jiwa. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)
mengalami fluktuasi terutama pada tahun 2021 yang mengalami penurunan
menjadi 0,19 % karena adanya pandemi Covid-19.

Tabel II-14 Jumlah Penduduk Kota Cirebon

No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024
356.6
Jumlah Penduduk (orang) 343.003 | 343.667 | 346.438 | 352.347 9 2
1. Laki-laki 172.117 | 172.356 | 173.756 | 176.706 1789'96
Perempuan 170.886 | 171.311 | 172.682 | 175.641 17266
9. Laju Perturnb(l;l/l';an Penduduk 0.77 0.19 08 1,69 121
0
Kepadatan penduduk 9.036,3

3. 9.181,02 | 8.713,67 | 8.778,14 | 8.927,86

6

(orang/km?)
Sumber: Disdukcapil 2025.

Kepadatan penduduk tertinggi terjadi pada tahun 2020 dengan angka
mencapai 9.181,02 jiwa/km?. Kepadatan penduduk pada tahun 2021 turun
menjadi 8.713,67 jiwa/km?, hal ini terjadi karena adanya penambahan luas
wilayah Kota Cirebon seluas 2,106 km?, yang semula memiliki luas 37.36 km?
menjadi 39,466 km?. Pergerakan kepadatan penduduk sebanding dengan
pertambahan jumlah penduduk. LPP turun pada tahun 2024 menjadi 1,21%
dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 1,69 %.
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Gambar II-4 LPP Kota di Jawa Barat (%)
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LPP di Kota Cirebon dalam lima tahun terakhir cenderung menurun

cukup signifikan sebesar 0,58 % sebagai dampak dari adanya pandemi Covid-
19 pada tahun 2021. Penurunan LPP yang signifikan disebabkan oleh
tingginya angka kematian di Kota Cirebon saat pandemi Covid-19, termasuk
di Kota Cirebon pada periode akhir tahun 2019 hingga akhir tahun 2022 yang
merupakan akhir masa pandemi Covid-19.
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Pertumbuhan penduduk Kota Cirebon tidak hanya terjadi karena
pertumbuhan alami, tetapi juga adanya migrasi masuk yang lebih besar
dibandingkan dengan migrasi keluar. Pesatnya perkembangan pembangunan
di wilayah kota, menjadi salah satu faktor daya tarik masyarakat sekitar
untuk menetap sebagai penduduk di Kota Cirebon.

Gambar II-5 Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kota Cirebon
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Sumber: Disdukcapil Kota Cirebon 2025

Penduduk yang diperbandingkan berdasarkan jumlah penduduk laki-
laki dan penduduk perempuan yang ditetapkan sebagai indikator Rasio Jenis
Kelamin. Rasio jenis kelamin Kota Cirebon mengalami fluktuasi dalam lima
tahun terakhir dengan rasio pada tahun 2024 sebesar 100,74 yang artinya
jumlah laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah perempuan, yaitu dari 100
orang penduduk perempuan terdapat 100 orang sampai 101 orang penduduk
laki-laki.

Tabel II-15 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kota Cirebon

Keé‘;rlnlfr"k 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
0-4 26.896 | 26.564 | 21.694 | 26.717 | 25.442
5-9 20.654 | 29.192 | 29.338 | 29.483 | 29.967

10-14 29.857 | 30.047 | 29.820 | 30.110 | 30.491
15-19 28.999 | 28.385 | 27.519 | 29.166 | 29.725
20 - 24 20.182 | 29.115 | 29.287 | 29.509 | 29.734
25-29 27.561 | 28.024 | 28.366 | 28.444 | 28.873
30 - 34 25.400 | 25.642 | 26.668 | 26.724 | 26.789
35-39 27.129 | 26.327 | 24.695 | 24.755 | 24.983
30 - 44 26.577 | 26.907 | 28.013 | 27.996 | 27.573
45-49 23.301 | 23.986 | 24.759 | 24.690 | 25.604
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Keéflfr"k 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
50 - 54 20.085 | 20.426 | 21.646 | 21.494 | 21.633
55 - 59 15.975 | 16.196 | 17.544 | 17.309 | 18.401
60 — 64 13.178 | 16.036 | 13.853 | 13.605 | 13.808
65 — 69 9.154 | 9.579 | 10.482 | 10.190 | 10.518
70 - 74 5.012 | 5.130 | 6.601 | 6.382 | 6.935
> 75 5.034 | 5.111 | 6.153 | 5.773 | 6.153
343.00 | 343.66 | 346.43 | 352.34 | 356.62
JUMLAH 3 - A - °

Sumber: Disdukcapil Kota Cirebon 2025.

Berdasarkan data di atas, dapat diklasifikasikan menjadi usia produktif
dan tidak produktif, dimana usia produktif adalah usia 15-65 tahun. Jumlah
penduduk terbanyak di Kota Cirebon selama 5 tahun terakhir adalah
kelompok umur dengan rentang usia 10-14 tahun yaitu sebanyak 30.491 jiwa
pada tahun 2024.

Tabel II-16 Kelompok Umur Produktif Penduduk Kota Cirebon

. 2020 2021 2022 2023 2024

Kelompok Usia L P L P L P L P L P
0-14 43.699 | 40.937 | 44.301 | 41.502 | 44.909 | 42.250 | 44.405 | 41.905 | 44.255 | 41.645
15— 64 119.40 | 119.16 | 119.21 | 118.83 | 119.59 | 118.79 | 122.43 | 121.25 | 124.38 | 122.73

7 4 1 3 2 ) 3 9 7 6
65 + 9.011 10.785 | 8.844 | 10.976 | 9.255 11.637 | 9.868 12.477 | 10.327 | 13.279
Jumlah 172.11 | 170.88 | 172.35 | 171.31 | 173.75 | 172.68 | 176.70 | 175.64 | 178.96 | 177.66

7 6 6 1 6 2 6 1 9 0

L+P 343.003 343.667 346.438 352.347 356.629

Sumber: Disdukcapil Kota Cirebon 2025.

Penduduk Kota Cirebon lebih didominasi oleh kelompok usia produktif
(15-64 tahun) pada tahun 2024, yaitu sebesar 69,81% atau 247.585 orang.
Sedangkan kelompok usia yang tergolong tidak produktif sebesar 30,19% atau
107.094 orang sehingga 1 (satu) orang yang tergolong dalam usia produktif
harus menanggung 2 (dua) sampai 3 (tiga) orang yang berusia non-produktif.
Dengan adanya bonus demografi ini, Kota Cirebon diuntungkan dan memiliki
peluang untuk dapat meningkatkan pertumbuhan  produktivitas
masyarakatnya. Walaupun data menunjukkan 69,81% dari total jumlah
penduduk Kota Cirebon adalah usia angkatan kerja (usia produktif), namun
kualitasnya perlu terus ditingkatkan sehingga mampu bersaing di pasar kerja
dan menekan angka pengangguran terbuka di Kota Cirebon.

Tabel II-17 Sebaran Penduduk Kota Cirebon per Kecamatan Tahun 2024

Jumlah Persentase Luas Kepadatan
No. Kecamatan Penduduk (Jiwa) Penduduk (%) Wilayah (Jiwa /km?)
(km?)
1. Kejaksan 51.683 14,5 4,441 11.638
9 Lemahwungku 61.723 17,3 7,185 8.591
' k

3. Harjamukti 130.803 36,7 17,602 7.431
4. Pekalipan 31.446 8,8 1,585 19.840
S. Kesambi 80.974 22,7 8,653 9.358
Kota Cirebon 356.629 100 39,398 9.052

Sumber: Disdukcapil Kota Cirebon 2025.

Sebaran penduduk Kota Cirebon tersebar di 5 kecamatan dan 22
kelurahan, untuk Kecamatan Harjamukti memiliki jumlah penduduk paling
besar pada tahun 2024 yaitu 130.803 jiwa atau 36,7% dari total jumlah
penduduk. Sedangkan Kecamatan Pekalipan memiliki penduduk paling kecil
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yaitu 31.446 jiwa atau 8,8% dari total jumlah penduduk Kota Cirebon.
Kecamatan Harjamukti yang memiliki jumlah penduduk yang paling besar,
tetapi tingkat kepadatan di Kecamatan Harjamukti adalah yang terrendah
dibanding Kecamatan lain di Kota Cirebon yaitu sebesar 7.431 jiwa/km?
karena memiliki luas wilayah yang cukup besar. Sedangkan Kecamatan
Pekalipan dengan jumlah penduduk paling sedikit namun memiliki luas
wilayah yang paling kecil, maka Kecamatan Pekalipan tercatat sebagai
kecamatan dengan kepadatan penduduk paling tinggi di Kota Cirebon dengan
kepadatan penduduk mencapai 19.840 jiwa/km? pada tahun 2024.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Tujuan akhir dari penyelenggaraan pembangunan daerah adalah untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai upaya dilakukan oleh
pemerintah guna mewujudkan kondisi kesejahteraan masyarakat yang lebih
baik. Aspek kesejahteraan masyarakat meliputi: (1) aspek kesejahteraan
dengan fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, (2) aspek
kesejahteraan dengan fokus kesejahteraan sosial dan; (3) aspek kesejahteraan
dengan fokus seni budaya dan olahraga.

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan Dan Pemerataan Ekonomi

Salah satu dari tujuan pembangunan adalah meningkatkan
kesejahteraan dan pemerataan ekonomi masyarakat, yang dapat dicapai
melalui pembenahan taraf hidup masyarakat, perluasan lapangan pekerjaan,
serta peningkatan pendapatan bagi seluruh masyarakat. Indikator yang dapat
digunakan untuk mengukur kesejahteraan dan pemerataan ekonomi antara
lain Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), PDRB per kapita,
Laju Inflasi, Indeks Gini dan Persentase penduduk di atas garis kemiskinan.

A. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto

Salah satu indikator penting dalam menentukan keberhasilan
pembangunan ekonomi daerah adalah tingkat pertumbuhan ekonomi. Laju
Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dapat menggambarkan suatu dampak nyata
dari kebijakan pembangunan yang dilaksanakan, khususnya dalam bidang
ekonomi. LPE merupakan laju pertumbuhan yang dibentuk oleh berbagai
macam sektor ekonomi yang dapat menggambarkan tingkat perubahan
ekonomi yang terjadi. LPE daerah diukur melalui pertumbuhan PDRB.

Gambar II-6 Tingkat Capaian dan Target LPE Kota Cirebon (%)

B TARGET REALISASI

5,89
, 55
5,17 5.1 5,01 5,02
4,49
3,72
3,04
-0,98 .

2020 2021 2022 2023 2024

Sumber: Dok. Perencanaan Kota Cirebon, BPS 2025
Kinerja pembangunan ekonomi di kota Cirebon tahun 2020-2024
menunjukkan pertumbuhan yang positif dengan ditandai adanya capaian
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pertumbuhan yang cenderung meningkat setelah terjadinya pandemi Covid-
19, dimana LPE kota Cirebon saat awal pandemi Covid-19 berkontraksi hingga
minus 0,98 di tahun 2020 dan berhasil kembali meningkat karena dampak
keberhasilan pengendalian pandemi Covid-19 dengan adanya stimulus fiskal
oleh Pemerintah. LPE tahun 2020 hingga 2024 belum ada yang mencapai
target, sehingga target LPE disesuaikan menjadi sebesar 4,49 % pada
dokumen perencanaan jangka menengah periode 2024-2026. Hal ini
berdasarkan hasil analisa terhadap kemampuan LPE yang kembali turun
sebesar 5,02 % pada tahun 2024.

Gambar II-7 LPE Kota Cirebon, Jawa Barat dan Nasional

545 510 531 500 5,01 5,05 4,95 502 5,03

3,
3,05 3,07 I I

2020 2021 2022 2023 2024

-0,98
-2,07 L . .
-2,52 H Provinsi Jawa Barat Kota Cirebon M Nasional

Sumber: BPS, 2025.

LPE Kota Cirebon searah dengan LPE Provinsi Jawa Barat dan Nasional.
LPE di Kota Cirebon sebelum terjadinya pandemi Covid-19 berada di atas
Provinsi Jawa Barat dan Nasional begitupun di saat hantaman Covid-19
terjadi, kontraksi LPE Kota Cirebon terbilang rendah bila dibandingkan
dengan provinsi Jawa Barat dan Nasional. Pemulihan perekonomian Kota
Cirebon pasca pandemi Covid-19 terlihat masih berada di bawah provinsi
Jawa Barat dan Nasional hal ini terlihat dari LPE Kota Cirebon pasca pandemi
Covid-19 berada di bawah provinsi Jawa Barat maupun Nasional dan belum
mampu mengejar LPE sebelum terjadinya pandemi Covid-19.

Gambar II-8 LPE Kota di Wilayah Jawa Barat
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Sumber: BPS, 2025.

Roda perekonomian di wilayah Jawa Barat kembali menunjukkan
geliatnya, hal ini dapat dilihat dari bervariasinya perkembangan LPE wilayah
kota di Jawa Barat. Di saat pandemi Covid-19 terjadi di tahun 2020, hanya
Kota Banjar yang mampu bertahan dengan laju pertumbuhan positif,
sementara kota lainnya termasuk Kota Cirebon terkontraksi negatif.

Seiring pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19, geliat ekonomi di
wilayah ini mulai terlihat tumbuh positif semua, kenaikan LPE cukup tinggi
Kota Cirebon, yaitu dari minus 0,98 % menjadi 5,02 %, atau naik sebesar 6
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%. Kondisi ini dimungkinkan dengan meredanya pandemik Covid-19.
Penghentian kebijakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat), menyebabkan roda perekonomian kembali menuju normal dan
diharapkan ekonomi di Kota Cirebon mampu melaju dengan kecepatan seperti
sebelum terjadinya pandemi Covid-19.

Pencapaian LPE Kota Cirebon tahun 2024 dibandingkan kabupaten dan
kota lainnya di Jawa Barat berada di peringkat 17 (tujuh belas) sedangkan
pada tahun 2020 berada pada peringkat 10 (sepuluh), walaupun ada
kecenderungan peningkatan LPE di Kota Cirebon pasca endemi Covid-19.

Tabel II-18 LPE Kota di Jawa Barat

Nama Kota LPE LPE
2020 2024

Kota Bandung | -2,28 4.99
Kota Banjar 0,94 5.48
Kota Bekasi -2,58 5.19
Kota Bogor -0,41 5.15
Kota Cimahi -2,26 5.26
Kota Cirebon -0,98 5.02
Kota Depok -1,92 5.47
Sullfslzimi 149 5,11
Tasilljzzlaya 201 5,22
P r‘];"af;wa 2,52 | 4,95

Sumber: BPS 2025
LPE di Kota Cirebon tahun 2024 berdasarkan dari 16 sektor lapangan

usaha yang ada, sebanyak 14 lapangan usaha mengalami pertumbuhan yang
positif dan lapangan usaha sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan
dan Jaminan Sosial wajib mengalami pertumbuhan negatif. Pertumbuhan
paling besar ada pada sektor Real Estate yang tumbuh mencapai 12,48 %,
berikutnya adalah sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan
Daur Ulang Tumbuh sebesar 8,83 % dan sektor Jasa Perusahaan berada di
urutan ketiga yang tumbuh sebesar 6,57 %. Perkembangan LPE Kota Cirebon
tahun 2024 menurun cukup signifikan jika dibandingkan dengan daerah lain
pada tahun 2020.

Data berikut merupakan data PDRB ADHK 2010 untuk kontribusi
lapangan usaha dalam pencapaian LPE di Kota Cirebon tahun 2020 sampai
tahun 2024.

Tabel II-19 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Kota Cirebon Menurut Lapangan Usaha
(%)

No. Sektor Lapangan Usaha 2020 | 2021 | 2022* | 2023** | 2024***
1. | A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 0,30 | 3,13 | 2,50 0,30 3,13
2. |B. Pertambangan dan Penggalian - - - - -

3. | C. Industri Pengolahan -0,70 | 4,28 | 6,24 -0,70 4,28
4. | D. Pengadaan Listrik dan Gas -4,26 | 3,45 | 5,34 -4,26 3,45
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No. Sektor Lapangan Usaha 2020 | 2021 | 2022* | 2023** | 2024 ***
5. |E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan 3,01 8,83 | 6,56 3,01 8,83
Daur Ulang
6. | F. Konstruksi -5,70 | 2,53 | -1,78 | -5,70 2,53
7. | G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan -6,86 | 2,68 | 3,55 -6,86 2,68
Sepeda Motor
8. | H. Transportasi dan Pergudangan -2,58 | 2,42 | 18,68 | -2,58 2,42
9. |I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum -8,11 | 4,24 | 12,01 | -8,11 4,24
10. | J. Informasi dan Komunikasi 33,83 | 3,11 | 4,73 | 33,83 3,11
11. | K. Jasa Keuangan dan Asuransi 1,04 | 3,03 | -0,13 1,04 3,03
12. | L. Real Estate -0,23 | 12,48 | 5,81 -0,23 12,48
13. | M,N. Jasa Perusahaan -12,19| 6,57 | 5,51 | -12,19 6,57
14. | O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan | -7,22 | -0,42 | -1,48 | -7,22 -0,42
Sosial Wajib
15. | P. Jasa Pendidikan 6,83 | 2,09 | 7,39 6,83 2,09
16. | Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 10,89 | 3,02 5,78 10,89 3,02
17. | R,S,T,U. Jasa lainnya -0,49 | 4,79 | 5,02 -0,49 4,79
Pertumbuhan PDRB Kota Cirebon -0,98 | -0,98 | 3,05 5,10 5,18
Jawa Barat -2,52 | 3,74 | 5,45 5,00 491
Nasional -2,07 | 3,70 | 5,31 5,05 4,95

Sumber: BPS 2025
* Angka sementara **Angka sementara ***Angka sangat sementara

Sebagai salah satu daerah unggulan di wilayah Provinsi Jawa Barat, Kota
Cirebon harus mengoptimalkan setiap potensi yang dimilikinya, mengingat
Kota Cirebon menjadi salah satu poros kegiatan ekonomi di wilayah
Ciayumajakuning dan menjadi tolok ukur bagi wilayah di sekitarnya.
Berdasarkan data LPE, Kota Cirebon memiliki optimisme untuk secara
bertahap terus bergerak dan meningkat di berbagai sektor. adanya sektor
bertumbuh negatif yang harus segera diatasi dengan beberapa kebijakan
untuk meningkatkan geliat pertumbuhannya. Kebijakan yang diterapkan
harus tepat sasaran, sehingga dapat menciptakan kebijakan yang tepat guna,
efektif dan efisien.

PDRB menjadi salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi
di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu. PDRB disajikan dengan
pengukuran harga-harga pada tahun penghitungan untuk versi Atas Dasar
Harga Berlaku (ADHB) dan pengukuran harga pada tahun yang dijadikan
tahun dasar penghitungan untuk versi Atas Dasar Harga Konstan (ADHK).
PDRB ADHB atau dikenal dengan PDRB nominal dapat digunakan untuk
melihat struktur perekonomian suatu wilayah sedangkan PDRB atas harga
konstan dapat digunakan untuk mengukur LPE.

Berdasarkan harga konstan, nilai PDRB Kota Cirebon pada tahun 2023
mengalami peningkatan bila dibandingkan tahun 2022. Nilai PDRB Kota
Cirebon tahun 2024 ADHK mencapai Rp.19.884,06 miliar, meningkat
dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp.18.934,40 miliar.

Tabel II-20 PDRB ADHK 2020 Kota Cirebon Menurut Lapangan Usaha (Miliar

Rupiah)

No. Lapangan Usaha 2020 2021 2022 2023* 2024**
1. |Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 47,11 48,59 49,80 49,14 38,91
2. |Pertambangan dan Penggalian - - - - -

3. |Industri Pengolahan 1.677,75 1.749,50 1.858,64 | 2.012,08 | 2.037,65
4. |Pengadaan Listrik dan Gas 97,74 101,11 106,41 115,91 112,09
5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan 46,01 50,08 53,36 52,64 52,70

" | Daur Ulang
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No. Lapangan Usaha 2020 2021 2022 2023* 2024**
6. |Konstruksi 1.579,57 | 1.619,45 | 1.590,62 | 1.675,44 | 1.956,11
7. |Perdagangan Besar dan Eceran 5.066,52 5.202,31 5.386,76 | 5.507,93 5.565,47
8. |Transportasi dan Pergudangan 1.679,27 | 1.719,88 | 2.041,08 | 2.244,99 | 2.436,81
9. |Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 786,76 820,15 918,63 997,92 1.016,42
10. |Informasi dan Komunikasi 1.545,92 1.593,99 1.669,46 1.783,49 1.902,85
11. |Jasa Keuangan dan Asuransi 1.814,13 1.869,07 1.866,64 | 1.875,60 1.907,41
12. | Real Estate 173,03 194,62 205,93 22491 245,93
13. |Jasa Perusahaan 131,04 139,65 147,34 149,42 152,46
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan 516,21 514,04 506,42 515,77 462,95
Sosial Wajib
15. |Jasa Pendidikan 638,05 651,35 699,51 737,46 777,89
16. | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 441,29 454,60 480,85 508,71 583,76
17. | Jasa lainnya 407,82 427,35 448,79 482,98 634,65
Produk Domestik Regional Bruto 16.648,21 | 17.155,75| 18.030,25| 18.934,40 | 19.884,06

tahun2024 ADHB mencapai Rp.30.540,17 miliar,

Sumber: BPS 2025;
* Angka sementara **Angka sementara

Nilai PDRB ADHB 2020 Kota Cirebon Menurut Lapangan Usaha pada
meningkat dibandingkan

tahun sebelumnya sebesar Rp. 28.772,59 miliar.

Tabel II-21 PDRB ADHB 2020 Kota Cirebon Menurut Lapangan Usaha (Miliar

Rupiah)

No. Lapangan Usaha 2020 2021 2022 2023* 2024**
1. |Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 80,13 83,12 89,96 93,06 76,58
2. |Pertambangan dan Penggalian - - - -

3. | Industri Pengolahan 2.389.97 | 5 555,49 | 2.760,21 | 3.004,39 | 3.081,92
4. |Pengadaan Listrik dan Gas 137,60 143,15 155,04 170,67 165,17
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan 71,48 78,03 84,22 85,67 88,15

Daur Ulang

6. | Konstruksi 2.215.66 | ) 594,72 | 2.389,39 | 2.530,80 | 2.979,50
7. | Perdagangan Besar dan Eceran 6.967,96 7.268,15 | 7.659.17 | 8.135.60 | 8.340.36
8. | Transportasi dan Pergudangan 2.691,38 2.809.21 | 3.519.33 | 4.152,86 | 4.624.41
9. |Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 1.196,12 1.277.32 | 1.488.48 | 1.678,46 | 1.745,87

10. | Informasi dan Komunikasi 1.478,49 1.502,26 | 1.549.28 | 1.656,08 | 1.767,93
11. | Jasa Keuangan dan Asuransi 2.744,63 2.908,08 | 3.148,56 | 3.213.72 | 3.317,03
12. | Real Estate 217,55 245,17 267,69 300,05 330,30
13. | Jasa Perusahaan 196,61 210,54 225,12 235,09 233,19
14, Adrr.11n1str.a.31 Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan 858,28 859,05 844,10 871,96 712,64

Sosial Wajib

15. | Jasa Pendidikan 1006721 1 047,67 | 1.132,30 | 1.218,88 | 1.321,63
16. | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 611,29 633,28 679,38 736,05 834,23
17. | Jasa lainnya 564,93 591,37 625,61 689,26 921,26

. . 28.772,5 | 30.540,1
Produk Domestik Regional Bruto 23.428,79 24.5906,5 26.6;17,8 9 7

Sumber: BPS 2025
* Angka sementara **Angka sementara

Dari 17 kategori sektor lapangan usaha penyusun PDRB ADHB Kota
Cirebon tahun 2024 yang memberikan kontribusi besar adalah sektor
Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Sektor
tersebut berkontribusi sebesar Rp.8.340,36 miliar atau 27,31 %. Berikutnya
dari sektor Transportasi dan Pergudangan dengan nilai PDRB sebesar
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Rp.4.624,41 miliar atau 15,14% yang kontribusinya meningkat dari tahun
sebelumnya sebesar 14,43 %. Sektor Jasa Keuangan dan asuransi juga
mempunyai potensi yang besar kontribusinya untuk PDRB sebesar Rp.
3.317,03 miliar atau 10,86 %. Kontribusi sebesar Rp. 3.081,92 miliar atau
10,09 % berasal dari sektor Industri Pengolahan. Ke-4 (empat) sektor ini
merupakan yang berkontribusi besar pada PDRB Kota Cirebon.

Tabel II-22 Distribusi PDRB ADHB 2020 Kota Cirebon Menurut Lapangan Usaha
(%)

No. Lapangan Usaha 2020 2021 2022 | 2023* | 2024**
1. |Pertanian, kehutanan dan perikanan 0,34 0,34 0,34 0,32 0,25
2. |Pertambangan dan penggalian
3. |Industri pengolahan 10,2 10,43 | 10,37 | 10,44 | 10,09
4. | Pengadaan listrik dan gas 0,59 0,58 0,58 0,59 0,54
5 Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur 0,31 0,32 0,32 0,3 0,29

" |ulang
6. |Konstruksi 9,46 9,36 8,98 8,8 9,76
7 Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda | 29,74 | 29,66 | 28,77 | 28,28 | 27,31
motor
8. |Transportasi dan pergudangan 11,49 11,46 | 13,22 | 14,43 | 15,14
9. | Penyediaan akomodasi dan makan minum 5,11 5,21 5,59 5,83 5,72

10. | Informasi dan komunikasi 6,31 6,13 5,82 5,76 5,79
11. | Jasa keuangan dan asuransi 11,71 11,87 | 11,83 | 11,17 | 10,86
12. | Real estate 0,93 1 1,01 1,04 1,08
13. |Jasa perusahaan 0,84 0,86 0,85 0,82 0,76
14. Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan 3,66 3,51 3,17 3,03 2,33

sosial wajib

15. | Jasa pendidikan 4.3 4,28 4,25 4,24 4,33
16. |Jasa kesehatan dan kegiatan sosial 2,61 2,58 2,55 2,56 2,73
17. | Jasa lainnya 2,41 2,41 2,35 2,4 3,02

Produk Domestik Regional Bruto 100 100 100 100 100

Sumber: BPS 2025
* Angka sementara **Angka sementara

Sebagai salah satu daerah unggulan di wilayah Provinsi Jawa Barat, Kota
Cirebon harus mengoptimalkan setiap potensi yang dimilikinya, mengingat
Kota Cirebon menjadi salah satu poros kegiatan ekonomi di wilayah
Ciayumajakuning yang menjadi tolok ukur untuk wilayah di sekitarnya.
Berdasarkan data LPE, Kota Cirebon memiliki optimisme untuk secara
bertahap terus bergerak dan meningkat hampir di seluruh sektor. Hal itu
menunjukkan perkembangan ekonomi Kota Cirebon yang bersifat progresif
sesuai dengan salah satu misi dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD), yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia di
bidang pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat, maka Pemerintah Daerah Kota Cirebon ke depan
perlu menerapkan sekaligus mengelola kebijakan dengan tepat dalam
pengembangan perekonomian daerah. Kebijakan yang diterapkan harus tepat
sasaran, sehingga dapat menciptakan kebijakan yang tepat guna, efektif dan
efisien. Oleh karena itu, dalam upaya pengembangan perekonomian Kota
Cirebon ke depan diperlukan kajian dan inovasi daerah terkait dengan
pertumbuhan perekonomian Kota Cirebon.

Gambar II-9 LPE dan Persentase Penduduk Miskin Kota Cirebon
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Dengan adanya peningkatan angka LPE pada kurun waktu 2020-2024
diharapkan juga akan berdampak pada penurunan angka kemiskinan.
Namun, kondisi ini ternyata tidak berlaku pada Tahun 2021. Hal ini
menunjukkan bahwa LPE di Kota Cirebon mempunyai korelasi dengan
penurunan angka kemiskinan. Ini bisa menandakan bahwa LPE yang terjadi,
belum bisa mendongkrak angka kemiskinan yang ada disebabkan tingginya
tingkat pengangguran di masa Pandemi Covid-19, sehingga diperlukan
intervensi kebijakan Pemerintah Daerah Kota Cirebon untuk mengatasinya.

Gambar II-10 LPE dan TPT di Kota Cirebon

MW LPE mTPT
10,97 10,53
8,42 7,66 629
51 5,01 5,02 !
3,05
0,98 [ . . .
| |
2020 2021 2022 2023 2024

Sumber: BPS 2025
LPE juga dibandingkan dengan angka pengangguran terbuka karena
variabel tersebut memiliki korelasi, dimana jika LPE naik maka kualitas
ekonomi masyarakat akan meningkat. Selanjutnya kualitas ekonomi
masyarakat dapat dilihat dari variabel angka pengangguran terbuka. Berikut
komparasi antara LPE dengan pengangguran terbuka di Kota Cirebon dalam
kurun waktu lima tahun terakhir.

Gambar II-11 Target dan Capaian LPE di Kota Cirebon

Realisasi M Target
5,89 5,94 55
51 517 5,01 ’ 5,02 4,49
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Sumber: BPS 2025
Pada Tahun 2024, capaian LPE yaitu sebesar 5,02 persen sedangkan
target yang disesuaikan dalam dokumen perencanaan adalah 4,49 persen.
Berikut target dan capaian LPE Kota Cirebon dalam lima tahun terakhir.
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B. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita adalah nilai PDRB ADHB per satu orang penduduk yang
menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Angka
PDRB per kapita diperoleh dengan cara membagi total nilai PDRB dengan
jumlah penduduk pertengahan tahun. Angka ini digunakan untuk mengukur
tingkat kemakmuran penduduk suatu daerah, sehingga dengan penyajian
secara berkala akan menunjukkan adanya perubahan kemakmuran. PDRB
per kapita ADHB menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk,
sedangkan PDRB per kapita ADHK berguna untuk mengetahui pertumbuhan
nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah.

Tabel II-23 Tingkat Capaian PDRB per kapita Kota Cirebon

Tahun Jumlah PDRB per Kapita (juta rupiah) Pertumbuhan PDRB per kapita
penduduk ADHK ADHB ADHK (%) ADHB (%)
2020 332.472 50,074 70,468 -5,96 -5,28
2021 336.864 51,088 72,978 2,03 3,56
2022 341.235 53,196 78,532 4,13 7,61
2023* 352.347 55,367 84,135 4,08 7,13
2024** 356.629 57,660 88,560 4,14 n.a

Sumber: BPS 2025

*  Angka sementara;

**  Angka sangat sementara.

Dengan meningkatnya PDRB per kapita ADHB maka tingkat
kemakmuran penduduk Kota Cirebon menjadi lebih baik bagi. Hal ini harus
diimbangi dengan pertumbuhan penduduk yang tidak terlalu cepat, sehingga
tingkat kemakmuran dapat dinikmati secara merata oleh seluruh penduduk
Kota Cirebon. Namun dengan adanya pandemi Covid-19, berdampak terhadap
penurunan pendapatan per kapita penduduk Kota Cirebon sebesar Rp.0,89
juta.

Gambar II-12 PDRB per kapita ADHB Kab. /Kota di Jawa Barat Tahun 2020

Bogor ] 43586
Indramayu 43.308

Prov. Jawa Barat 43,237
Garut ] 22.480

Ciamis [_] 26.048
Subang ] 25.209
Sukabumi [_] 24.836
Majalengka ] 24.708
Kota Banjar ] 22.184
Cirebon ] 21.869

Tasikmalaya ] 20.120
Cianjur ] 19241

Karawang [ ] 91.873
Kota Cirebon ] 70.468
Purwakarta T ] 67.349
Kota Cimahi ] 56.715
Kota Bogor [ 44.100

Bandung [T__] 34.206
Sumedang [T_] 30.821

Kota Tasikmalaya 30.223
Kuningan [] 21.996

Kota Bekasi 37.999

Kota Sukabumi 35.926

Kota Depok 34.358
Pangandaran [__] 27.195

Kota Bandung 116.056
Bekasi 102.419

Bandung Barat [__] 26.088

Sumber BPS, 2024

Gambar II-13 PDRB per kapita ADHB Kab. /Kota di Jawa Barat Tahun 2024
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Sumber: BPS,2024

PDRB per kapita ADHB Kota Cirebon mengalami peningkatan di tahun
2024 yang semula pada tahun sebelumnya sebesar Rp.78,532 juta menjadi
Rp.88,560 juta, angka ini masih di bawah target daerah pada tahun 2024
sebesar Rp.83,84 juta. PDRB per kapita yang dihitung ADHB, selain
dipengaruhi oleh inflasi yang sangat berpengaruh terhadap daya beli, juga
karena pola distribusi dari pendapatan regional Kota Cirebon yang belum
merata.

Pencapaian PDRB per kapita ADHB mengalami peningkatan selama
periode 2020-2024 meskipun terjadi pandemi Covid-19 di tahun 2020, hal ini
mampu untuk segera dipulihkan kembali di tahun 2022 dengan capaian
97,7% dari target yang ditetapkan Rp.80,38 juta.

Pencapaian PDRB per kapita ADHB Kota Cirebon tahun 2024
dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Jawa Barat berada di peringkat ke
empat. Posisi ini masih bertahan bila dibandingkan dengan keadaan saat
pandemi Covid-19 di tahun 2020 dimana PDRB per kapita Kota Cirebon
menduduki posisi ke empat.

C. Laju Inflasi

Perkembangan harga-harga secara umum merupakan salah satu
indikator penting dalam menunjukkan kinerja perekonomian suatu daerah.
Fluktuasi dari perubahan harga-harga yang tercermin dari besarnya nilai
inflasi yang dapat menjadi indikator apakah perekonomian sedang mengalami
tekanan atau perbaikan. Fluktuasi inflasi yang rendah menunjukkan baiknya
perekonomian, sebaliknya fluktuasi inflasi yang tinggi menunjukkan adanya
permasalahan perekonomian walaupun hal ini tidak selalu sejalan dengan
LPE.

Gambar II-14 Inflasi dan LPE

LPE Inflasi
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Sumber: BPS 2025
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Laju inflasi Kota Cirebon mengalami fluktuasi dalam kurun waktu 5
(lima) tahun terakhir dan mengalami penurunan menjadi 1,1% di tahun 2024
dari 1,16% pada tahun 2020 walaupun sempat menyentuh 4,86% di tahun
2022.

Tabel II-24 Inflasi Kota Cirebon (%)

No. Bulan 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
1. |Januari 1,39 1,14 2,29 5,5 1,97
2. | Pebruari 1,76 1,04 2,38 5,72 2,19
3. | Maret 1,98 0,82 2,96 5,22 2,70
4. | April 1,82 1,13 3,37 4,85 2,57
5. | Mei 1,47 1,56 3,45 4,57 1,97
6. |Juni 1,76 0,93 4,13 4,27 1,43
7. |Juli 1,51 1,07 4,49 4,13 1,01
8. | Agustus 1,05 1,39 4,37 4,04 1,18
9. | September 1,13 1,59 5,60 3,07 0,83
10. | Oktober 1,03 1,66 5,41 3,20 0,88
11. | Nopember 1,18 1,75 5,06 3,27 0,85
12. | Desember 1,16 1,81 4,86 3,22 1,10

Sumber: BPS, 2025

D. Indeks Gini

Indeks Gini Kota Cirebon Tahun 2020-2024 terlihat fluktuatif, pada
tahun 2024 sebesar 0,424. Angka Indeks Gini tersebut merupakan dasar
indikator dari Gini, C (1912) yang dapat menggambarkan bahwa Kota Cirebon
pada tahun 2024 termasuk wilayah yang memiliki ketimpangan pendapatan
kategori sedang (0,4 < Indeks Gini < 0,5). Kondisi ini lebih rendah jika
dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat.

Gambar II-15 Target dan Capaian Indeks Gini Kota Cirebon

Target Capaian
0,489 0,468 0,468
0,421 0,408
0,400 0,420 0,420 0,420 0,424
2020 2021 2022 2023 2024

Sumber: Dok. Perencanaan Kota Cirebon, BPS 2025
Dalam periode tahun 2020-2024, capaian Indeks Gini Kota Cirebon

belum mencapai target yang telah ditetapkan. Pandemi Covid-19 memiliki
dampak yang sangat signifikan terhadap ketimpangan di Kota Cirebon,
sebagaimana juga terjadi di tingkat Jawa Barat dan Nasional. Banyaknya
masyarakat yang kehilangan pekerjaan menjadi salah satu penyebab
meningkatnya ketimpangan.

Tabel II-25 Indeks Gini Kota Cirebon, Prov. Jawa Barat dan Nasional

No. Uraian 2020 2021 2022 2023 2024

1. Kota 0,421 0,489 0,468 0,468 0424
Cirebon

2. | Jawa Barat 0,403 0,412 0,417 0,425 0,421

3 Nasional 0,381 0,384 0,381 0.388 0,379

Sur.nber: BPS 2025
Dibandingkan dengan kota lain di Jawa Barat, Indeks Gini Kota Cirebon
selama tahun 2020-2024 cukup tinggi. Biaya hidup di Kota Cirebon yang lebih
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mahal serta rendahnya pendapatan pada sebagian masyarakat yang tergolong
miskin sehingga menyebabkan kesenjangannya semakin lebar.

Gambar II-16 Indeks Gini Kota di Jawa Barat
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2020 2021 2022 2023 2024

M Kota Bogor M Kota Sukabumi m Kota Bandung M Kota Cirebon M Kota Bekasi M Kota Depok & Kota Cimahi ® Kota Tasikmalaya ' Kota Banjar
Sumber: BPS 2025
E. Jumlah Dan Persentase Penduduk Di Atas Garis Kemiskinan
Penduduk miskin memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di
bawah Garis Kemiskinan (GK). GK merupakan penjumlahan dari Garis
Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).

Tabel II-26 Komoditi untuk penghitungan GK Makanan

1 Beras 14 Daging Babi 27 | Nangka Muda | 40 Gula Pasir
2 | Beras Ketan | 15 Daging Ayam Ras 28 |Bawang Merah| 41 Gula Merah
3 |Jagung Pipilan| 16 Daging Ayam Kampung 29 | Cabe Merah | 42 Kopi

4 |Tepung Terigu| 17 Tetelan 30| Cabe Rawit |43 Teh

5 | Ketela Pohon | 18 Telur Ayam Ras 31 | Kacang Tanah | 44 Garam

6 |Ketela Rambat| 19 Telur Itik/Manila 32 Tahu 45 Kemiri

7 Gaplek 20 | Susu Kental Manis | 33 Kerupuk 46 Tempe

8 |Tongkol/Tuna| 21 Susu Bubuk 34 Mangga 47 Terasi/Petis
9 Kembung 22 Bayam 35 Salak 48 Mie Instant
10 Teri 23 Buncis 36 | Pisang Ambon | 49 Roti Manis
11 Bandeng 24 Kacang Panjang 37 Pepaya 50 Kue Kering
12 Mujair 25 Tomat Sayur 38 |Minyak Kelapa| 51 Kue Basah
13 | Daging Sapi |26 | Daun Ketela Pohon | 39 Kelapa 52 Rokok Kretek Filter]

Sumber: Pengenalan Indikator Kemiskinan dan Ketimpangan BPS 2023.

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran
kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilo kalori per
kapita per hari dengan 52 jenis komoditi kebutuhan dasar makanan anta lain:
padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-
kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak. Garis Kemiskinan Non Makanan
(GKNM) merupakan kebutuhan minimum dengan 51 jenis komoditi di
perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan untuk perumahan, sandang,
pendidikan dan kesehatan.

Tabel II-27 Komoditi untuk penghitungan GK Bukan Makanan

1 Perumahan 13 | Obat Nyamuk, I;z;ek Api, Baterai, | 25 Handuk/Ikat Pinggang

2 Listrik 14 Pos Dan Benda Pos 26 | Perabot Rumah Tangga

3 Air 15 Pengangkutan 27 | Perkakas Rumah Tangga

4 Minyak Tanah 16 Foto 28 Alat Dapur/Makan

5 Kayu Bakar 17 Pakaian Jadi Laki2 Dewasa 29 Arloji/Jam Dinding

6 Bensin 18 | Pakaian Jadi Perempuan Dewasa | 30 Tas

7 Barang Kecantikan | 19 Keperluan Menjahit 31 Mainan Anak

8 |Perawatan Kulit/Muka | 20 Alas Kaki 32 PBB

9 Kesehatan 21 Tutup Kepala 33 Pungutan Lain

10 Pemeliharaan 22 Sabun Cuci 34 Perayaan Hari Agama
Kesehatan

11 Pendidikan 23 Bahan Pemeliharaan Pakaian 35 Upacara Agama
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2 Perlengkapan Mandi 2 Pakaian Jadi Anak-anak 36 ajak Kendaraan
bermotor

Sumber: Pengenalan Indikator Kemiskinan dan Ketimpangan BPS 2023.
Indeks Kedalaman Kemiskinan (Pi), merupakan ukuran rata-rata

kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis
kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran
penduduk dari garis kemiskinan. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara
penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan
pengeluaran diantara penduduk miskin. Berikut data kemiskinan Kota
Cirebon:

Tabel 1I-28 Penduduk Miskin Kota Cirebon

No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024
1. |Jumlah Penduduk Miskin (Ribu) 30,61 30,98 31,47 29.49 29,17
2. |Persentase Penduduk Miskin (%) 9,52 10,03 9,82 9.16 9,02
3. | Garis Kemiskinan (Rp/Orang/Bulan) 457.95 | 467.24 | 485.61 | 520.57 | 545.59
4 8 3 9 2
4 Garis Kemiskinan Jawa Barat 410.98 | 427.40 | 452.58 | 495.22 | 524.05
" | (Rp/Orang/Bulan) 8 2 0 9 2
5 Garis Kemiskinan Nasional 458.94 | 486.16 | 535.54 | 550.45 | 595.24
" | (Rp/Orang/Bulan) 7 8 7 8 2

Sumber: BPS, 2025.
Garis kemiskinan Kota Cirebon Tahun 2024 sebesar 545.592 rupiah per

kapita per bulan. Angka kemiskinan tersebut relatif naik jika dibandingkan
dengan kemiskinan pada tahun sebelumnya yaitu 520,579 rupiah di tahun
2023.

Persentase target penduduk miskin di Kota Cirebon selama lima tahun
terakhir belum tercapai, walaupun berhasil turun kecuali pada tahun 2021.
Sebagaimana terjadi secara umum di daerah di Indonesia, pandemi Covid-19
telah meningkatkan jumlah dan persentase penduduk miskin.

Gambar II-17 Penduduk Miskin Kota Cirebon

10,03 982 @ Target @ Capaian
9,52
9,16
880 8,94 9,02
. 8,55 . .
i n ] '
==l NN BBl BN =Bl
2020 2021 2022 2023 2024

Sumber: BPS, 2025
Untuk mengukur kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk

miskin terhadap garis kemiskinan digunakan Indeks Kedalaman Kemiskinan
(P1). Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran
penduduk dari garis kemiskinan. Selain Indeks Kedalaman Kemiskinan,
digunakan juga Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) yang digunakan untuk
mengukur ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin itu sendiri.

Gambar II-18 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P;) dan
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Cirebon
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Sumber: BPS 2025

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P;) Kota Cirebon cenderung menurun
dan sempat naik di tahun 2021, begitu pula dengan Indeks Keparahan
Kemiskinan (P2). Kondisi ini menunjukkan bahwa semakin jauh rata-rata
pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan, demikian pula dengan
ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin di Kota Cirebon
semakin besar. Pandemi Covid-19 turut memperlebar kesenjangan dan
ketimpangan orang miskin.

Gambar II-19 Persentase Penduduk Miskin Kota di Jawa Barat
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Sumber: BPS 2025
Jumlah penduduk miskin di Kota Cirebon juga cukup kecil dibandingkan
kota lain di wilayah Jawa Barat. Tentu saja jumlah penduduk yang berbeda
di masing-masing Kabupaten Kota juga berpengaruh terhadap jumlah
penduduk miskin yang ada. Kenaikan jumlah penduduk miskin tidak hanya
terjadi di Kota Cirebon, melainkan di seluruh daerah di Wilayah
Ciayumajakuning, sebagaimana ditunjukkan dalam grafik berikut:

Gambar [I-20 Jumlah Penduduk Miskin Kota di Jawa Barat
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Sumber: BPS 2025

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Beberapa indikator yang bisa digunakan dalam mengukur kesejahteraan
sosial antara lain meliputi Indeks Pembangunan Manusia, Angka Melek
Aksara, Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah, Angka Partisipasi
Kasar, Angka Partisipasi Murni, dan Indeks Kesehatan.
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A. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Tujuan utama pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang
memungkinkan rakyat untuk menikmati umur panjang, sehat, dan
menjalankan kehidupan yang produktif. Pembangunan manusia didefinisikan
sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk. IPM adalah indeks yang
mengukur pembangunan manusia dari usia, kesehatan, pengetahuan dan
hidup layak.

Gambar II-21 Indeks Pembangunan Manusia

M Target Kota Cirebon M Capaian Kota Cirebon W Capaian jawa Barat
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Sumber: Dok. Perencanaan Kota Cirebon, BPS 2025
IPM di Kota Cirebon dalam lima tahun terakhir menunjukkan adanya
peningkatan. Perkembangan nilai IPM Kota Cirebon untuk periode tahun
2020-2024 berikut komponennya :

Tabel I1-29 Komponen IPM Kota Cirebon

No. Komponen IPM 2020 | 2021 2022 | 2023 | 2024
1 Indeks Pembangunan Manusia 74,89 | 75,25 | 75,89 | 77,45 | 77,08
2 Umur Harapan Hidup (Tahun) 72.76 | 72,44 | 72,74 | 73,08 | 73,34
3 Harapan Lama Sekolah (Tahun) 13,12 | 13,13 | 13,14 | 13,16 | 13,17
4 Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) 9,91 10,12 | 10,33 | 10,37 | 10,53
5 Pengeluara%q per kapita (Ribu 11,800 | 11,810 12,087 | 12,506 | 12,869

Rupiah/Orang)

Sumber: BPS 2025.

B. Harapan Lama Sekolah (HLS)

HLS Kota Cirebon terus mengalami peningkatan, pada tahun 2020
sebesar 13,12 kemudian meningkat menjadi 13,17 pada tahun 2024. Hal
tersebut menunjukkan bahwa harapan seorang anak di Kota Cirebon untuk
bersekolah semakin baik.

Secara umum masyarakat Kota Cirebon sadar akan pentingnya
pendidikan, hal ini terlihat dari semakin meningkatnya angka HLS dari tahun
ke tahun, bahkan HLS Kota Cirebon berada di atas Jawa Barat. Hal ini berarti
bahwa secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang Pendidikan
formal pada tahun 2024 di Kota Cirebon memiliki peluang untuk bersekolah
selama 13,17 tahun atau setara dengan Diploma II.

Gambar II-22 Harapan Lama Sekolah Kota Cirebon (tahun)
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Sumber: Dok. Perencanaan Kota Cirebon, BPS 2025

Meskipun capaian HLS Kota Cirebon selalu naik setiap tahun, akan
tetapi capaian HLS Kota Cirebon sepanjang Tahun 2020-2023 belum
mencapai target, sehingga perlu penyesuaian pada dokumen RPD Kota
Cirebon 2024-2026.

C. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Pendidikan merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk
kemajuan suatu bangsa. Semakin baik kualitas pendidikan akan semakin
menentukan arah perbaikan kualitas sumber daya manusianya. Pada
penghitungan IPM metode baru, dimensi pendidikan diukur dengan
komponen RLS dan HLS.

Gambar II-23 Rata-rata Lama Sekolah Kota Cirebon (tahun)
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Sumber: Dok. Perencanaan Kota Cirebon, BPS 2025
RLS dalam menjalani pendidikan formal di Kota Cirebon pada tahun
2020 rata-rata seseorang menempuh pendidikan sekitar 9,91 tahun atau
memasuki jenjang pendidikan SMA kelas 10. RLS Kota Cirebon sudah berada
di atas Jawa Barat, sehingga rata-rata tingkat pendidikan masyarakat Kota
Cirebon sudah cukup baik.

D. Angka Melek HURUF (AMH)

Pendidikan merupakan salah satu unsur dalam ilmu pengetahuan,
keterampilan, sikap dan perilaku umumnya diperoleh di lingkungan sekolah
atau pendidikan formal. AMH merupakan salah satu indikator untuk melihat
perkembangan pendidikan penduduk. Penduduk yang bisa baca tulis
diasumsikan memiliki kemampuan dan keterampilan karena dapat menyerap
informasi baik itu lisan maupun tulisan.

AMH di Kota Cirebon menunjukan penurunan hingga tahun 2023.
Walaupun masih ada penduduk yang belum memiliki kecakapan baca tulis,
hal ini mungkin terjadi karena masih adanya angka putus sekolah yang
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mengindikasikan capaian dibidang pendidikan belum maksimal. Untuk itu
perlu kebijakan terhadap capaian standar pelayanan minimal pendidikan
melalui pendidikan non-formal untuk mengeliminasi buta huruf di Kota
Cirebon.

Gambar I1-24 Angka Melek Huruf Kota Cirebon (%)
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Sumber: BPS 2025

E. Angka Partisipasi Kasar (APK)

APK digunakan untuk mengidentifikasi partisipasi penduduk yang
sedang mengenyam pendidikan menurut jenjang pendidikan tanpa melihat
umur, sehingga nilai APK dapat lebih dari 100% apabila jumlah murid yang
bersekolah pada suatu jenjang pendidikan mencakup anak di luar batas
kelompok usia pada jenjang pendidikan yang bersangkutan.

APK PAUD untuk kelompok usia 3-6 tahun, APK SD/MI untuk kelompok
usia 7-12 tahun dan APK SMP/MTs untuk kelompok usia 13-15 tahun. APK
untuk SMA/MA/SMK untuk kelompok usia 16-18 tahun. APK SD/MI
menunjukkan kecenderungan yang menurun, hal sebaliknya terjadi pada
Angka Partisipasi Kasar PAUD. Sementara APK SMP/MTs dan SMA/SMK/MA
terjadi fluktuasi. Realisasi APK yang mencapai di atas 100%, artinya
keterjangkauan pendidikan dasar di Kota Cirebon sudah melebihi target
penduduk Kota Cirebon berdasarkan jenjang kelompok wusia sekolah.
Sementara APK yang berada di bawah 100% untuk penduduk Kota Cirebon
belum mencapai target penduduk Kota Cirebon berdasarkan jenjang
kelompok usia sekolah.

Tabel II-30 Angka Partisipasi Kasar Kota Cirebon

No. | AnekaPartisipasi | )04 1 o651 | 5002 | 2023 | 20%%
Kasar

1. PAUD 33,4 | 32,2 | 40,3 | 73,1 | 43,10

2. SD/MI 104,2] 99,6 | 98,7 | 99,8 | 99,78

3. SMP/MTs 98,6 | 97,5 | 100,7 | 104,0| 103,95

4 SMA/MA 109,0 | 113,0| 104,9| 105,0 | 104,96

Sumber: apkapm.data.kemdikbud.go.id 2024

F. Angka Partisipasi Murni (APM)

APM berfungsi untuk menunjukkan penduduk usia sekolah yang dapat
bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai usianya. Selain itu APM juga
digunakan untuk melihat penduduk usia sekolah yang dapat bersekolah tepat
waktu. Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka
APM akan mencapai 100,00%.

APM SD/MI menunjukkan jumlah penduduk kelompok usia 7-12 yang
memperoleh pendidikan di SD/MI, APM SMP/MTs menunjukkan jumlah
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penduduk kelompok usia 13-15 yang memperoleh pendidikan di SMP/MTs
dan APM SMA/MA/SMK menunjukkan jumlah penduduk dengan usia 16-18
yang memperoleh pendidikan di SMA/MA/SMK.

Tabel I1I-31 APM di Kota Cirebon

No. Uraian 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
1. PAUD - - - - -
2. SD/MI 94,2 | 91,1 | 89,7 | 90,8 | 90,77

3. | SMP/MTs | 72,3 | 72,6 | 74,5 | 76,5 | 76,48
SMA/SMK/M | 79,2 | 80,2 | 74,1 | 74,8 | 74,77

A
Sumber: apkapm.data.kemdikbud.go.id 2024

Realisasi capaian APM yang belum mencapai target 100 % menunjukkan
masih terdapat anak sekolah yang belum bersekolah atau menyelesaikan
sekolah di jenjang sesuai dengan kategori usianya. Oleh karena itu tetap
diperlukan upaya mendorong anak-anak tersebut untuk dapat bersekolah,
baik sekolah formal maupun non formal.

G. Jumlah Kematian Bayi

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, jumlah kematian bayi di Kota
Cirebon cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 jumlah
kematian bayi sebanyak 14 bayi dan turun kembali pada tahun berikutnya
menjadi 12 bayi. Namun pada tahun 2021 jumlah kematian bayi kembali
meningkat menjadi 21 bayi dan pada tahun berikutnya menjadi 38 bayi. Hal
ini banyak disebabkan karena adanya penyakit dan berat badan bayi yang
dilahirkan rendah.

Tabel II-32 Kematian dan Lahir Hidup Bayi di Kota Cirebon

No. Tahu | Jumlah Kematian Jumlah Lahir
n Bayi Hidup
1. | 2020 12 5.163
2. | 2021 21 5.070
3. | 2022 38 4.731
4. | 2023 n.a n.a
5. | 2024 n.a n.a

Sumber: BPS, 2025

Perlunya intervensi program dan kegiatan pembangunan bidang
kesehatan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Salah satu
program unggulan dalam upaya menurunkan jumlah kematian bayi di Kota
Cirebon adalah Rumah Sakit Berbasis Masyarakat (RSBM) sebagai upaya
untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang
berkualitas serta mendekatkan pelayanan kesehatan, khususnya untuk
pelayanan kesehatan ibu dan anak. Untuk menurunkan jumlah kematian
bayi di Kota Cirebon tidak terlepas dari adanya kebijakan pemerintah Kota
Cirebon untuk menempatkan dokter spesialis anak, dokter spesialis
kandungan dan dokter spesialis penyakit jantung di Puskesmas sebagai
bagian dari Program RSBM agar penyebab kematian bayi dapat dicegah lebih
dini.
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H. Prevalensi Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR)

Berat badan bayi yang rendah saat ditimbang satu jam pertama setelah
lahir kurang dari 2500 gram, salah satunya disebabkan karena bayi lahir
sebelum usia kehamilan mencapai 37 minggu (prematur). BBLR tidak hanya
terjadi pada bayi prematur, tapi juga pada bayi cukup bulan yang mengalami
hambatan pertumbuhan selama kehamilan. Untuk itu perlu upaya
peningkatan pemahaman ibu hamil dalam menjaga kesehatan dan kebutuhan
nutrisi bayi dalam kandungan. Hal ini sangat penting karena BBLR
merupakan penyebab yang dominan pada kematian kelahiran bayi.

BBLR Kota Cirebon pada tahun 2021 mengalami penurunan bila
dibandingkan dengan capaian pada tahun 2020 dan kembali naik pada tahun
2022.

Tabel 1I-33 Jumlah Bayi Lahir Hidup, Jumlah BBLR dan Persentase Kota

Cirebon
2020 2021 2022 2023 2024
K t
ecamatan LH BBL % LH BBL % LH BBL % | LH | BBLR| % | LH BBL %
R R R R

Kejaksan | 665 | 18 | 2,7 | 448 | 15 i 634 | 23 z’ na) na r; na| nana
Kesambi | 421 | 101 |23,9| 794 | 33 ‘;’ 995 | 51 51 na) na r; nal nana
Pekalipan | 438 | 53 |12,1| 293 | 23 ;’ 337 | 30 Z’ na) na r; na) na | na
Lemahwungk 918 | 50 | 5.4 | 706 51 7, 850 79 8, |n.a| na | n. |na| na |n.a

uk 2 5 a
Harjamukti |1999| 29 | 1,4 [1472| 66 | ¥ | 189 | g7 | % |n@| ma |0 na) na na

5 1 6 a
Kota Cirebon |4441| 251 | 5,6 |3713]| 188 51 4'770 263 56’ na) na r; na| nana

Sumber: Open Data Kota Cirebon 2025

[. Jumlah Kasus Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu target yang telah
ditentukan dalam Sustainable Development Goals (SDGs) untuk menurunkan
angka kematian ibu secara global sampai di bawah 70/10.000 kelahiran
hidup pada tahun 2030. Kematian pada saat melahirkan menjadi faktor
utama kematian ibu pada puncak produktivitasnya.

Kehamilan adalah proses reproduksi yang normal, tetapi perlu perawatan
dini yang khusus agar ibu dan janin dalam keadaan sehat, oleh sebab itu
kehamilan yang normal tetap mempunyai risiko. Upaya untuk menurunkan
angka kematian ibu, perlu dilakukan dengan deteksi dini risiko ibu hamil di
tempat pelayanan kesehatan ibu dan anak atau pada masyarakat. Kasus
kematian ibu di Kota Cirebon menunjukkan angka fluktuasi naik turun
sebagaimana terlihat pada gambar berikut:

Jumlah kasus kematian ibu pada tahun 2020 sebanyak 2 orang dan
meningkat setahun kemudian menjadi 12 orang yang kemudian turun pada
tahun berikutnya menjadi 5 orang. Naik turunnya jumlah kasus kematian ibu
di Kota Cirebon perlu mendapat perhatian yang serius dalam upaya untuk
menekan dan menurunkan kasus kematian ibu. Peran strategis Puskesmas
sebagai ujung tombak dalam pelayanan kesehatan perlu lebih ditingkatkan,
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begitu pula stakeholders pembangunan kesehatan seperti Posyandu,
Kampung Siaga/Kelurahan Siaga Aktif, dan RSBM perlu lebih ditingkatkan
peranannya.

J. Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup (UHH) penduduk Kota Cirebon dalam kurun waktu
S (lima) tahun terakhir terus mengalami peningkatan, yang artinya derajat
kesehatan masyarakat Kota Cirebon dari tahun ke tahun mengalami
peningkatan lebih baik. Pada tahun 2020, UHH Kota Cirebon sebesar 72,26
tahun dan meningkat pada tahun 2024 menjadi 73,34 tahun atau terjadi
peningkatan 0,45 tahun.

Gambar I1-25 Capaian dan Target UHH Kota Cirebon

73,08

e
72,74
72,44 —
72,26 ——
72,64 72,77

72,25 72,38 72,51

2020 2021 2022 2023 2024
e=@-=Target ==@=Capaian

Sumber: BPS Kota Cirebon 2025
Capaian UHH Kota Cirebon selama kurun waktu lima tahun terakhir

melebihi target sebagaimana ditunjukkan dalam grafik. Meskipun kondisi
Pandemi Covid-19, ternyata UHH Kota Cirebon tetap naik dan bahkan
melebihi target karena kualitas hidupnya meningkat. Namun berdasarkan
data capaian SPM Dinas Kesehatan, permasalahan terkait dengan capaian
pelayanan kesehatan belum 100%, untuk itu diperlukan penanganan dan
kebijakan Dinas Kesehatan.

K. Rasio Penduduk Yang Bekerja

Rasio penduduk yang bekerja merupakan perbandingan antara jumlah
penduduk usia 15-64 tahun yang bekerja dengan angkatan kerja. Rasio ini
menggambarkan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan
penyerapan tenaga kerja atau bisa disebut sebagai gambaran permintaan
tenaga kerja.

Jumlah penduduk yang bekerja setiap tahunnya terjadi fluktuatif.
Menurut data Badan Pusat Statistik, tahun 2024 TPT Kota Cirebon sebesar
6,74%, sehingga dapat disimpulkan bahwa 92,26% dari angkatan kerja yang
ada memperoleh pekerjaan (sedang bekerja) sedangkan sisanya masih
mencari kerja atau bekerja tidak tetap. Jika dibandingkan dengan kota
lainnya di Jawa Barat, Kota Cirebon termasuk kota yang berhasil menekan
TPT.
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10,97 10,53

8,42
7,66
I | I I I| I IIII |

2020 2021 2022 2023 2024
Kota Cimahi | Kota Sukabumi B Kota Bogor B Kota Bekasi B Kota Bandung
Kota Tasikmalaya B Kota Cirebon Kota Depok Kota Banjar

2.1.2.3 Fokus Seni Budaya Dan Olahraga

Fokus seni, budaya dan olahraga di Kota Cirebon dapat dilihat dari
beberapa aspek, yaitu urusan kebudayaan, serta urusan pemuda dan
olahraga.

A. Seni Budaya

Semakin tinggi tingkat budaya suatu daerah maka semakin besar pula
kesejahteraan masyarakatnya. Upaya perlindungan, pengembangan dan
pemanfaatan budaya lokal sangat penting dalam upaya melestarikan budaya
lokal. Adanya Gedung Kesenian Rarasantang di Kota Cirebon yang digunakan
untuk mengembangkan kreatifitas seni dan budaya untuk melestarikan dan
mengembangkan seni dan budaya lokal yang ada dengan mengikuti kemajuan
jaman. Walaupun jumlah sanggar seni yang menurun dari 148 sanggar seni
sejak tahun 2015 hingga tahun 2019 menjadi 145 sanggar seni. Pelestarian
obyek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya oleh Pemerintah Kota Cirebon
melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, menekankan pada empat langkah
strategis yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon, adalah
sebagai berikut:

Tabel II-34 Upaya Pemajuan Kebudayaan Kota Cirebon

. . . Yang Dikembangkan | Yang Dimanfaatkan .
0, 0,
NO kl;:zzu:zﬂ Jumlah Yang Dilindungi % % % Yang Dibina %
4 2021 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023

1 | Tradisi Lisan 35 71 27 77 54 57 60 54 54 54 0 0 0
2 Manuskrip 12 50 6 50 8 8 8 17 17 17 0 0 0
3 | Adat Istiadat 28 61 17 61 61 61 61 61 61 61 11 11 11
4 Ritus 34 85 31 91 74 76 79 74 74 74 6 6 6
5 |Fengetahuan | o) 75 | 45 | 87 | 67 | 75 | 77 | 46 | 46 | 46 | o0 0 0

Tradisional

Teknologi

6 . 9 100 9 100 33 33 33 33 33 33 0 0 0

Tradisional
7 Seni 28 86 24 86 79 79 79 79 79 79 25 25 25
8 Bahasa 10 100 12 120 100 100 100 100 100 100 30 30 30
g | Permainan 21 48 | 10 | 48 | 24 | 24 | 24 0 0 0 0 0 0

Rakyat
Olahraga

10 .. 9 89 8 89 56 56 56 56 56 56 11 11 11

Tradisional

TOTAL 238 74,37 | 189 | 79,41 | 59,66 | 62,34 | 63,60 | 53,36 | 53,36 | 53,36 | 6,72 | 6,72 | 6,72

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2024
Pemerintah Kota Cirebon juga berupaya untuk memelihara dan tetap

melestarikan budaya lokal, untuk itu upaya merealisasi kawasan wisata
dengan daya tarik budaya pada beberapa kawasan menjadi hal penting dalam
pembangunan kebudayaan di Kota Cirebon, antara lain: Kampung Arab,
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Kampung Cina, Kampung Benda Kerep dan juga kawasan keraton sebagai
cagar budaya dimana terdapat benda-benda bersejarah.

Berbagai warisan sejarah dan budaya ini menjadikan Kota Cirebon
sebagai salah satu destinasi pariwisata, khususnya destinasi wisata religi dan
budaya. Hal ini menjadi salah satu potensi yang dapat dimanfaatkan dan
dikembangkan melalui pengelolaan dan promosi warisan budaya Kota Cirebon
untuk menarik wisatawan agar dapat mengunjungi Kota Cirebon.

Adapun data cagar budaya yang tercatat di Kota Cirebon sampai tahun
2024 adalah sebagai berikut:

Tabel II-35 Daftar Cagar Budaya di Kota Cirebon

Keselamatan)

No |[NAMA Lokasi

1. |Petilasan Sunan Kalijaga J1. Pramuka, Kelurahan Kalijaga

2. |Gedung SMP Negeri 1 Cirebon J1. Siliwangi, Kelurahan Kebonbaru

3. |Stasiun Kereta Api Kejaksan J1. Siliwangi, Kelurahan kebonbaru

4. |SDN Kebonbaru I, II, III, VI Jl. Veteran, Kelurahan Kebonbaru

5. |Balai Kota Cirebon JI. Siliwangi, Kelurahan Kebonbaru

6. |Kompleks Gedung Pamitran J1. KS. Tubun, Kelurahan Kejaksan

7. |Pendopo Kabupaten Cirebon J1. RA. Kartini, Kelurahan Kejaksan

8. | Gedung Negara / Keresidenan J1. Siliwangi, Kelurahan Kesenden

9. |Petilasan Sunan Drajat Jl. Pangeran Drajat, Kelurahan Drajat

10. |Lapas. Klas I Kesambi JI. Raya Kesambi, Kelurahan Kesambi

11. |RSUD. Gunung Jati Jl. Raya Kesambi, Kelurahan Kesambi

12. |Taman Kepurbakalaan Gua J1 Brigjend Dharsono, Kelurahan

Sunyaragi Sunyaragi

13. |Keraton Kasepuhan J1l Kasepuhan, Kelurahan Kesepuhan

14. |Keraton Kanoman Jl Kanoman, Kelurahan
Lemahwungkuk

15. |Masjid Agung Sang Cipta Rasa J1. Kasepuhan, Kelurahan
Lemahwungkuk

16. | Gedung Bunder J1l. Kebumen, Kelurahan
Lemahwungkuk

17. | Gedung Cipta Niaga J1. Kebumen, Kelurahan
Lemahwungkuk

18. | Gedung SMP Negeri 14 J1. Kebumen, Kelurahan
Lemahwungkuk

19. | Gedung SMP Negeri 16 J1l. Kebumen, Kelurahan
Lemahwungkuk

20. | Gereja Pasundan J1. Kebumen, Kelurahan
Lemahwungkuk

21. | Gedung PT. British American J1. Pasuketan, Kelurahan

Tobaccos Lemahwungkuk

22. |Klenteng Talang JI. Talang, Kelurahan Lemahwungkuk

23. | Gedung Bank Indonesia J1. Yos Sudarso, Kelurahan
Lemahwungkuk

24. | Gereja Santo Yusuf Cirebon J1. Yos Sudarso, Kelurahan
Lemahwungkuk

25. |Kantor PT. POS Indonesia J1. Yos Sudarso, Kelurahan
Lemahwungkuk

26. | Gedung Bank Mandiri J1. Kantor, Kelurahan Panjunan

27. |Klenteng Dewi Welas Asih JI. Kantor, Kelurahan Panjunan

28. |Masjid Merah Panjunan J1. Pengobongan, Kelurahan Panjunan

29. |Makam Pangeran Sipat Lurung J1. Buyut, Kelurahan Pegambiran

30. |Situs Kejawanan JI. Kalijaga, Kelurahan Pegambiran

31. |Pedati Gede Pekalangan Gang Pedati Gede, Kelurahan
Pekalangan

32. |Makam Syekh Maghribi Jl. Astana Garib, Kelurahan
Pekalangan

33. |Menara Air Parujakan J1. Parujakan, Kelurahan Pekalangan

34. | Klenteng Winaon (Pemancar J1l. Winaon, Kelurahan Pekalangan
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No |NAMA Lokasi
35. | Stasiun Kereta Api Parujakan JL.Nyi Mas Gandasari, Kelurahan
Pekalangan

36. |Keraton Kacirebonan

JI Pulasaren, Kelurahan Pulasaren

Sumber: Profil Budaya dan Bahasa Kota Cirebon 2025
Adapun data objek pemajuan kebudayaan yang tercatat di Kota Cirebon

tahun 2024 adalah sebagai berikut:
A.1 Tradisi Lisan
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Cerita Saida Saeni

Cerita Pasukan Sarwajala

Cerita Nyi Mas Gandasari

Legenda Argasunya

Cerita Adipati Tandha Moe

Cerita Ki Kaji Sela

Cerita Nyi Mas Ratu Pakungwati

Cerita Pangeran Sumajaya

Cerita Pemberontakan Ki Bagus Rangin

. Cerita Raden Gilap

. Cerita Raden Johar

. Cerita Syarif Durakhman

. Cerita Syekh Birawa dan Nyi Mas Ratu Kalitanjung
. Cerita Syekh Lemahabang

. Cerita Tentang Tenggelamnya Kapal Gajahmada
. Legenda Panjunan

. Legenda Cirebon

. Asal-Usul Nama Cirebon

. Legenda Kampung Kalijaga

. Legenda Kampung Kanggraksan

. Legenda Kampung Kejawanan

. Legenda Kampung Kesunean

. Legenda Kampung Pesantren

. Legenda Kanoman

. Legenda Pekalipan

. Legenda Lawanggada

. Legenda Syekh Magelung

. Legenda Sunan Kalijaga di Cirebon

. Legenda Jalan Karanggetas

. Maca Babad Cirebon

. Legenda Pasuketan

. Macapat

. Memaca

. Legenda Kejaksan

. Legenda Jagasatru

. Balong Kambang (Cirebon)

. Legenda Pekalangan

38.

Legenda Kampung Larangan.

A.2 Manuskrip

1.

Sl B I

Sejarah Cirebon

Serat Murtasiyah

Babad Galuh

Babad Cirebon Naskah Tangkil

Carita Purwaka Caruban Nagari
Pustaka Keraton Cirebon

Pustaka Negara Kerta Bumi

Sejarah Carub Kanda Naskah Pulosaren
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9.

10.
11.
12.

Suluk Bujang Genjong
Tetamba

Mertasinga
Wangsakerta.

A.3 Adat istiadat

1.

e e BN i

—_— —
_ O

—_—
oW N

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.
27.
28.
29.
30.
31.

Kliwonan

Membuat Apem Safar

Grebeg Agung

Sedekah Lenga Tajug Jagabayan
Membuat Bubur Suro

Grebeg Syawal

Tawurji

Drugdag

Bekaseman Ikan

. Sega Jimat

. Maleman

. Memaro

. Memasang Cungkup Kembang Terate Pada Bangunan

. Memberikan uang pada mereka yang kurang mampu pada saat

menjelang hari Raya Idul Fitri

Membuat tumpeng pada acara syukuran

Menaruh Tanaman Selasih ke tengah jalan

Mengambil Hari Baik

Muharaman

Membuat Bubur Lolos

Pengajian

Pesantren Kilat

Muludan

Mengambil air siat

Membawa tanaman selasih pada ziarah kubur

Bagi hasil 1 banding 7 antara pemanen murni dengan pemilik padi
sawah

Membakar kemenyan

Tidak menggunakan barang elektronik khususnya audiovisual
Membuat Bubur Abang Bubur Putih

Haol

Arak-arakan

Bagi hasil antara peng-garap dengan pemilik lahan dengan
perbandingan 1 berbanding 1

32. Halal Bi Halal
33. Lek-lekan
34. Memecahkan kendi berisi air siat dan bunga.
A.4 Ritus
1. Nadran / Sedekah Laut 6. Memayu
2. Panjang Jimat Cirebon 7. Ngupati
3. Ngunjung/Sedekah Bumi 8. Nujuh Bulan
4. Adzan Pitu 9. Medekingi
5. Jamasan 10. Kirab Sawan
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.

Kalung Usus

Mbriman

Nyukur

Mudun Lemah

Sunatan

Punar

Khataman

Nyiram Gamelan Sekaten
Ngisis Wayang

Layonan

Rajaban 27 Rajab (Malam)
Muludan 8 Mulud (Siang)
Bulan Rayagung (Dzulhi-
djah)

Bulan Syawal

A.5 Pengetahuan Tradisional

WOk =
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Krupuk Lambak
Terasi

Nasi Bogana
Krupuk Melarat
Intip
Gandamesri
Tahu Tektek
Empal Gentong
Petis

. Bubur Sop Ayam
. Docang

. Empal Asem

. Encrod

. Krupuk Upil

. Mie Koclok

. Nasi Jamblang
. Nasi Lengko

. Sate Kalong

. Tahu Gejrot

. Tahu Petis

. Kue Tapel

. Rara Gudig

. Ongol-ongol

. Kelepon

. Koci

. Bugis

. Dongkal / Growol
. Ketimus

. Limpung

. Bubur Candil

. Misro

. Gepu

25

26.

27.
28.
29.

30.
31.
32.
33.
34.

35.

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

44,

45.

46.

47.

48.

49.

50.

S1.

52.

53.

54.

Gegelan Tanda Keprabon
Ruwahan 15 Ruwah/
Sa'ban (Malam)
Maleman

Bulan Puasa

Safaran 15 Sapar
Wakasan (Siang)
Suroan 10 Syura (Pagi)
Munggah Suhunan
Saka Guru

15 Ruwah/Sa'ban
Upacara Perkawinan Ka-
sultanan Cirebon

Barikan

atau

Botok Roti

Geblog

Cikak

Syrup Tjampolay

Es Tape Ketan

Es Cuing

Sarikaya

Sate Pentul

Batik Wadasan

Menganyam Rotan

Merias Penganten Keraton
Kasepuhan

Pengobatan Batuk pada
Anak dengan Terasi

Merias Penganten Keraton
Kanoman

Merias Penganten Adat
Pesisiran
Pengobatan Perut Kem-
bung dengan Daun
Sembung
Pengobatan Bisul dengan

Wisa Banyu

Pengobatan Batuk Darah
dengan Kelabang
Membuat Batik
Membuat Ikat Lipet
Membuat Tampan
Cantik ala Cirebon
Merias Penganten Keraton
Kacirebonan

Pengobatan Kemandan de-

atau

56



1 * %
s

ez RENcana Kefja Pemerintah Daerah  Kota Cirebon Tahun 2026

ngan Tanaman Kemanden Sujen

A.6 Teknologi Tradisional

1.

Kereta Paksi Naga Liman

2. Kereta Singa Barong

3. Ikat antar kayu penyangga pada Masjid Pesambangan (Masjid
Baitul Karim)

4. Membuat sayap bergerak-gerak pada kereta keraton-keraton
Cirebon

5. Membuat tembok atau bangunan dari cangkang kerang pada
bangunan Gua Sunyaragi

6. Menggoreng dengan pasir

7. Menyimpan nasi dengan daun jati

8. Penerapan pegas (shock breaker) pada kereta kerajaan

9. Perekat untuk bangunan dari putih telur

10. Roda kendaraan pada bagian bawah lebih masuk ke dalam dari
pada bagian atasnya

11. Saka Tatal Masjid Agung Sang Cipta Rasa

A.7 Seni

1. Angklung Bungko 17. Lukis Kaca

2. Wayang Purwa 18. Gamelan Denggung

3. Gamelan Sekaten 19. Berokan

4. Masres/Sandiwara 20. Gembyung

5. Rudat Cirebon 21. Genjring Akrobat

6. Sampyong 22. Kliningan

7. Seni Buroq 23. Macapat

8. Sintren 24. Musik Cotek Cirebon

9. Tari Bedaya Rimbe 25. Musik Renteng

10. Tari Tayub 26. Ronggeng Bugis

11. Tari Topeng 27. Tari Bedaya Kajongan

12. Tarling 28. Ukir Topeng Cirebon

13. Wayang Golek Cepak 29. Wayang Babad

14. Wayang Wong Cirebon 30. Debus

15. Tari Topeng Beling 31. Brai/Brahi

16. Tari Sekar Kaputren

A.8 Bahasa

1. Arab 5. China

2. Bahasa Jawa Cirebon 6. Madura

3. Bahasa Indonesia 7. Minang

4. Bahasa Sunda

A.9 Olahraga Tradisional

1.

2.
3.
4.

Galah Asin/ Slodoran/ 5. Kasti

Gobak Sodor 6. Bakiak
Enggrang 7. Balap Karung
Benteng 8. Tarik Tambang
Boy Boyan 9. Pencak Silat

A.10 Permainan Rakyat

1.

Congklak /Dakon 2. Cublek-Cublek Suweng
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3. Eksoan

4. Gasing

5. Gatrik/Tokle

6. Jangkungan/EngrangAp
oloan

7. Sumpringan/Tulup-
Tulupan

8. Engklek

9. Bi, Adol Apa

10. Gacon

11. Rekumpet/Petak Umpet

12. Jonjang

13. Tuk-tukan

14. Kentrungan

15. Peporong-peporong

16. Sebut Nama-namaan

17. Slek-slek Dur

18. Permainan Sampyong

19. Daduan

20. Bola Bekel/Bal Neng

21. Bon Bonan

22. Cip Cip turi

23. Gotri-gotrian/Om-oman
/Hong-hongan

24. Jaba Jeroan
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B. Jumlah Gedung Olahraga Dan Klub Olahraga

Klub olahraga merupakan sebuah sarana yang mewadahi orang-orang
yang memiliki minat yang sama terhadap suatu kegiatan seperti olahraga,
khususnya olahraga yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan baik dari
segi jasmani dan rohani serta hiburan untuk mendapatkan kegembiraan dan
kesenangan dengan tempat yang mewadahi berbagai macam aktivitas
olahraga.

Olahraga baik prestasi maupun rekreasi cukup berkembang di Kota
Cirebon. Masyarakat Kota Cirebon cenderung menjadikan olahraga sebagai
sebuah rekreasi untuk menghilangkan kejenuhan dan menjaga kesehatan,
karena jenis olahraga ini mudah dan spontan dapat dilakukan oleh semua
kelompok umur. Untuk mengetahui fasilitas olahraga dan klub olahraga yang
berkembang di masyarakat digambarkan dalam tabel berikut:

Berdasarkan data Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan
Pariwisata Kota Cirebon, jumlah gedung olahraga menurun dari 14 gedung
olahraga pada tahun 2015 menjadi 2 unit gedung olahraga pada tahun 2019.
Sedangkan jumlah klub olahraga semakin berkembang dan meningkat dari
tahun 2015 sebanyak 4 klub menjadi 151 klub olahraga pada tahun 2019
yang terbagi ke dalam 35 cabang olahraga.

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1 Layanan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Layanan urusan wajib pelayanan dasar merupakan jenis pelayanan
dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang
berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal sesuai standar
yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.

A. Pendidikan

Sektor pendidikan mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam
menentukan tingkat kualitas sumber daya manusia yang diharapkan yaitu
yang mampu melakukan inovasi, kreativitas serta memiliki karakter dan budi
pekerti yang luhur.

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) salah satu
diantaranya diupayakan melalui pembangunan di bidang pendidikan,
terutama melalui pendidikan formal. Sementara itu, untuk memajukan dunia
pendidikan upaya yang dilakukan diantaranya meningkatkan prasarana dan
sarana agar dapat memperluas jangkauan pelayanan dan kesempatan kepada
masyarakat dalam memperoleh pendidikan. Tersedianya sarana dan
prasarana pendidikan di Kota Cirebon merupakan salah satu wujud nyata
pembangunan dalam bidang pendidikan.

Salah satu upaya paling strategis dalam meningkatkan kualitas sumber
daya manusia adalah melalui pendidikan. Pendidikan sangat penting karena
merupakan dasar untuk pengembangan pola berpikir konstruktif dan kreatif.
Dengan pendidikan yang cukup memadai, maka seseorang akan bisa
berkembang secara optimal baik secara ekonomi maupun sosial. Rumusan
tentang pendidikan, lebih jauh termuat dalam Undang-Undang Nomor 20
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Tahun 2003, bahwa pendidikan Indonesia bertujuan agar masyarakat
Indonesia mempunyai pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak
mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan
negara. Artinya, arah dari proses pendidikan nasional mencakup berbagai
aspek kehidupan diri manusia dan masyarakat dalam kehidupan berbangsa
dan bernegara. Beberapa aspek yang berkaitan dengan pendidikan dapat
memberikan gambaran tentang kualitas sumber daya manusia yang ada
antara lain tingkat partisipasi sekolah, HLS, RLS, ketersediaan sarana dan
prasarana serta tingkat pendidikan.

Tabel II-36 Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2024

Strata-lll 128
Strata-ll @ 1.960
Diploma IV/Strata | | NN 23.326
Akademi/Dipl.1Il/S. Muda [ 9.393
Diplomal/ll W 2.486
SLTA/Sederajat N 08.192
SLTP/Sederajat NG 41.470
Tamat SD/Sederajat [N 51.730
Belum Tamat SD/Sederajat | NN 30.179
Tidak/Blm Sekolah N 83.265

Sumber: Disdukcapil Kota Cirebon 2025
Kualitas pendidikan yang memadai diperlukan oleh penduduk untuk

meningkatkan kualitas hidup mereka. Tingginya permintaan jasa pendidikan
menuntut tersedianya penyelenggara pendidikan yang makin bermutu.
Kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia ini
didasarkan kepada pemikiran bahwa pendidikan tidak sekedar menyiapkan
peserta didik agar mampu masuk dalam pasaran kerja, namun lebih dari itu,
pendidikan merupakan salah satu pembangunan watak bangsa (national
character building), seperti kejujuran, keadilan, keikhlasan, kesederhanaan,
dan keteladanan.

Dengan meningkatnya pendapatan penduduk dan semakin majunya
ilmu pengetahuan, maka masyarakat mulai menuntut adanya peningkatan
sarana dan mutu pendidikan. Pemerintah serta pihak swasta harus mampu
memenuhi kebutuhan pendidikan yang berkualitas. Untuk itu beberapa
upaya pemerintah telah banyak dilakukan antara lain pengadaan sarana dan
peralatan belajar, penyempurnaan kurikulum, penataran guru, dan
perbaikan gedung sekolah. Untuk mewujudkan hal tersebut di atas,
diperlukan upaya-upaya penyediaan layanan pendidikan yang lebih baik.

A.1 Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) digunakan untuk mengetahui cakupan
pelayanan pendidikan untuk setiap kelompok wusia sekolah dan
menggambarkan jumlah anak kelompok usia tertentu yang sedang sekolah
tanpa membedakan jenjang pendidikan yang ditempuh. APS merupakan
ukuran daya serap lembaga APS digunakan untuk mengetahui cakupan
pelayanan pendidikan untuk setiap kelompok wusia sekolah dan
menggambarkan jumlah anak kelompok usia tertentu yang sedang sekolah
tanpa membedakan jenjang pendidikan yang ditempuh. APS merupakan
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ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah dan
sebagai indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses pada pendidikan
khususnya bagi penduduk usia sekolah. APS merupakan persentase
penduduk yang bersekolah menurut kelompok umur tertentu. Indikator APS
digunakan sebagai ukuran daya serap sistem pendidikan Nasional terhadap
penduduk wusia sekolah. Indikator ini tidak memperhitungkan jenjang
pendidikan, lembaga, maupun jenjang pendidikan yang sedang ditempuh.
Kegiatan bersekolah tidak saja bersekolah di jalur formal, akan tetapi juga
termasuk bersekolah di jalur non formal, seperti paket A setara SD/MI, paket
B setara SMP/MTs, dan Paket C setara SMA/SMK/MA.

Tabel 1I-37 Angka Partisipasi Sekolah

No | KelomPok 15000 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Umur

1. | 7-12 tahun | 99,87 | 99,43 | 99,45 | 99,25 | 99,27

2. | 13-15tahun | 92,94 | 92,13 | 93,68 | 93,05 | 91,3

3. | 16-18 tahun | 75,16 | 74,49 | 72,29 | 68,22 | 74,16

4. | 19-23 tahun | 20,04 | 20,62 | 19,8 | 22,73 | 20,43

Sumber: BPS 2025

A.2 Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Dasar Dan

Menengah

Dalam upaya pemerataan akses layanan pendidikan di Kota Cirebon,
Pemerintah Daerah Kota Cirebon dari tahun ke tahun terus berupaya untuk
memenuhi fasilitas pendidikan yang memadai, baik melalui penambahan
ruang kelas, rehabilitasi bangunan sekolah/ruang kelas berikut sarana dan
prasarana yang dibutuhkan. Tabel berikut menggambarkan rasio
ketersediaan gedung/bangunan sekolah jenjang pendidikan dasar dan
menengah dengan jumlah penduduk usia sekolah di Kota Cirebon.

Tabel II-38 Rasio Ketersediaan Sekolah Dasar dan Menengah

No Indikator | 2021 | 2022 | 2023
A. |Pendidikan Dasar
Jumlah Penduduk Usia 7-12

30.521 | 30.336 | 30.336

tahun

1. Jun.rllah bangunan SD/ MI 162 163 163
(unit)
Rasio 188,40 (186,11 (186,11
Jumlah Penduduk Usia 13-15 13.965| 2.203 | 13.516
tahun

2. Jun.rllah bangunan SMP/MTs 49 50 50
(unit)
Rasio 285 44,06 |259,92

B.1 | Pendidikan Menengah (SMA/SMK/MA)
Jumlah penduduk usia 16-18

3.036 | 9.223 | 3.170

tahun

°. Jun.llah bangunan sekolah 07 08 07
(unit)

3. |Rasio 112,44 (329,39 (117,41

B.2 | Pendidikan Menengah Kejuruan (SMK)
Jumlah penduduk usia 16-18

0 8.082 0

tahun

5. Jumlah bangunan sekolah 28 28 08
(unit)

3 Rasio n.a 288,64 n.a

Sumber: Portal Data Pendidikan 2025
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A.3 Rasio Guru Terhadap Murid Sekolah Dasar Dan Menengah
Perbandingan jumlah guru dan murid yang mengajar di jenjang Sekolah
Dasar/Madrasah Ibtidaiah, Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah
Tsanawiyah, dan  Sekolah  Menengah  Atas/Sekolah = Menengah
Kejuruan/Madrasah Aliyah di Kota Cirebon, dirinci pada tabel berikut.

Tabel I1I-39 Rasio Murid Terhadap Guru Sekolah Dasar dan Menengah

No Indikator [ 2021 [ 2022 | 2023
A. | Pendidikan Dasar
Jumlah Guru SD/MI 1.882 1.884 1.912
1. |Jumlah murid SD/MI 33.580 33.320 33.092
Rasio 17,84 17,69 17,31
Jumlah Guru SMP/ MTs 1.079 1.062 0
9. Jumlah murid SMP/ 18.088 17.508 17.717
MTs
Rasio 16,76 16,49 n.a
B. | Pendidikan Menengah (SMA/SMK/MA)
Jumlah Guru 1.418 0
1. MA/SMK /MA 1.414
Jumlah murid 23.360 | 23.565
2. MA/SMK/MA 24.478
Rasio 17,31 16,47 n.a

Sumber: Portal Data Pendidikan 2025

A.4 Angka Putus Sekolah

Putus sekolah adalah suatu keadaan dimana seseorang yang telah
masuk dalam sebuah lembaga pendidikan formal baik itu pada tingkat SD,
SMP, atau SMA untuk belajar dan menerima pelajaran, namun tidak sampai
tamat atau lulus kemudian berhenti atau keluar dari sekolah. Tabel berikut
menunjukkan angka putus sekolah di Kota Cirebon pada jenjang pendidikan
dasar dan menengah tahun 2018-2023.

Tabel 1I-40 Angka Putus Sekolah Pendidikan Dasar dan Menengah

No. Uraian 2021 2022 | 2023
1. SD 9 23 22
2. SMP 25 19 4
3 SMA/SMK 29 4 7

Sum.ber: Portal Data Pendidikan 2025
Tabel di atas menunjukkan bahwa dalam kurun waktu tahun 2021-2023

di Kota Cirebon masih terdapat siswa yang putus sekolah pada jenjang
pendidikan dasar maupun pendidikan menengah. Perlunya komitmen dan
intervensi program secara terpadu sangat diperlukan, sehingga diharapkan
dapat meminimalisir munculnya masalah sosial.

Upaya yang dapat dilakukan untuk menekan angka putus sekolah
melalui pendidikan non formal berupa Paket A, B dan C. Di samping itu, juga
perlu dirancang upaya pemanfaatan waktu luang, sehingga anak yang putus
sekolah disibukkan dengan kegiatan-kegiatan positif dan konstruktif yang
meningkatkan dan mengembangkan potensi yang ada.

A.5 Persentase Guru Memenuhi Kualifikasi S1/D-Iv

Kebutuhan tenaga pendidikan yang belum memenuhi kualifikasi S1/D-
IV masih cukup banyak. Hal ini juga terjadi untuk jenjang SMP/MTs.
Pemerintah Daerah Kota Cirebon dapat memenuhi tenaga pendidik dengan
kualifikasi S1/D-1V, kualitas dan profesionalitas tenaga pendidik akan lebih
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meningkat yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas pendidikan di
Kota Cirebon.

Tabel II-41 Guru Kualifikasi S1/D-IV Di Kota Cirebon

No. Satuan 2021 2022 2023
Pendidikan

1. SD/Mi 223 232 205

2. SMP/MTs 248 240 310

3. SMA/MA 173 166 240

4. SMK/MAK 185 176 243

Sumber: Portal Data Pendidikan 2025

A.6 Persentase Guru Memenuhi Sertifikasi Tenaga Pendidik

Untuk lebih meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Cirebon, tenaga
pendidik tidak hanya dituntut untuk memiliki kualifikasi pendidikan S1 atau
D-1V, tetapi juga harus memiliki sertifikasi sebagai tenaga pendidik yang tidak
hanya sekedar untuk memenuhi persyaratan untuk mendapatkan tunjangan
sertifikasi belaka, tetapi yang terpenting seorang tenaga pendidik sudah
memiliki “kelayakan” untuk mengajar secara profesional yang selalu berupaya
meningkatkan penguasaan terhadap berbagai ilmu pengetahuan dan
teknologi yang selalu dinamis.

B. Kesehatan

B.1 Indeks Kesehatan

Salah satu indikator penting dalam pembangunan adalah Human
Development Index/IPM yang terdiri dari indeks ekonomi (pendapatan riil per
kapita), indeks pendidikan (HLS dan RLS), dan indeks kesehatan (usia
harapan hidup waktu lahir). Indeks kesehatan digunakan untuk mengukur
keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan dengan mengukur indikator
UHH pada saat lahir. Perubahan Indeks Kesehatan penduduk Kota Cirebon
selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir yaitu sejak tahun 2020 sampai
dengan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 11-42 Indeks Kesehatan Kota Cirebon

Indikator 2020 | 2021 | 2022

Indeks 80.40 | 80,68 81,14

Kesehatan

Sumber: BPS, 2025
Berdasarkan data pada tabel di atas dapat dilihat bahwa perkembangan
Indeks Kesehatan Kota Cirebon mengalami peningkatan setiap tahunnya.
Pada tahun 2020, Indeks Kesehatan Kota Cirebon mencapai 80,40 dan
meningkat pada tahun 2023 menjadi 120,07. Peningkatan tersebut
mengindikasikan tingkat kesehatan di Kota Cirebon semakin baik.

B.2 Rasio Puskesmas/Puskesling/Pustu Per Satuan Penduduk

Jumlah puskesmas dan puskesmas pembantu selama kurun waktu S
(lima) tahun sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 tidak mengalami
perubahan yaitu tetap 37 unit, yang terdiri atas 22 unit puskesmas dan 15
unit pustu. Jumlah puskesmas dan puskesmas pembantu serta rasionya per
satuan penduduk di Kota Cirebon dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel [I-43 Fasilitas Kesehatan per Satuan Penduduk di Kota Cirebon
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No Indikator 2020 2021 2022 2023 2024
1. Jumlah Puskesmas/ Pusling/Pustu 34 34 34 34 34
Jumlah Penduduk 343.003 | 343.667 | 346.438 | 352.347 | 356.629
3 Rasio Puskesmas/ Pusling/Pustu per satuan 10.088 | 10.1087 | 10.189 10.363 10.489
' penduduk

Sumber: Open Data Kota Cirebon, 2025

B.3 Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk

Jumlah rumah sakit di Kota Cirebon dalam kurun waktu 5 (lima) tahun
sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 masih tetap tidak berubah yaitu
sebanyak 11 (sebelas) rumah sakit, yang terdiri atas 7 (tujuh) unit rumah sakit
umum (yaitu Rumah Sakit Umum Gunung Jati, Rumah Sakit Tentara
Ciremai, Rumah Sakit Pelabuhan, Rumah Sakit Budi Luhur, Rumah Sakit
Putra Bahagia, Rumah Sakit Budi Asta, dan Rumah Sakit Sumber Kasih) serta
4 (empat) unit rumah sakit bersalin/rumah sakit khusus, yaitu Rumah Sakit
Bersalin Panti Abdi Darma, Rumah Sakit Bersalin Muhammadiyah, Rumah
Sakit Khusus Bedah Medimas, serta Rumah Sakit Ibu dan Anak Cahaya
Bunda.

Tabel [I-44 Rumah Sakit per Satuan Penduduk

No Indikator 2020 2021 2022 2023 2024
1. Jumlah Rumah Sakit 11 11 11 11 11

2. Jumlah Penduduk 343.003 | 343.667 | 346.438 | 352.347 | 354.679
3. Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk 31.182 31.242 31.494 32.032 32.244

Sumber: Open Data Kota Cirebon, 2025

B.4 Indikator Kinerja Pelayanan Rumah Sakit

Indikator penilaian tingkat keberhasilan pelayanan di Rumah Sakit
menggambarkan mutu pelayanan rumah sakit yang dilihat dari berbagai
aspek, yaitu pemanfaatan sarana, mutu dan tingkat efisiensi pelayanan.
Indikator yang digunakan antara lain pemanfaatan tempat tidur (Bed
Occupancy Rate), rata-rata lama hari perawatan (Length Of Stay), rata-rata
tempat tidur dipakai (Bed Turn Over), rata-rata selang waktu pemakaian
tempat tidur (Turn Over Internal), persentase pasien keluar yang meninggal
dunia (Gross Death Rate) dan persentase pasien keluar yang meninggal dunia
248 jam perawatan (Net Death Rate).

Tabel 1I-45 Indikator Kinerja Pelayanan Rumah Sakit

No Indikator 2020 | 2021
1. BOR 44,60 | 52,00
(Persen)
2. LOS (Hari) | 3,40 | 3,29
3. | BTO (Kalij |51,10| 14,92
4. | TOI (Kali | 4,00 | 3,63
5. GDR 37,80 | 27,88
6. NDR 14,10 | 15,25

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Cirebon, 2022
C. Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

C.1 Tingkat Kemantapan Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik, sedang, rusak
sedang dan rusak berat pada periode tahun 2018-2022, sedangkan kondisi
jalan baik mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2017
dibandingkan tahun sebelumnya.
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Ruas jalan di Kota Cirebon yang kewenangannya dimiliki oleh Pemerintah
Pusat ditetapkan melalui Keputusan Menteri PUPR Nomor
1688/KPTS/M/2022 sepanjang 39,92 km dan jalan yang kewenangannya
dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat ditetapkan melalui
Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 620/Kep.1086-Rek/2016 sepanjang
6,545 km. Jalan yang kewenangannya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kota
Cirebon ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor
621/Kep.46-DPUPR/2021 sepanjang 159,172 km.

Gambar II-26 Panjang Jalan per Kondisi Jalan di Kota Cirebon (km)

I Sedang Rusak
B Rusak Berat — e Baik
e Jumlah

169,371
159,172 159,172 159,172 159,172

143,530
. 134,724 134,724 135,422 135,760

14,720 13,735 13,735 13,658 14,409

8,700 8,564 8,564 7,983 7,083
2,420I 2,149I 2'149I 2Illol 2,086l

2020 2021 2022 2023 2024
Sumber: BPS 2025

C.2 Cakupan Saluran Drainase

Saluran drainase di Kota Cirebon sangat menentukan kondisi wilayah
terhadap genangan air pada saat di musim hujan. Berdasarkan data
Dokumen Rencana Induk Drainase Kota Cirebon pada tahun 2011, yang
merupakan data lokasi genangan yang dapat menyebabkan banjir pada
wilayah tersebut. Pada lokasi tersebut perlu diberikan perhatian untuk
dilakukan perbaikan saluran drainase, agar pada lokasi tersebut tidak terjadi
genangan air. Pada beberapa ruas jalan belum didukung dengan saluran
drainase, untuk itu perlu pendataan lebih lanjut dalam merencanakan
pembangunan dan perbaikan drainase yang dibutuhkan untuk mengatasi
genangan air yang menyebabkan banjir.

Tabel berikut merupakan jaringan drainase dalam kondisi baik, kondisi
sedang dan kondisi buruk di Kota Cirebon yang berdasarkan Open Data Kota
Cirebon terbagi menjadi 2 tipe, yaitu jaringan drainase terbuka, dan drainase
tertutup.

Tabel I1I-46 Cakupan Saluran Drainase di Kota Cirebon

Kondisi Saluran Drainase | 2020 | 2021 | 2022
Cakupan Saluran Drainase Terbuka
Kondisi Baik (%) 3,14 3,51 99,17
Kondisi Sedang (%) 3,87 3,87 0,67
Kondisi Buruk (%) 92,99 92,62 0,16
Total Saluran Drainase Terbuka 3.827.52 | 3.827.52 565.887
(meter) 1 1
Cakupan Saluran Drainase Tertutup
Kondisi Baik (%) 0 0 98,41
Kondisi Sedang (%) 0 0 1,25
Kondisi Buruk (%) 0 0 0,34
Total Saluran Drainase Tertutup 0 0 483.545

(meter)

Sumber: Open data Kota Cirebon, 2025.
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C.3 Cakupan Pelayanan Air Limbah

Definisi air limbah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cirebon nomor
10 tahun 2019 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah sisa dari
suatu hasil usaha dan/atau kegiatan berwujud cair yang tidak dimanfaatkan
kembali.

Layanan air limbah di Kota Cirebon seperti Instalasi Pengolahan Lumpur
Tinja yang didukung oleh kendaraan truk tinja, sistem sanitasi yang berbasis
masyarakat (Sanimas, RW 08 kelurahan Panjunan) dan sistem komunal pada
rumah susun sewa Dukuh Semar. Pada grafik berikut digambarkan kapasitas
pelayanan air limbah yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan
Penataan Ruang Kota Cirebon.

Cakupan pelayanan air limbah domestik dari tahun 2017-2020 terjadi
peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2017 mencapai 65,35%,
meningkat pada tahun 2018 menjadi 90,32%, dan pada tahun 2019 dan 2020
meningkat menjadi 93,70%. Hal ini perlu ditingkatkan lagi agar cakupan
pelayanan air limbah dapat dilakukan hingga target 100% yaitu untuk
seluruh penduduk di Kota Cirebon.

C.4 Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Minum Bersih

Alternatif masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan sumber air
minum di Kota Cirebon yang sebagian besar sudah menggunakan jasa PDAM
adalah penggunaan sumur gali, sumur pompa, dan mata air. Sumber air
PDAM, sumur gali, sumur pompa relatif memenuhi persyaratan kesehatan.

Namun untuk kebutuhan air minum yang bersumber dari mata air perlu
penanganan khusus oleh instansi terkait dengan dilakukan pemeriksaan dan
perlu dilakukan pengawasan oleh Dinas Kesehatan Kota Cirebon sebelum
digunakan oleh masyarakat, agar terhindar dari gangguan penyakit yang
bersumber melalui perantara media air.

C.5 Persentase Rumah Tangga Bersanitasi

Fasilitas sanitasi yang layak merupakan Pilar Sanitasi Total Berbasis
Masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 3 tahun
2014. Salah satu fasilitas yang harus dipenuhi adalah jamban yang memenuhi
syarat untuk kriteria kesehatan. Jamban tersebut harus dilengkapi dengan
Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL), baik yang digunakan secara individu
maupun secara bersama, dengan resapan lebih dari 10 meter dari sumber air
terdekat.

Gambar II-27 Cakupan Akses Sanitasi Layak di Kota Cirebon Tahun 2021
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Sumber: Open Data Kota Cirebon 2021. Data diolah.

Berdasarkan data DPUPR Kota Cirebon pada di atas, penduduk yang
memiliki akses sanitasi layak secara individu pada tahun 2021 untuk
kepemilikan Mandi Cuci Kakus (MCK) sebanyak 98,662 rumah dan yang tidak
memiliki sebanyak 3,920 rumah. Sementara SPAL yang digunakan secara
bersama tersebar di seluruh kecamatan di wilayah Kota Cirebon, dengan
jumlah pada setiap kecamatan yaitu terbanyak di Kecamatan Harjamukti 35
unit, berikutnya 17 unit di Kecamatan Lemahwungkuk, 6 unit di Kecamatan
Kejaksan, 4 unit di Kecamatan Kesambi dan terakhir di Kecamatan Pekalipan
yang merupakan jumlah terendah berjumlah 1 unit.

Fasilitas SPAL tidak dapat langsung mengurangi kebiasaan penduduk
untuk buang air besar sembarangan atau dengan istilah Open Defecation Free
(ODF), Kota Cirebon diharapkan bebas dari ODF dapat segera terwujud.

C.6 Perkembangan Luasan Ruang Terbuka Hijau

Undang-Undang RI nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang
menyatakan bahwa penetapan RTH pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga
puluh) persen dari luas wilayah kota dan paling sedikit 20 (dua puluh) persen
dari luas wilayah kota adalah RTH publik.

Maksud dari penyediaan dan pemanfaatan RTH adalah untuk menjaga
ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air, menciptakan keseimbangan
antara lingkungan alam dan lingkungan serta meningkatkan keserasian
lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih.

Rincian luas RTH di bawah pengelolaan dan dimiliki oleh pemerintah
pada wilayah Kota Cirebon yang dapat digunakan untuk kepentingan
masyarakat secara umum. Luas tutupan lahan RTH publik sebanyak 424.29
hektar atau 10.75% dari 3,947.21 hektar yang merupakan luas Kota Cirebon.
Masih ada kekurangan sebesar 9.25% yang harus disediakan oleh pemerintah
kota sebagai RTH publik. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Cirebon nomor 76
tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang Tahun 2021-2041, akan
dilakukan pembebasan lahan untuk pemenuhan 20% atau seluas 492,16
hektar sebagai RTH publik secara bertahap pada periode 2021-2041.

Tabel 1I-47 Luas Tutupan Lahan RTH Kota Cirebon

No Tipologi Tutupan Lahan Luas (Ha) F\';;s:yr:; Slgoi‘:r(}jli(izznh(izs
1. Taman RT 4,28 0,11
2. Taman RW 8,72 0,23
3. Taman Kelurahan 20,52 0,54
4. Taman Kecamatan 6,24 0,16
S. Taman Kota 11,79 0,31
6. Taman Pemakaman 71,25 1,87
7. Jalur Hijau Jalan 3,43 0,09
8. Sempadan Rel KA 48,15 1,26
9. Sempadan Pantai 84,58 2,22
10. Sempadan Sungai 134,50 3,53
11. Hutan Kota 10,07 0,26
12. Hutan Mangrove 2,11 0,06
13. Lapangan Olahraga 18,65 0,49
Jumlah Total Tutupan Lahan 424,29 10,75

Sumber: Dokumen IKLH Kota Cirebon Tahun 2019, DLH Kota Cirebon, 2020
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C.7 Cakupan Penanganan Sampah

Cakupan penanganan sampah adalah jumlah sampah yang diangkut
oleh petugas ke pembuangan akhir di Kopi Luhur, Argasunya, Kota Cirebon
seluas 9,8 hektar yang merupakan lokasi galian C sebelum dijadikan TPA.
Volume sampah yang diangkut ke TPA sangat terbatas sehingga perlu upaya
untuk pengolahan sampah dimulai dari sumbernya. Hal ini menjadi
tantangan pemerintah agar penanganan sampah yang diangkut ke TPA akan
berkurang dikarenakan area pembuangan di TPA Kopi Luhur kian mendekati
kapasitas maksimal berkisar antara 60%-80% dan harus ada inovasi untuk
mengatasi permasalahan ini seiring berkembangnya bertumbuhnya
penduduk penghasil sampah yang cenderung meningkat di Kota Cirebon.

Gambar II-28 Cakupan Penanganan Sampah Kota Cirebon
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Sumber: DLH Kota Cirebon, 2025

C.8 Penerbitan Izin Persetujuan bangunan gedung

Persetujuan bangunan gedung (PBG) yang juga disebut sebagai izin
mendirikan bangunan (IMB) adalah persetujuan yang dikeluarkan oleh
otoritas nasional atau daerah bahwa sebuah bangunan rumah/gedung
diizinkan untuk dibangun/di renovasi. Penerbitan PBG terbesar dari jenis
bangunan yang diperuntukan untuk hunian. Hal ini menunjukan adanya
peningkatan kebutuhan untuk pembangunan perumahan baik untuk
renovasi maupun bangunan baru seiring dengan berkembangnya jumlah
penduduk.

Tabel I11-48 Penerbitan IMB di Kota Cirebon

z

(o]
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2022

2023
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Campuran

24
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1

0

5

SR Ea R b

Sosial

8

1

17

11

Usaha

105

96

12 106

Sumber: Open Data Kota Cirebon, 2025
D. Perumahan Dan Kawasan Permukiman

D.1 Jumlah Dan Persentase Kawasan Lingkungan Permukiman Kumuh
Ditangani
Berdasarkan Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 663/Kep.133-
DPRKP/2018 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Wali Kota Cirebon
Nomor 663/Kep.70-BAPPEDA/2015 tentang Penetapan Lokasi Perumahan
Kumuh dan Permukiman Kumuh Kota Cirebon, disebutkan bahwa luas
kawasan kumuh Kota Cirebon sebanyak 315,91 hektar. Dari luas kawasan
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kumuh tersebut yang telah dilakukan penanganan di tahun 2018 seluas
13,55 hektar, tahun 2019 seluas 27,84 hektar, dan di tahun 2020 seluas 4,46
hektar, sehingga di tahun 2021 persentase capaian pengurangan kawasan
kumuh adalah sebagai berikut:

Tabel 1I-49 Kawasan Lingkungan Permukiman Kumuh Ditangani di Kota

Cirebon (Ha)
. Target
No Uraian Urusan 2021 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2024
Luasan Permukiman Kumuh Urusan Pemerintahan
1. yang Ditangani secara Bidang Perumahan Dan 1,54 13,55(27,84| n.a |10,61| 19,76
Terpadu Kawasan Permukiman

Kawasan di Permukiman
Kumuh Perkotaan yang
Ditangani Melalui
Peremajaan Kota

Urusan Pemerintahan
Bidang Perumahan Dan 1,54 n.a n.a | 4,46 | 1,83
Kawasan Permukiman

Sumber: DPRKP Kota Cirebon, 2024
Jumlah Luasan Permukiman Kumuh yang Ditangani secara Terpadu

memiliki target seluas 1.54 di tahun 2021, namun realisasinya hingga di
tahun 2021 tercatat seluas 10,61 Ha permukiman kumuh. Sisi lain, Jumlah
Kawasan di Permukiman Kumuh Perkotaan yang Ditangani Melalui
Peremajaan Kota dari target pada 2021 sebesar 1,54, hampir mendekati target
dengan Jumlah Kawasan di Permukiman Kumuh Perkotaan yang Ditangani
Melalui Peremajaan Kota sebesar 1,83 Ha.

Gambar II-29 Kawasan Lingkungan Permukiman Kumuh Kota Cirebon yang

ditangani
e Capaian (Ha) Persentase 27,84
13,55
4,46
6% 14%
2%
2018 2019 2020

Sumber: DPRKP Kota Cirebon, 2021

D.2 Cakupan Rumah Tidak Layak Huni

Gambar berikut menunjukkan bahwa rasio rumah layak huni sebesar
0,21034 dalam periode tahun 2015-2021, sedangkan persentase lingkungan
permukiman kumuh sebesar 6,31 pada periode yang sama. Rasio rumah layak
huni dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, hal tersebut menunjukkan
bahwa pembangun di Kota Cirebon terkait rumah tidak layak huni perlahan
dapat ditangani dengan cukup baik. Hal tersebut berbanding lurus dengan
persentase lingkungan permukiman kumuh yang seiring berjalannya waktu
menurunkan persentase atas lingkungan permukiman kumuh.
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Gambar II-30 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Ditangani di Kota Cirebon
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Sumber: DPRKP Kota Cirebon, 2021

E. Ketentraman Dan Ketertiban Umum

E.1 Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan Kesatuan
Bangsa dan Politik Dalam Negeri, salah satunya dapat dilihat dari indikator
kinerja kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP serta kegiatan
pembinaan politik di daerah.

Tabel II-50 Kinerja Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kota Cirebon

No Uraian 2020 | 2021 | 2022
1 Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP 17 5 28
(kegiatan)
2 Kegiatan pembinaan politik daerah (kegiatan) 1 11 0

Sumber: BPS 2025

E.2 Rasio Linmas Per Satuan Penduduk

Rasio petugas Linmas di Kota Cirebon adalah jumlah satuan
perlindungan masyarakat pada tingkat kelurahan dengan tugasnya
membantu memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat
dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Dengan menggunakan rumus rasio
jumlah satuan Linmas per kelurahan adalah jumlah satuan Linmas dalam
satu kota dibagi jumlah kelurahan dalam satu kota. Rasio petugas Linmas di
Kota Cirebon baru mencapai 2,22 per Kelurahan.

Tabel II-51 Linmas per Satuan Penduduk di Kota Cirebon

No Uraian 2020 2021
1. Jumlah Linmas 1100 358
2. Jumlah Penduduk 343.003 | 343.497
3 Rasio Linmas Per 10.000 Penduduk 32,06 10,43

Sumber: Open Data Kota Cirebon, 2021

Jumlah Linmas di Kota Cirebon pada tahun 2021 sebanyak 358 orang,
sehingga rasio jumlah Lintas terhadap jumlah penduduk per 10.000
penduduk adalah 10,43 yang artinya sekitar 11 orang Linmas bertanggung
jawab atas ketentraman dan ketertiban umum masyarakat terhadap 10.000
jiwa penduduk Kota Cirebon. Seiring dengan jumlah penduduk yang terus
meningkat, sudah seharusnya jumlah linmas terus ditingkatkan untuk
menjaga ketentraman dan ketertiban umum masyarakat, sehingga kondisi
lingkungan akan lebih kondusif dan masyarakat merasa nyaman dalam
beraktivitas.

F. Sosial
Tujuan pembangunan sosial adalah meningkatkan kualitas hidup
Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan kepedulian serta
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partisipasi sosial masyarakat dan dunia usaha dengan indikator: (1)
terciptanya aksesibilitas terhadap pelayanan social; (2) meningkatnya
ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah
kesejahteraan sosial; (3) meningkatkan kualitas manajemen pelayanan
kesejahteraan sosial.

Penanganan PPKS ini tidak dapat dilepaskan dari ketersediaan sarana
dan prasarana seperti Panti Jompo, Rumah Singgah, Rumah Perlindungan
Sosial Anak (RPSA), dan lain-lain. PPKS adalah seseorang keluarga atau
kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan
tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak terpenuhi
kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani dan sosial secara memadai dan
wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan,
keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan,
keterasingan/keterpencilan dan perubahan lingkungan (secara mendadak)
yang kurang mendukung seperti terjadinya bencana. Kelompok sasaran yang
ditetapkan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Cirebon
yaitu Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.

Tabel II-52 Jumlah PPKS di Kota Cirebon

Jenis PPKS 2021 (2022 | 2023 | 2024
Anak balita terlantar 11 0 133 | 101
Anak dengan kedisabilitasan 0 101 | 144 | 133
Anak jalanan 0 88 13 15
Anak terlantar 32 0 174 | 120
Anak yang berhadapan dengan

hukum 1 34 10 11

Anak yang memerlukan perlindungan
khusus

Anak yang menjadi korban tindak
kekerasan

31 0 12 8

1 21 12 9

Bekas warga binaan lembaga 1 0 230 | 230

pemasyarakatan
Fakir miskin - - - -
Gelandangan 0 71 85 83
Kelompok minoritas 4 0 13 13
Korban bencana alam 41 4 13 13
Korban bencana sosial 25 0 0 0
Korban penyalahgunaan napza 50 21 9 9
Korban tindak kekerasan 0 1 3 3
Korban trafficking 0 11 1 1
Lanjut usia terlantar 1 0 | 2565|2165
Orang dengan hiv/aids (odha) 60 78 3 3
Pekerja migran bermasalah sosial 0 0 0 0
Pemulung 2 1 148 | 122
Pengemis 78 43 85 70
Penyandang disabilitas 29 0 1115|1015
Perempuan rawan sosial ekonomi 11 1 2251 | 2251
Tuna susila 0 1 13 14
Jumlah 378 | 476 | 7032 | 6389

Sumber: Open Data Kota Cirebon, 2025
Dari gambaran tersebut terlihat bahwa untuk beberapa jenis PPKS
datanya tidak berubah, yang bisa berarti bahwa terhadap PPKS tersebut tidak
ada intervensi atau bisa juga tidak adanya updating data PPKS. Kondisi ini
merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi yaitu tidak adanya
kontinuitas pendataan/updating data yang dilakukan oleh Perangkat Daerah
yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam penanganan PPKS, sehingga
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berakibat tidak fokusnya upaya pengentasan masalah kesejahteraan sosial
yang ada.

Penanganan PPKS menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah
dan masyarakat. Oleh karena itu, peran serta aktif masyarakat sangat
dibutuhkan untuk mengentaskan permasalahan sosial yang terjadi. Berbagai
permasalahan kesejahteraan sosial yang dihadapi dan terjadi di Kota Cirebon,
diantaranya anak terlantar, anak jalanan, anak berhadapan dengan hukum,
anak korban kekerasan. Anak-anak tersebut seharusnya menikmati layanan
pendidikan, kesehatan dan layanan lainnya sebagaimana anak pada
umumnya, namun karena kondisi lingkungan keluarga yang kurang
beruntung, sehingga mengakibatkan anak-anak tersebut tidak memperoleh
hak-haknya.

2.1.3.2 Layanan Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan
Dasar
Layanan urusan wajib bukan pelayanan dasar merupakan jenis
pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa yang tidak
berkaitan dengan kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga
Negara secara minimal.

A. Tenaga Kerja

Pasar kerja sebagaimana karakteristik umumnya bersifat dualisme,
dimana lapangan kerja sektor modern (formal) dengan jumlah tenaga kerja
yang relatif sedikit dan sektor tradisional (informal) dengan jumlah tenaga
kerja yang besar berjalan secara bersamaan dalam perekonomian. Sektor
modern memiliki upah yang lebih tinggi dan kondisi kerja yang lebih baik
dibandingkan sektor tradisional. Selain itu, pekerja sektor modern memiliki
kesempatan untuk memperoleh keterampilan dan akses terhadap pelatihan,
sehingga memiliki peluang yang lebih besar untuk meningkatkan pendapatan
dan kesejahteraannya. Sebaliknya, pekerja di sektor tradisional melakukan
kegiatan yang lebih rendah tingkat produktivitasnya dengan upah yang relatif
lebih rendah. Kesenjangan antara produktivitas dan upah antara sektor
modern dan sektor tradisional mencerminkan perbedaan tingkat pendidikan.
Pekerja sektor modern berpendidikan lebih tinggi dibandingkan pekerja sektor
tradisional.

Oleh karenanya, persoalan ketenagakerjaan tidak hanya terkait dengan
upaya perluasan kesempatan kerja, tetapi juga mencakup upaya
memfasilitasi perpindahan “surplus tenaga kerja” keluar dari sektor informal
ke sektor modern yang lebih produktif dan memberikan upah yang lebih
tinggi. Perpindahan surplus tenaga kerja dari sektor informal ini, selain
bertujuan untuk meningkatkan hak-hak tenaga kerja juga menjadi tujuan
utama dari siklus pembangunan, LPE dan pengurangan kemiskinan. Untuk
mencapai tujuan-tujuan tersebut secara selaras, maka dalam konteks
kebijakan tenaga kerja, perlu dijalin keseimbangan yang tepat antara
perlindungan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.
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A.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

TPAK merupakan persentase angkatan kerja dibandingkan dengan
penduduk usia kerja pada suatu periode tertentu yang di Kota Cirebon pada
tahun 2020 sebesar 63,75 % sedikit mengalami peningkatan dari capaian
tahun 2019 sebesar 62,71 %. Kondisi ini tidak terlepas dari dampak pandemi
Covid-19 yang mempengaruhi sektor sosial dan perekonomian masyarakat
Kota Cirebon. Persentase jumlah penduduk yang berusia lebih dari 15 tahun
yang aktif secara ekonomi di Kota Cirebon pada tahun 2024 sebanyak 68,55
persen.

Tabel II-53 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

No Indikator 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
1. Tingkat Partls}pam Angkatan 63,75 | 62,87 65,42 | 68,71 | 68,55
Kerja (%)

Sumber: BPS 2025

A.2 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

TPT merupakan salah satu indikator ketenagakerjaan yang digunakan
untuk mengetahui berapa banyak penduduk umur kerja yang sedang mencari
pekerjaan. TPT dihitung dengan membandingkan antara jumlah pencari kerja
dengan jumlah Angkatan kerja.

Gambar II-31 Capaian dan Target TPT Kota Cirebon
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Sumber: Dok. Perencanaan Kota Cirebon, BPS 2025

TPT di Kota Cirebon pada tahun 2024 mencapai 6,29%. Adanya pandemi
Covid-19 sangat mempengaruhi penduduk untuk beraktivitas secara
ekonomi, sehingga berdampak pada penghasilan dan pemenuhan kebutuhan
keluarga. Dampak adanya pandemi Covid-19 di bidang ketenagakerjaan,
antara lain adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), perusahaan tidak
dapat berproduksi, dan pembatasan aktivitas ekonomi karena adanya
pembatasan mobilitas penduduk. Dibandingkan dengan daerah lain di
Wilayah Kota di Jawa Barat, TPT Kota Cirebon termasuk yang tinggi.

Gambar II-32 TPT di Wilayah Kota di Jawa Barat
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Sumber: BPS Jawa Barat 2024
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A.3 Cakupan Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan

Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi tertinggi
dicapai pada tahun 2016 sebanyak 84,75% dan terendah tahun 2017 sebesar
48,84%. Selanjutnya tenaga kerja yang mendapat pelatihan kewirausahaan,
kinerja tertinggi dicapai tahun 2017 sebesar 75,00%. Sementara kasus
ketenagakerjaan yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama dalam 5 (lima)
tahun terakhir mengalami fluktuatif, tertinggi dicapai pada tahun 2016
sebesar 84,62% dan terendah tahun 2017 sebesar 30,00%.

Kepesertaan aktif tenaga dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
cenderung bertambah setiap tahunnya. Kepesertaan Jamsostek dicapai pada
tahun 2020 sebesar 78,50 % dan tahun 2019 sebesar 55,00 %.

B. Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Sebagai penggerak pembangunan, sebesar 46,00% perempuan 15 tahun
ke atas berkontribusi dalam perekonomian (BPS, 2015). Kesetaraan gender
dan pembangunan berkelanjutan memang sesuatu yang tidak dapat
dipisahkan. Kesetaraan gender, penegakan hak asasi manusia, penegakan
martabat dan kapabilitas perempuan merupakan syarat utama dalam
kehidupan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

B.1 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Dan Indeks Pemberdayaan Gender

(IDG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan ukuran yang dipakai
untuk menyoroti tentang status perempuan khususnya mengukur prestasi
dalam kemampuan dasar. Melalui IPG, perbedaan pencapaian yang
menggambarkan kesenjangan pencapaian antara laki-laki dan perempuan
dapat terjelaskan. Perkembangan IPG Kota Cirebon menunjukkan
peningkatan, dengan nilai IPG 94,35 poin pada tahun 2019 meningkat
menjadi 95,55 poin pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa kapabilitas
dasar perempuan terus mengalami peningkatan.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menggambarkan partisipasi aktif
perempuan dalam bidang politik, ekonomi, dan pengambilan keputusan serta
penguasaan sumber daya ekonomi Kota Cirebon diikuti pula dengan kenaikan
setiap komponen /indikator kompositnya. Pada tahun 2019, IDG Kota Cirebon
sebesar 77,86 poin turun menjadi 77,03 poin pada tahun 2023. Walaupun
partisipasi perempuan menurun dalam pengambilan keputusan, diharapkan
pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan harapan masyarakat pada
umumnya. Mengingat bahwa keberhasilan pembangunan tidak terlepas dari
meningkatnya pencapaian pembangunan gender.

Tabel II-54 IPG dan IDG Kota Cirebon

No Uraian 2019 2020 2021 2022 2023
1. Indeks Pembangunan Gender (IPG) 94,35 94,35 94,39 94,91 95,55
2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 77,86 77,86 78,09 78,07 77,03

Sumber: Dinas tenaga Kerja Kota Cirebon, 2024
B.2 Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintahan
Partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan direpresentasikan oleh
partisipasi perempuan yang bekerja di Pemerintah Daerah Kota Cirebon. Tabel
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berikut menggambarkan tingkat partisipasi perempuan dilihat dari jumlah
pejabat Eselon II, III, dan IV di Pemerintah Daerah Kota Cirebon tahun 2017-
2021. Setiap perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk menduduki
jabatan struktural maupun fungsional di lembaga pemerintahan, baik di
posisi Eselon II, III maupun IV. Sampai dengan tahun 2021, partisipasi
perempuan dalam lembaga pemerintah di Kota Cirebon terwakili sebesar
39,60 %.

Tabel II-55 Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Kota Cirebon

No Uraian 2019 2020 | 2021 2022 2023

Jumlah Perempuan yang menduduki posisi managerial di

63 280 274 171 169
Lembaga Pemerintah (orang) 2

2. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah (%) 29,03 | 31,61 | 39,60 | 28,57 | 25,71

Sumber: BKPSDM Kota Cirebon, 2024

C. Perlindungan Anak

Partisipasi masyarakat dalam perlindungan anak di Kota Cirebon telah
berjalan cukup lama, antara lain dengan berdirinya berbagai Lembaga
Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)/Panti Asuhan. Disamping lembaga yang
didirikan oleh masyarakat tersebut, Pemerintah Daerah Kota Cirebon melalui
Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan
kewenangannya membentuk Lembaga Perlindungan Anak seperti Pusat
Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Pusat
Pelayanan Terpadu (PPT) Rumah Sakit Daerah Gunung Jati Cirebon, dan
Pusat Perlindungan Anak (PPA) Kepolisian Resort Cirebon Kota.

Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
dan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Jati
Cirebon mencatat dalam kurun waktu 2017-2021, dimana pada tahun 2017,
jumlah kasus kekerasan sebanyak 53 kasus (36 kasus diantaranya
korbannya anak-anak) dan tahun 2018 naik menjadi 65 kasus kekerasan,
dan pada tahun 2019 jumlah kekerasan menurun menjadi 41 kasus. Pada
tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 terus meningkat menjadi 54 kasus
pada tahun 2020 dan menjadi 64 kasus di tahun 2021.

Sebagian besar dari korban kekerasan pada tabel tersebut di atas adalah
anak-anak (0-18 tahun) yang mengalami jenis kekerasan seksual, yang
meliputi sodomi, pencabulan, dan pemerkosaan. Dapat dilihat pada tabel
berikut untuk dapat melihat jumlah korban menurut kelompok usia.

Pada tahun 2021 korban kekerasan yang ditangani PPT Rumah Sakit
Gunung Jati Cirebon berasal dari Kota Cirebon sebanyak 40 kasus dimana
77,50 persennya menimpa anak-anak, menurun dari tahun sebelumnya yang
mencapai 54 kasus. Dalam upaya perlindungan terhadap anak adalah
pemenuhan kebutuhan identitas anak. Kota Cirebon telah berkomitmen
untuk dapat memenuhi kebutuhan identitas anak berupa pemenuhan akta
kelahiran secara gratis.
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D. Pangan

D.1 Ketersediaan Pangan Utama

Kejadian rawan pangan menjadi masalah yang sangat sensitif dalam
dinamika kehidupan sosial politik kemasyarakatan. Oleh sebab itu, menjadi
sangat penting untuk mampu mewujudkan ketahanan pangan daerah
khususnya di Kota Cirebon:

Tabel II-56 Ketersediaan Pangan Utama di Kota Cirebon

No. Uraian 2020 2021
76.973,4 | 276.973,4
1. |Jumlah ketersediaan pangan utama (ton) 2 5 412 5 ’
9 Ketersediaan pangan utama per 1000 jiwa per tahun 276.973,4 | 276.973,4
" |(ton) 2 2
3. |Ketersediaan Pangan Utama (Kg/jiwa/ tahun) 820,45 820,45
4. | AKG pangan utama per kapita per tahun (kg) 109 109
5. |Ketersediaan energi/kalori (Kkal/Kap/hari) n.a n.a
6. Surplus ketersediaan pangan utama per jiwa per tahun 711,45 711,45
(kg/kap/th)

Sumber: DKPPP Kota Cirebon, 2021

D.2 Skor PPH

Indikator kualitas konsumsi pangan ditunjukkan oleh skor Pola Pangan
Harapan (PPH) yang dipengaruhi oleh keragaman dan keseimbangan
konsumsi antar kelompok pangan. PPH digunakan untuk perencanaan
konsumsi, kebutuhan dan penyediaan pangan yang ideal di suatu wilayah.
Pentingnya pencapaian skor PPH diamanatkan oleh Undang-undang nomor
18 tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun
2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi. Indikator PPH digunakan sebagai
indikator kinerja bidang ketahanan pangan. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
tahun 2020 sebesar 90,2 %.

E. Lingkungan Hidup

E.1 Penegakan Hukum Lingkungan

Penegakan hukum lingkungan diberlakukan untuk tujuan perlindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup yang mengacu pada Undang-undang RI
nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup. Hal tersebut perlu dilakukan dalam proses pembangunan guna
meminimalisir dampak pencemaran dan perusakan lingkungan.

Tabel II-57 Kepemilikan Pengolahan Limbah oleh Perusahaan

No. Jumlah Perusahaan Industri/Pabrik 2020 2021
1. Memiliki Pengolahan Limbah (Perusahaan) 56 66
2. Tidak Memiliki Pengolahan Limbah (Perusahaan) 241 1257
3. Telah diawasi (Unit) 86 130
4 Ditindak Sanksi Administrasi (Unit) 14 53

Sumber: Open Data Kota Cirebon, 2021

Sanksi administrasi diperlukan dalam penegakan hukum yaitu berupa
sanksi ringan, seperti teguran tertulis, peringatan hingga kepada perintah
penghentian sementara atau penghentian permanen untuk sebagian kegiatan
atau seluruhnya. Dalam Penegakan hukum lingkungan, diperlukan
pengawasan oleh aparatur Pemerintah Daerah yang memiliki kemampuan
dan terlatih untuk menegakkan peraturan di bidang lingkungan, namun hal
ini masih terhambat dengan keterbatasan aparatur yang telah mengikuti
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pelatihan pengawasan lingkungan dibandingkan dengan jumlah perusahaan
yang ada di Kota Cirebon. Untuk itu diperlukan instrumen elektronik berupa
sensor yang harus dimiliki oleh perusahaan guna memantau pencemaran
atau perusakan lingkungan hidup.

E.2 Tingkat Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

Isu global perubahan iklim semakin mengemuka. Perubahan iklim dapat
diartikan sebagai berubahnya iklim yang diakibatkan baik langsung maupun
tidak langsung oleh berbagai aktivitas manusia, sehingga menyebabkan
berbagai perubahan komposisi atmosfer secara global yang mengakibatkan
kenaikan suhu bumi.

Untuk menjawab isu global tersebut, pemerintah telah mengeluarkan
Undang-undang nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan Kyoto Protocol To
The United Nations Framework Convention On Climate Change (Protokol Kyoto
atas Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim) merupakan
pengesahan Protokol Kyoto tentang perubahan iklim yang membawa baik
pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terlibat secara aktif dalam
mengatasi perubahan iklim. Untuk mencapai pembangunan berkelanjutan
yang ramah lingkungan dan target kontribusi pada upaya global mengatasi
perubahan iklim melalui pengurangan emisi gas rumah kaca, serta
memberikan nilai ekonomi pada upaya pengurangan tersebut merupakan
tujuan diterbitkannya Peraturan Presiden nomor 98 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi
yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca
dalam Pembangunan Nasional. Peraturan ini mengatur mekanisme
perdagangan karbon dengan Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK)
untuk mencapai target Kontribusi yang ditetapkan secara nasional/ Nationally
Determined Contribution (NDC) dan pengendalian emisi gas rumah kaca dalam
pembangunan nasional. Untuk tingkat penurunan emisi GRK di Kota Cirebon
setiap tahunnya cenderung menunjukkan peningkatan.

Tabel II-58 Tingkat Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Kota Cirebon

No. Indikator 2020|2021 | 2022 | 2023

1 Penurunan Emisi Gas 3.87| 59 | 537|691
Rumah Kaca.

Sumber: Open Data Kota Cirebon, 2025

E.3 Indeks Pengukuran Kualitas Lingkungan Hidup

Kondisi air sungai sangat dipengaruhi oleh limbah rumah tangga dan
limbah industri. Pada beberapa industri yang tidak memiliki pengolahan air
limbah, limbah cair yang dihasilkan langsung dialirkan ke sungai. Termasuk
perubahan pola penggunaan lahan, atau masalah lain yang mempengaruhi
kualitas air. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan RI Nomor 5 Tahun 2021 Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis
dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran
Lingkungan, kualitas air sungai ditentukan dengan kondisi temperatur 15°-
35° berdasarkan parameter pada tabel Rentang Nilai Parameter Kinetik dan
Stoikiometri. Pengambilan sampel dilakukan pada titik pengamatan yang
mewakili sungai-sungai utama di Kota Cirebon sebagai perhitungan IKA.
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Sedangkan Kebutuhan air bersih di Kota Cirebon telah dipenuhi sebagian
melalui jaringan pipa PDAM, air minum dari PDAM sudah dapat dikonsumsi
oleh 256,703 orang pada tahun 2021 yang merupakan 77.02% penduduk
Kota Cirebon. Sedangkan 22.98% menggunakan sumber air lain yang bukan
dari layanan PDAM antara lain air bawah tanah.

Gambar [I-33 Indeks Kualitas Air Kota Cirebon
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Sumber: Open Data Kota Cirebon 2025

Kualitas air secara mikrobiologi, dipengaruhi oleh adanya mikroba seperti
bakteri akibat pencemaran tinja (Coliform) di dalam air. Pada pemeriksaan
kualitas air bawah tanah yang telah dilakukan wilayah Kelurahan Argasunya,
diidentifikasi telah tercemar bakteri Coliform yaitu sebesar 7.90 per 100 ml air.
Di Samping adanya bakteri coliform, air pada daerah tersebut juga tercemar
nitrate (NO3) sebesar 13,83 mg/ltr dan nitrite (NO2) sebesar 1,26 mg/ltr.
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416 /Menkes/Per/I1X/ 1990,
ambang batas kandungan NO3 dalam air adalah 10 mg/ltr dan NO2 1 mg/ltr.
Untuk penduduk Kota Cirebon yang sumber air bawah tanahnya tercemar
dan tidak memiliki akses jaringan pipa PDAM, perlu ada intervensi dari
Pemerintah Daerah Kota Cirebon untuk memberikan bantuan air minum
melalui kendaraan distribusi PDAM melalui program Masyarakat
Berpenghasilan Rendah (MBR). Program ini ditujukan bagi masyarakat yang
memerlukan air dengan pendapatan rendah.

Pengujian laboratorium untuk kualitas udara hasil pengukuran
beberapa titik pengamatan berdasarkan kualitas udara ambien pada wilayah
pemukiman, perkantoran, kawasan industri dan area transpotasi di Kota
Cirebon. Kandungan NO: terkecil di kawasan pemukiman sedangkan
kandungan terbesar di area perkantoran dan area transportasi. Kandungan
SO, terkecil di wilayah perkantoran, sedangkan kandungan terbesar di
kawasan industri.

Tutupan hutan di Kota Cirebon terbagi menjadi beberapa kategori,
pertama hutan lahan kering primer, ke-dua hutan lahan kering sekunder, ke-
tiga hutan mangrove primer, ke-empat hutan mangrove sekunder, ke-lima
hutan rawa primer, ke-enam hutan rawa sekunder, ke-tujuh hutan tanaman,
ke-delapan semak/belukar, ke-sembilan semak/belukar rawa, dan ke-
sepuluh ruang terbuka hijau. Terjadinya alih fungsi lahan di Kota Cirebon
yang menjadi salah satu penyebab terjadinya penurunan nilai IKTL yang
merupakan bagian dari parameter pengukuran IKTL.
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F. Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Kemajuan kinerja urusan kependudukan dan catatan sipil dapat dilihat
dari perkembangan pencatatan administrasi kependudukan sebagai bentuk
tertib administrasi kependudukan. Salah satu bentuk tertib administrasi
kependudukan dapat dilihat dari jumlah penduduk yang memiliki dokumen
pendaftaran penduduk berupa KTP, KK, dan dokumen pencatatan sipil
berupa akte kelahiran, akte kematian, serta dan akte nikah. Rasio
kepemilikan KTP, KK, akte kelahiran, akte kematian, maupun akte nikah
menggambarkan tingkat kesadaran masyarakat Kota Cirebon mengenai
identitas diri/administrasi kependudukan.

Tabel II-59 Administrasi Kependudukan di Kota Cirebon

Kependudukan 2020 2021 2022 2023 2024
Jumlah Penduduk 343.003 | 343667 | 346438 | 352347 | 356629
Jumlah Kepala Keluarga (KK) 109.570 | 110.874 | 112.100 | 115.372 | 117.801
Jumlah Kartu Keluarga n.a n.a n.a n.a n.a
Jumlah wajib KTP (orang) 244.190 | 248.304 | 248.496 | 259.685 | 258.339

Jumlah penduduk belum memiliki KTP
(orang)
Jumlah penduduk berakta kelahiran
(orang)
Rasio bayi berakta kelahiran (%) 42,52 48,82 48,31 50,09 51,02
Persentase penerbitan akta kematian (%) n.a n.a n.a n.a n.a
Sumber: Open Data Kota Cirebon, 2025

3.586 3.518 3.686 92.662 1.886

108.983 | 110.874 | 113.421 | 115.372 | 180.945

G. Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

G.1 Persentase PKK Aktif

Pemberdayaan masyarakat dan desa dapat mewujudkan kemandirian
dan keswadayaan masyarakat dan desa yang terlihat dari meningkatnya
kapasitas dan kualitas masyarakat dan desa dalam tata Kelola pembangunan
di desa, meningkatnya kualitas sumber daya manusia juga diimbangi dengan
meningkatnya  kapasitas dan  kualitas kelembagaan-kelembagaan
kemasyarakatan di tingkat desa. Dengan meningkatnya kapasitas dan
kualitas SDM dan kelembagaan, maka keswadayaan pembangunan di desa
diharapkan semakin meningkat. Persentase PKK Aktif pada tahun 2020 dan
tahun 2021 sebesar 100%.

G.2 Persentase Ormas/LSM Aktif

Pada tahun 2015 jumlah Ormas/LSM di Kota Cirebon sebanyak 75
lembaga dan pada tahun 2019 jumlah Ormas/LSM menurun menjadi 20
lembaga, dengan tingkat keaktifan mencapai 100,00%. Sedangkan pada
tahun 2021 menjadi 124.

H. Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

H.1 Pencapaian Peserta KB Baru

Peserta KB mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini
menunjukkan semakin tingginya kesadaran masyarakat untuk ber-KB guna
menciptakan keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera. Penggunaan KB di Kota
Cirebon didominasi oleh penggunaan hormonal.

Pada tahun 2021, untuk KB non hormonal, metode yang paling banyak
digunakan adalah Metode Operasi Wanita (MOW) atau tubektomi/steril
dengan jumlah peserta sebanyak 727 orang. Sedangkan untuk KB yang
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bersifat hormonal, metode yang paling banyak digunakan adalah metode
suntik dengan jumlah peserta sebanyak 2.343 orang pada tahun 2021.

H.2 Rasio Akseptor Keluarga Berencana

Tabel berikut menjelaskan bahwa partisipasi Pasangan Usia Subur (PUS)
dalam ber-KB sudah cukup tinggi. Pencapaian kinerja ini tetap membutuhkan
upaya lebih keras lagi untuk meningkatkan partisipasi PUS dalam ber-KB,
terutama dalam upaya menekan LPP dan meningkatkan kesejahteraan
keluarga.

H.3 Pencapaian Peserta KB Aktif

Pencapaian peserta KB aktif tertinggi dicapai pada tahun 2021 sebesar
64,59%. Meningkatnya pencapaian peserta KB aktif dapat dipengaruhi oleh
beberapa faktor, antara lain semakin gencar dan efektifnya kegiatan
penyuluhan wuntuk terus memotivasi PUS dalam ber-KB sehingga
menumbuhkan kesadaran dalam ber-KB.

Tabel II-60 Pencapaian Peserta KB Aktif di Kota Cirebon

No. Mix 2020 2021
Kontrasepsi
1. 1UD 3.276 3.156
2. MOW 1.970 1.783
3. MOP 28 27
4. Kondom 414 392
Non Hormonal 5.966 5.688
Implant 1.336 1.287
Suntik 15;)8 15.036
7. PIL 2.819 2.696
Hormonal 19é98 19.543
Total 25;4 25.231
Jumlah PUS 40é94 39.248
Capaian (%) 63,38 64,29

Sumber: DPSAPPKB Kota Cirebon, 2022
H.4 Pencapaian Peserta KB Aktif Menurut Tahapan Keluarga Sejahtera
Pada tahun 2020 cakupan peserta KB aktif dari Pra KS dan KS 1 13,06%
dan pada akhirnya semakin menurun di tahun 2021 menjadi 12,71% dari
total jumlah keluarga di Kota Cirebon. Perkembangan cakupan peserta KB
aktif menurut tahapan keluarga disajikan pada tabel berikut:

Tabel II-61 Cakupan Peserta KB Aktif Menurut Tahapan Keluarga di Kota

Cirebon
No. Mix 2020 2021
Kontrasepsi
1. 1UD 981 980
2. MOW 867 779
3. MOP 18 17

4. Kondom 133 129
Non Hormonal 2.040 1.999

5. Implant 693 675
6. Suntik 7.205 7.110
7. Pil 1.188 1.153
Hormonal 9.082 9.086
Total 11,122 11,085
Jumlah Keluarga 84.292 84.892
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No. Mix 2020 2021
Kontrasepsi
Persentase 13,19 13,06

Sumber: DP3APPKB Kota Cirebon, 2022

H.5 Pembinaan PUP/Kesehatan Reproduksi Remaja

Kelompok remaja dapat dijadikan wahana untuk terus memberikan
pengertian dan pemahaman tentang kesehatan reproduksi remaja, sehingga
sejak dini remaja sudah mendapatkan pemahaman yang benar terkait
berbagai hal, diantaranya bahayanya perkawinan usia dini, pergaulan bebas
yang berakibat hamil di luar nikah, dan sebagainya.

Tabel II-62 Jumlah Kelompok Kesehatan Reproduksi Remaja

No Uraian 2020 2021
1. Jumlah PIK R/M Tumbuh 22 22
2. Jumlah PIK R/M Tegak 0 0
3. Jumlah PIK R/M Tegar 0 0
Jumlah 21 22

Sumber: DP3APPKB Kota Cirebon, 2022

H.6 Cakupan Remaja/Mahasiswa Dalam Pusat Informasi Dan Konseling

Keberadaan Pusat Informasi dan Konseling (PIK) remaja/mahasiswa di
setiap kecamatan perlu terus dikembangkan baik jumlah maupun
kualitasnya, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi upaya peningkatan
derajat kesehatan masyarakat. Dengan adanya PIK di setiap Kecamatan,
secara dini remaja dapat memperoleh informasi terkait kesehatan reproduksi
dan pembangunan keluarga sejahtera

Tabel II-63 Cakupan Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa

No. Uraian 2020 2021
1. Jumlah PIK R/M 22 22
2. Jumlah kecamatan 5 5
3 Cakupan 4,40 4,40

Sumber: DPBAPPKB Kota Cirebon, 2022

[. Perhubungan

Pertumbuhan sektor transportasi akan LPE secara langsung, sehingga
transportasi mempunyai peranan yang penting dan strategis, baik secara
makro maupun mikro. Keberhasilan sektor transportasi secara makro dapat
terlihat dari sumbangan nilai tambahnya dalam pembentukan PDRB, dampak
ganda (multiplier effect) yang ditimbulkannya terhadap pertumbuhan sektor-
sektor lain dan kemampuannya meredam laju inflasi melalui kelancaran
distribusi barang dan jasa. Oleh karenanya ketersediaan infrastruktur
transportasi yang handal dan memadai merupakan hal yang sangat penting
untuk diupayakan guna meningkatkan perekonomian masyarakat.

Tabel 1I-64 Gambaran Perhubungan Kota Cirebon

No Uraian Satuan 2020 | 2021
1. |Jumlah arus penumpang angkutan umum Orang - -
2. |Rasio ijin trayek Nilai 90 -
3. |Jumlah uji KIR angkutan umum Kendaraa | 9935 | 9049
n
4. |Jumlah Pelabuhan Laut Unit 2 2
5. [Jumlah Pelabuhan Udara Unit 1 1
6. [Jumlah Pelabuhan Terminal Bis Unit 1 1
7. |Persentase layanan angkutan darat Persen 100 100
8. |Persentase kepemilikan KIR angkutan umum Persen 100 100
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No Uraian Satuan 2020 | 2021
9. |Pemasangan Rambu-rambu Persen 87 91
10. |Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan Nilai - -
11. [Jumlah orang yang terangkut angkutan umum Orang -
12. |Jumlah barang yang terangkut angkutan umum Kg - -
13. |Jumlah orang melalui dermaga/bandara/ terminal Orang |119074 -
per tahun
14. |Jumlah barang melalui dermaga/bandara/ Kg - -
terminal per tahun

Sumber: Dishub Kota Cirebon 2021

[.1 Jumlah Terminal, Bandara Dan Pelabuhan

Sebagai daerah yang sedang berkembang dan telah ditetapkan sebagai
Pusat Kegiatan Nasional (PKN) di Jawa Barat bagian timur, Kota Cirebon telah
dilengkapi dengan sarana perhubungan yang baik, yaitu 1 (satu) terminal, 1
(satu) bandara, 1 (satu) pelabuhan laut dan 2 (dua )stasiun kereta api.

Transportasi baik darat (terminal, stasiun Kereta Api), Bandara
Cakrabhuana Penggung dan pelabuhan laut. Sebagai daerah transit
kendaraan bus antar provinsi (AKAP) dan bus antar kabupaten/kota di
wilayah Ciayumajakuning, Kota Cirebon dilengkapi dengan sebuah terminal
bus Harjamukti, dimana pada akhir tahun 2019 pengelolaannya menjadi
kewenangan pemerintah pusat. Selain itu terdapat pula terminal elf yang
menghubungkan antara Kota Cirebon dengan kabupaten sekitar. Moda
transpotasi darat lainnya di Kota Cirebon yaitu Kereta Api melalui Stasiun
Kejaksan dan Stasiun Parujakan yang menghubungkan Cirebon ke arah
Barat, Timur dan Selatan Jawa.

[.2 Tingkat Ketersediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan Kota

Cakupan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan dalam
lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan setiap tahunnya.
Ketersediaan fasilitas transportasi sangat penting dalam upaya menciptakan
kawasan tertib berlalu lintas yang harus dipatuhi oleh setiap pengguna,
sehingga diharapkan dapat mengurangi pelanggaran berlalu lintas dan
mengurangi angka kecelakaan.

Tabel II-65 Tingkat Ketersediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan Kota Cirebon

Uraian Sartlua 2021 2022120231 2024 Keterangan

1. Pelayanan Transportasi

1.1 Fasilitas Pendukung Keselamatan . 1 1 1
. Unit 1

(Pengujian, dll.)
2. Fasilitas Perlengkapan
Jalan (halte, trotoar)

2.1 Jalur Sepeda Unit 1 1 1 1 |Jl Siliwangi

2.2 Tempat Penyeberangan Pejalan Kaki Lokas - - -

(JPO) i )

2.3 Tempat Penyeberangan Pejalan Kaki Lol.ias 45 45 45 45 Persimpangan Traffic Light

(Zebra Cross) i

JI. Pemuda, Jl. Kartini, Jl.

Lok
2.4 ZOSS Oias 7 7 | 7 | 7 |siliwangi, JL. Pilang, Jl.
Veteran, J1. Majasem
2.5 Marka jalan lain SZim 18 18 18 18 m?
2.6 Halte Unit 20 23 23 23
2.7 Perambuan Unit 1’23 1008|1007/ 1007
2.8 Jaringan Pelayanan Angkutan Unit 10 10 9 7 |trayek
2.9 RPPJ Unit | 78 78 50 50
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Uraian Saltlua 2021 20222023 | 2024 Keterangan
2.10 Pagar Pengaman Unit 1 1 1 1 |Tikungan Samadikun
2.11 Traffic Light Unit 31 31 31 31 |JL Provinsi, Kota, Nasional
2.12 Warning Light Unit 27 27 27 27 | Jl. Provinsi, Kota, Nasional
2.13 ATCS Unit 9 11 11 11 |CCTV
2.14 Pelayanan Angkutan Unit | 979 | 499 | 261 | 241 | Angkutan

8,04 | 8044 | 8044 | 8054

2.15 Penerangan Jalan Lingkungan Titik ’4

Sumber: Open Data Kota Cirebon 2025

[.3 Jumlah Kendaraan Bermotor

Tabel berikut menggambarkan perkembangan jumlah kendaraan
bermotor di Kota Cirebon yang berkontribusi terhadap pendapatan dari pajak
kendaraan kepada Kota Cirebon.

Tabel II-66 Jumlah Kendaraan Bermotor di Kota Cirebon Menurut Jenisnya

No. | Jenis Kendaraan | 2021 2022 2023 2024

1. Mobil 20.501 | 29.964 | 30.460 | 30.541
Penumpang

2. Bus 415 411 418 434

3. Truk 12.540 | 12.426 | 12.363 | 12.076

4. | Sepeda Motor | 130.628 | 130.009 | 130.647 | 130.179

Sumber: Open Data Data 2025
Dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah kendaraan bermotor roda dua di

Kota Cirebon mendominasi dengan jumlah terbesar yang disusul oleh mobil
penumpang dan jumlah bus adalah yang terkecil.

[.4 Pemeriksaan Kelayakan Kendaraan Angkutan Umum Di Pengujian

Kendaraan Bermotor

Dalam upaya mengawasi dan memastikan kelayakan angkutan umum
dan angkutan barang laik jalan, maka dilakukan pengujian kendaraan
bermotor setiap 6 (enam) bulan sekali oleh UPTD Pengujian Kendaraan
Bermotor. Pemeriksaan dimaksudkan untuk memeriksa emisi gas buang
(smoke tester/ COCHC) dan kebisingan (noise tester) yang merupakan salah
satu laik jalan kendaraan bermotor.

J. Komunikasi Dan Informatika

Ketersediaan dan keterbukaan informasi menjadi syarat mutlak
pelaksanaan pemerintahan yang baik. Dengan keterbukaan informasi
masyarakat bisa dengan mudah mengakses kebutuhan akan informasi yang
dinyatakan dengan . Jaminan akan keterbukaan informasi semakin
dikuatkan dengan adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik. Dalam UU tersebut dengan tegas disebutkan
bahwa semua orang mempunyai hak untuk mengakses dan mendapatkan
informasi publik yang tidak dikecualikan. Untuk mengawal pelaksanaan UU
tersebut, maka pemerintah pusat sampai daerah diperlukan Komisi Informasi
dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang dibantu
Sekretaris Perangkat Daerah di Kota Cirebon.

Tuntutan pelayanan bidang komunikasi dan Informasi semakin
meningkat seiring dengan perkembangan jaman dan teknologi komunikasi
dan informasi yang ada. Semakin meningkatnya kemampuan masyarakat
luas dalam penguasaan teknologi komunikasi dan informasi harus diimbangi
oleh pemerintah daerah sebagai aktor utama pelaksana pembangunan. Untuk
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memudahkan komunikasi antar pemerintah dengan masyarakat Kota Cirebon
telah memiliki website resmi yang dikelola oleh pemerintah daerah.

J.1 Ketersediaan Website Milik Pemerintah Daerah

Sarana/prasarana komunikasi dan informatika saat ini telah
berkembang dengan pesat dan telah merevolusi cara hidup manusia, baik
cara berkomunikasi, cara belajar, cara bekerja, cara berbisnis dan
lain sebagainya. Dengan teknologi komunikasi dan informasi segala aktivitas
manusia dapat dilakukan melalui cara baru, inovatif, instan, transparan,
akurat, tepat waktu, dan efektif. Selain itu, semua proses pelaksanaan
kegiatan serta konten dapat ditransformasikan dari fisik dan statis menjadi
digital, mobile, virtual serta personal, dengan demikian kinerja lebih cepat dan
meningkat.

Teknologi informasi dapat digunakan untuk mengolah data, termasuk
memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data
dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu
informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang dapat digunakan untuk
berbagai kepentingan dan merupakan informasi yang strategis untuk
pengambilan keputusan.

J.2 Penerapan Kota Cerdas (Smart City)

Smart city adalah konsep tata kelola kota yang disusun secara cerdas
untuk menyelesaikan setiap persoalan atau masalah yang dihadapi
masyarakat. Hal tersebut dilakukan melalui pengelolaan sumber daya dan
komunitas yang ada, yang diwujudkan dalam strategi penyelesaian masalah,
pelayanan publik dan penciptaan situasi dan kondisi kota yang sejahtera dan
nyaman. Elemen-elemen Smart City terdiri dari Smart Governance, Smart
Branding, Smart Ekonomi, Smart Living, Smart Society dan Smart Environment.

Dalam upaya menuju Cirebon Smart City, Pemerintah Daerah Kota
Cirebon telah mengembangkan beberapa aplikasi untuk mewujudkan Kota
Cirebon sebagai Smart City walaupun belum digunakan secara optimal.

K. Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

K.1 Persentase Koperasi Aktif

Jumlah Koperasi aktif di Kota Cirebon tahun 2019 sebanyak 247 unit
koperasi dengan anggota aktif sebanyak 36.899 orang. Angka tersebut
meningkat dari tahun sebelumnya yang tercatat sebanyak 240 unit koperasi
aktif dengan jumlah anggota sebanyak 36.899 orang.

Tabel 1I-67Persentase Koperasi Aktif di Kota Cirebon

Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah
Uraian Koperasi Koperasi Koperasi Koperasi
Produksi Konsumsi Simpan Pinjam | Serba Usaha
1. Jumlah Dibantu Pemerintah
1.1 Jumlah Koperasi Aktif
1.1.1 Kejaksan 0 0 0 0
1.1.2 Lemahwungkuk 0 0 0 0
1.1.3 Harjamukti 0 0 0 0
1.1.4 Pekalipan 0 0 0 0
1.1.5 Kesambi 0 0 0 0
1.2 Jumlah Koperasi Tidak Aktif
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Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah
Uraian Koperasi Koperasi Koperasi Koperasi
Produksi Konsumsi Simpan Pinjam | Serba Usaha

1.2.1 Kejaksan 0 0 0 0
1.2.2 Lemahwungkuk 0 0 0 0
1.2.3 Harjamukti 0 0 0 0
1.2.4 Pekalipan 0 0 0 0
1.2.5 Kesambi 0 0 0 0

2. Jumlah Kepemilikan Mandiri

2.1 Jumlah Koperasi Aktif 7 224 25 224
2.1.1 Kejaksan 1 60 6 60
2.1.2 Lemahwungkuk 2 36 4 36
2.1.3 Harjamukti 2 43 4 43
2.1.4 Pekalipan 1 8 3 8
2.1.5 Kesambi 1 77 8 77
2.2 Jumlah Koperasi Tidak Aktif 5 131 2 131
2.2.1 Kejaksan 1 12 0 12
2.2.2 Lemahwungkuk 0 27 1 27
2.2.3 Harjamukti 3 41 1 41
2.2.4 Pekalipan 1 8 0 8
2.2.5 Kesambi 0 43 0 43

Sumber: Open Data Kota Cirebon, 2021

K.2 Usaha Mikro Dan Kecil

Usaha mikro kecil dan menengah merupakan jenis usaha yang cukup
menggeliat akhir-akhir ini. Dukungan pemerintah pada usaha ini juga cukup
besar. Usaha mikro dan menengah (UMKM) merupakan “Kegiatan ekonomi
kerakyatan yang berskala kecil, dengan bidang yang mayoritas dalam skala
kecil, sehingga perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan yang tidak
sehat”. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pada
dasarnya UMKM adalah usaha kecil yang dimiliki oleh perseorangan atau
kelompok perorangan.

Tabel II-68 Jumlah Usaha Mikro dan Kecil di Kota Cirebon

. Bidan Bidan . Bidan Bidan Bidan
No Uraian B1d.a 18 Fashi§ Pendidigk Bldang Agrobisgn Teknologgi Lainr;
Kuliner Otomotif .
n an is Internet a

A. |Jumlah Usaha Mikro

1. |Kejaksan 511 4 0 0 0 0 71
2. | Lemahwungkuk 190 4 0 0 1 2 48
3. |Harjamukti 291 42 0 0 10 6 199
4. | Pekalipan 137 7 0 0 5 2 117
5. | Kesambi 182 13 0 0 1 1 194
B. |Jumlah Usaha Kecil

1. |Kejaksan 0 0 0 0 0 0 0
2. | Lemahwungkuk 0 0 0 0 0 0 0
3. |Harjamukti 0 0 0 0 0 0 0
4. |Pekalipan 0 0 0 0 0 0 0
5. |Kesambi 0 0 0 0 0 0 0
C. |Jumlah Usaha Menengah

1. |Kejaksan 0 0 0 0 0 0 0
2. | Lemahwungkuk 0 0 0 0 0 0 0
3. |Harjamukti 0 0 0 0 0 0 0
4. | Pekalipan 0 0 0 0 0 0 0
5. |Kesambi 0 0 0 0 0 0 0

Sumber: Open Data Kota Cirebon, 2021

L. Penanaman Modal

Nilai investasi yang masuk di Kota Cirebon hingga tahun 2021
mengalami perkembangan yang fluktuatif, hal ini menunjukkan bahwa iklim
investasi di Kota Cirebon belum stabil.
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Pada tahun 2021 jumlah investor (PMDN)/PMA) yang ada di Kota Cirebon
melalui pelayanan PMPTSP sebanyak 3.836 investor (11 PMA dan 3.825
PMDN. Berkembangnya jumlah investor akan berbanding lurus dengan
peningkatan investasi. Nilai investasi tahun 2021 meningkat menjadi
Rp.5.419.419.000.000 meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya
mencapai Rp.454.970.000.000, sedangkan Jumlah nilai investasi berskala
internasional mencapai Rp.109.367.000.000

M. Kepemudaan Dan Olahraga

Gambaran kinerja kepemudaan dan olahraga dapat dilihat dari jumlah
pemuda yang mendapat latihan kepemimpinan, pelatihan kewirausahaan,
jumlah atlet yang dibina per tahun dari 12 cabang olahraga, dan kelompok
olahraga yang berkembang di masyarakat.

Berdasarkan data di atas, Jumlah terbanyak pemuda yang mendapat
pelatihan kepemimpinan terjadi pada tahun 2020 yaitu sebanyak 32 orang,
namun pada tahun selanjutnya mengalami stagnasi tetap 32 orang. Begitu
juga pada kategori pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan terjadi
pada tahun 2020 sebanyak 30 orang. pada tahun 2021 mengalami stagnasi
tetap jadi 30 orang.

Pada bidang olahraga, Kota Cirebon memiliki 34 Cabang olahraga,
detailnya pada tabel di bawah ini.

Tabel 1I-69 Jumlah Kelompok Olahraga per Cabang Olahraga di Kota Cirebon

No. Cabang Olahraga 2020 | 2021
1. Bola Voli 5 5
2. Bola Basket 10 11
3. Sepak Bola 12 12
4. Futsal 15 15
S. Sepak Takraw 1 1
6. Tenis 3 3
7. Tenis Meja 8 8
8. Bulu Tangkis 5 5
9. Billiard 6 6
10. Bowling 1 1
11. Renang 10 10
12. Tinju/Beladiri 2 2
13. Sepeda 5 5
14. Binaraga 1 1
15. Panahan 5 5
16. Gulat 5 5
17. Soft Ball 6 6
18. Base Ball 2 2
19. Tarung Derajat 1 1

20. Judo 1 1

21. Taekwondo 6 6

22. Pencak Silat 20 20

23. |Olahraga Tradisional 1 1

24. Aeromodelling 1 1

25. Selam 1 1

26. Atletik 2 2

27. Senam 2 2

28. Catur 7 7

29. Panjat Tebing 2 2
30. Muangthai 1 1
31. IMI 1 1
32. Drumband 5 5
33. Persirosi (Sepatu 1 1
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No. Cabang Olahraga | 2020 | 2021
Roda)
34. Golf 1 1
Sumber: Open Data Kota Cirebon, 2021

N. Kebudayaan

Pemerintah Daerah Kota Cirebon terus berupaya mewujudkan
pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan daerah untuk
tetap hidup dan tumbuh di tengah arus globalisasi. Upaya yang dilakukan
menginventarisir budaya-budaya Cirebon dengan menyelenggarakan event-
event budaya Cirebon sebagai ajang promosi untuk memperkenalkan
kebudayaan Cirebon di tingkat Regional, Nasional dan Internasional. Ajang
Promosi yang dilakukan adalah penampilan kesenian, festival budaya, event
budaya dan pawai budaya. Pemerintah Daerah juga melakukan pendataan
benda, situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan.

Tabel II-70 Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya di Kota Cirebon

Jenis Cagar Budaya 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Bangunan cagar budaya 34 45 45 28 28
Milik Benda cagar budaya 0 279 279 279 279
Pemerintah | Kawasan cagar budaya 0 6 0 2 2
Daerah | Situs cagar budaya 0 6 6 27 27
Struktur cagar budaya 1 22 22 1 1
Bangunan cagar budaya 41 1 1 30 30
Milik Benda cagar budaya 279 30 30 30 30
Swasta Kawasan cagar budaya 5 0 6
Situs cagar budaya 9 0 0 1 1
Struktur cagar budaya 14 0 0 0 0

Sumber: Open Data Kota Cirebon, 2025
Sektor Seni dan Budaya sangat berpotensi untuk meningkatkan daya
Tarik wisata terutama di bidang kebudayaan. Berkaitan dengan Kegiatan
Kebudayaan di Kota Cirebon, Jumlah Gedung Kesenian terdapat 1 unit,
dengan 197 Sanggar Seni pada tahun 2021, sedangkan Jumlah
penyelenggaraan festival seni dan budaya 1 kali dalam setahun.

O. Statistik

Indikator kinerja urusan statistik dapat dilihat dari ketersediaan data
dan informasi pembangunan yang diperlukan untuk penyusunan
perencanaan pembangunan daerah berbasis data dan informasi.

Tabel II-71 Ketersediaan Data Kebutuhan Perencanaan Pembangunan di Kota

Cirebon
No. Uraian 2020 2021
1. Buku Kota Cirebon Dalam Angka Ada Ada
2. Buku Profil Kota Cirebon Ada Ada
3. Buku Statistik Daerah Kota Cirebon Ada Ada
4. Buku PDRB Kota Cirebon Ada Ada
S. Buku IPM Kota Cirebon Ada Ada
6 Buku Indeks Pembangunan dan Pemberdayaan Tidak Tidak
’ Gender Kota Cirebon ada ada
7. | Buku Indeks Kebahagiaan Penduduk Kota Cirebon Tidak Tidak
Ada Ada
. Data Kemiskinan Kota Cirebon Ada Ada
9. Buku Indikator Makro Kota Cirebon Ada Ada
10. Buku Profil Kesehatan Kota Cirebon Ada Ada
11. Buku Profil Pendidikan Kota Cirebon Ada Ada
12. Buku Profil Perkemba.ngan Kependudukan Kota Ada Ada
Cirebon
13. Buku Perencanaan Tenaga Kerja Daerah Kota Ada Ada
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| l Cirebon l | |
Sumber: Berbagai Perangkat Daerah Kota Cirebon, 2021

P. Perpustakaan

P.1 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun

Pemerintah Daerah Kota Cirebon memiliki 1 (satu) Perpustakaan Daerah
sebagai sarana tempat belajar bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat
umum.

Tabel II-72 Jumlah Pengunjung Perpustakaan di Kota Cirebon

No Kategori Pengunjung Perpustakaan 2020 2021
1. |Jumlah Pengunjung Perpustakaan Umum (orang) | 71.749 6.612
Jumlah Pengunjung Perpustakaan Khusus
(orang)

2. 250 1.451

Jumlah Pengunjung Perpustakaan Sekolah

3 (orang)

91.500 n.a

Jumlah Pengunjung Perpustakaan Perguruan

+ Tinggi (orang)

10.950 n.a

Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun

S (orang)

174.449 | 8.063

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Cirebon, 2022
jumlah pengunjung perpustakaan mengalami penurunan pada masa
pandemi Covid-19 karena terjadi pembatasan pergerakan masyarakat.

Faktor yang turut mendongkrak meningkatnya minat baca masyarakat
adalah gencarnya pembentukan kelompok-kelompok “Literasi” di masyarakat,
sehingga terbentuk komunitas “Gelem Maca” di Kota Cirebon. Bahkan Wakil
Wali Kota Cirebon telah diangkat dan ditetapkan sebagai “Bunda Literasi”.

Q. Kearsipan

Dalam upaya penataan dan pengelolaan arsip secara baku dan
profesional, Pemerintah Daerah Kota Cirebon melalui Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Daerah sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya telah
melaksanakan berbagai program dan kegiatan dengan hasil sebagaimana
terlihat pada tabel berikut.

Tabel II-73 Persentase Pengelolaan Arsip Secara Baku di Kota Cirebon

No Uraian 2020 2021

1. |Jumlah Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip secara Baku 18 18
(PD)

2. |Jumlah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah 31 32
Kota Cirebon (PD)

3. |Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip secara Baku 58,06 56,25
(%)

4. |Jumlah arsip vital dan arsip statis 12.894 15.657

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Cirebon, 2022
2.1.3.3 Layanan Urusan Pilihan

A. Kelautan Dan Perikanan

Pola pengembangan perikanan di Kota Cirebon adalah perikanan darat
dan perikanan laut. Keberadaan Rumah Tangga Perikanan dengan berbagai
investasinya di Kota Cirebon merupakan potensi sumberdaya perikanan yang
sangat dominan dan sebagai penentu dalam pelaksanaan program
pengembangan usaha produksi perikanan tangkap dan produksi perikanan
budidaya. Pemerintah Daerah Kota Cirebon senantiasa menjaga stabilitas,
tekad, gairah dan semangat untuk berusaha, serta keterampilan penerapan
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teknologi rumah tangga yang ada dan pengembangannya bagi nelayan dan

keluarganya.
Tabel II-74 Produksi Perikanan di Kota Cirebon
Produksi Produksi Perikanan Produksi
No. | Tahun Perikanan Tangkap di Perairan Perikanan
Tangkap (Ton) Umum (Ton) Budidaya (Ton)
1. 2015 4.216,18 0 323,18
2. 2016 2.477,41 0 355,86
3. 2017 5.172,00 0 316,68
4. 2018 3.397 0 162
5. 2019 6.821 0 180,29
6 2020 6.003,475 0 206

Sumber: Open Data Kota Cirebon, 2021
B. Pariwisata

B.1 Kunjungan Wisata

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan daerah dari
sektor pariwisata adalah jumlah kunjungan wisatawan. Kota Cirebon sebagai
kota yang memiliki keanekaragaman budaya mempunyai kesempatan untuk
menjual atraksi budayanya kepada wisatawan baik wisatawan mancanegara
maupun nusantara. Tinggi rendahnya kunjungan wisatawan ke suatu daerah
akan mendatangkan penerimaan bagi daerah yang dikunjunginya, tidak
hanya bagi Pemerintah Daerah, tetapi juga bagi kehidupan ekonomi
masyarakat di sekitar lokasi wisata.

Dengan adanya wabah pandemi Covid-19 yang melanda seluruh
Indonesia, termasuk Kota Cirebon memberikan dampak yang sangat besar
terhadap berbagai sektor perekonomian, termasuk kunjungan wisatawan ke
Kota Cirebon mengalami penurunan drastis. Berdasarkan data yang ada, dari
target yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Cirebon tahun 2018-2023
sebanyak 2,1 juta kunjungan wisatawan pada tahun 2020, and terealisasi
sebesar 46,57%. Penurunan jumlah kunjungan wisatawan ini di luar prediksi,
mengingat dalam masa pandemi Covid-19 telah diberlakukan pembatasan-
pembatasan pergerakan dan mobilitas penduduk untuk memutus rantai
penyebaran dan penularan virus Covid-19.

Tabel II-75 Jumlah Wisatawan Domestik dan Mancanegara di Kota Cirebon

No. Indikator 2020 2021
1. Jumlah Wisatawan 970.585 3.611.069
Domestik
9. Jumlah Wisatawan 51.585 53126
Mancanegara
Total 1.022.170 3.669.195

Sumber: BPS Kota Cirebon, 2021

B.2 Kontribusi Pariwisata Terhadap PDRB

Kedatangan wisatawan mancanegara maupun domestik pada suatu
objek wisata akan meningkatkan pendapatan daerah. Konsumsi wisatawan
cenderung akan meningkatkan output barang dan upah di sektor yang
menjual barang maupun jasa kepada wisatawan. Konsumsi wisatawan akan
menciptakan permintaan baik barang maupun jasa yang pada akhirnya akan
menimbulkan kegiatan produksi baik barang maupun jasa yang secara
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otomatis akan memberikan nilai tambah kepada pendapatan regional
khususnya PDRB di suatu daerah.

Kota Cirebon memiliki destinasi wisata yang cukup terkenal, terutama
dengan adanya Keraton Kasepuhan, Keraton Kanoman, Keraton Kacirebonan,
Keraton Kaprabonan, Situs Gua Sunyaragi, dan lain-lain. Berbagai upaya
dilakukan oleh pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan untuk
meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kota Cirebon. Salah satu usaha yang
dilakukan adalah dengan melakukan event-event, promosi wisata, penyediaan
sarana dan prasarana wisata, sehingga wisatawan dapat lebih mengenal objek
wisata yang ada di Kota Cirebon dan tertarik untuk berkunjung.

Dengan terus meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke Kota
Cirebon tersebut, sudah barang tentu akan membawa dampak yang positif
terhadap perekonomian Kota Cirebon seperti yang ditunjukkan kontribusi
sektor wisata yang selalu meningkat setiap tahunnya. Untuk itu, bagi
pengambil kebijakan dan para pelaku penyedia jasa pariwisata baik yang
dilakukan oleh pemerintah daerah maupun swasta harus tetap bisa
menjalankan fungsinya masing-masing, agar setiap wisatawan yang datang
ke Kota Cirebon tetap merasa nyaman.

C. Pertanian

Kota Cirebon sebagai salah satu kota dari 27 kabupaten/kota di Jawa
Barat yang mengalami LPE dan LPP karena migrasi yang cukup cepat.
Pertumbuhan ini mengakibatkan luas lahan produktif pertanian setiap
tahunnya menurun. Penurunan ini disebabkan beralih fungsinya lahan
sawah menjadi daerah pemukiman dan lahan usaha. Meskipun demikian,
adanya teknologi pertanian yang lebih maju seperti dalam bibit unggul dan
pupuk menyebabkan produksi pertanian tetap meningkat meskipun luas
lahan pertanian berkurang.

Meskipun Kota Cirebon telah memfokuskan pengembangan
perekonomian di sektor perdagangan dan jasa, namun pengembangan di
sektor pertanian masih terus dilakukan. Karena beberapa wilayah di Kota
Cirebon masih dimungkinkan untuk mengembangkan sektor pertanian.

D. Energi Dan Sumber Daya Mineral

D.1 Rumah Tangga Pengguna Listrik

Sebagai sumber penerangan dan energi di sektor rumah tangga, bisnis
dan industri, listrik memegang peranan yang sangat vital. Tahun 2020
pelanggan rumah tangga mendominasi sebagai pengguna energi listrik
terbesar dengan jumlah 105.349 Pelanggan. Daya terpasang untuk
mencukupi kebutuhan masyarakat terhadap listrik sebesar 125,42 MW yang
kemudian terjual sebesar 157.305,14 MWh dengan anggaran sebesar
114.507,31 M.

D.2 Pelanggan Gas Kota Cirebon
Jumlah pelanggan gas di Kota Cirebon tahun 2020 mengalami
peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2015 rumah tangga

90




— Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2026

pengguna gas alam sebanyak 15.957 pelanggan meningkat di tahun 2020
menjadi 28.968 pelanggan. Pada tahun 2019 Pemerintah telah membangun
jaringan gas untuk 3.503 sambungan rumah (SR) di wilayah Kecamatan
Harjamukti, yaitu di wilayah Suket Duwur, Surapandan, Kedung Krisik serta
penetrasi di Kelurahan Argasunya, Kalijaga dan Harjamukti, sehingga sampai
dengan akhir tahun 2020 rumah tangga pelanggan gas sudah mencapai
28.968 rumah tangga. Peningkatan tersebut sejalan dengan program
pemerintah meningkatkan penyaluran pemanfaatan gas bumi untuk rumah
tangga.

E. Perdagangan

Dalam menghadapi era globalisasi perdagangan bebas, kemandirian
daerah dalam mengelola pembangunan perlu mendapat perhatian. Dalam
teori basis ekonomi (Economics Bases Theory) mendasarkan pandangannya
bahwa LPE suatu wilayah ditentukan oleh besarnya peningkatan ekspor dari
wilayah tersebut. Ekspor non migas merupakan penyumbang devisa dan telah
membawa dampak kemajuan daerah terutama tingkat kesejahteraan
masyarakatnya. Berdasarkan data dari Dinas Perdagangan, Koperasi, dan
UKM Kota Cirebon, nilai ekspor non migas Kota Cirebon pada tahun 2018
mencapai Rp139.328.550.000,00 dan pada tahun 2019 mengalami
penurunan menjadi Rp117.617.868.394,00. Ekspor yang terbanyak ke Negara
tujuan Jepang, USA, China dan komoditi masih didominasi Rotan, Kayu dan
handicraft. Tahun 2020 sebesar 118,781,778,306, sedangkan di Tahun 2021
sebesar 25,062,934,785.

Sedangkan dari sisi kontribusi terhadap perekonomian, urusan sektor
perdagangan terhadap perekonomian di Kota Cirebon cukup signifikan.
Sektor perdagangan bersama dengan sektor transportasi dan pergudangan,
sektor industri pengolahan, konstruksi, dan jasa keuangan merupakan sektor
yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian di Kota Cirebon.
Meskipun demikian, kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian
Kota Cirebon dalam lima tahun terakhir kondisinya semakin menurun. Pada
tahun 2015 kontribusi sektor perdagangan mencapai 31,84% dari total PDRB,
namun pada tahun 2020 kontribusinya turun menjadi 29,73%.

Selain penyediaan pasar, untuk mendukung sektor perdagangan, juga
dilakukan penataan terhadap kawasan perdagangan kaki lima dan
pembinaan terhadap para pedagang. Jumlah kawasan perdagangan kaki lima
yang ditata sebanyak 2 (dua) lokasi. Sedangkan pembinaan terhadap
pedagang dilakukan kepada pedagang formal dan informal.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka menjaga
kondusif tas sektor perdagangan adalah dengan melakukan pengawasan
terhadap pasar; pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan
pengawasan; pemantauan ketersediaan harga, pasokan, akses pangan
dikumpulkan secara rutin; dan upaya perlindungan terhadap konsumen.

F. Perindustrian
PDRB menggambarkan tingkat kegiatan perekonomian suatu daerah
baik yang dilakukan oleh masyarakat, swasta maupun pemerintah dalam
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suatu periode tertentu (biasanya satu tahun). Seluruh hasil produksi atau
output yang diciptakan oleh suatu daerah tercatat dalam PDRB, sehingga
secara tidak langsung dapat digunakan sebagai indikator menilai hasil
kegiatan pembangunan daerah. Dari hasil PDRB dapat dilihat perkembangan
sektor yang menjadi komponen struktur ekonomi.

Perkembangan industrialisasi di Kota Cirebon didominasi oleh industri
pengolahan (makanan olahan). Berdasarkan tabel menunjukkan bahwa
kontribusi sektor industri Kota Cirebon mulai periode tahun 2015 sampai
2020 terhadap PDRB mengalami perlambatan dari 10,55% menjadi 10,21% di
tahun 2020.

2.1.3.4 Unsur Pendukung Pemerintahan

A. Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah Kota Cirebon merupakan salah satu organisasi
perangkat daerah yang termasuk pada kelompok urusan penunjang
pemerintahan. Sekretariat Daerah memiliki fungsi penyusunan kebijakan
pemerintahan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan
lembaga teknis daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijaksanaan
pemerintah daerah, pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah
dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas
dan fungsinya. Untuk menjalankan tugas tersebut, Sekretariat Daerah Kota
Cirebon didukung oleh 9 bagian, yang meliputi: 1) Bagian Administrasi
Pemerintahan Umum, 2) Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, 3) Bagian
Hukum dan Hak Azasi manusia, 4) Bagian Administrasi Pembangunan, J5)
Bagian Administrasi Perekonomian, 6) Bagian Administrasi Pengadaan
Barang dan Jasa, 7) Bagian Umum, 8) Bagian Organisasi dan Pendayagunaan
Aparatur Daerah, dan 9) Bagian Keuangan dan Perlengkapan.

Dari beberapa indikator yang ditetapkan, dapat diketahui bahwa
perkembangannya selalu meningkat dari tahun ke tahun. Walaupun nilai
AKIP Kota Cirebon pada tahun 2017 sudah mendapatkan nilai BB namun
masih perlu terus ditingkatkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan
yang baik.

2.1.3.5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

A. Perencanaan
Seluruh dokumen perencanaan di Kota Cirebon tergambar secara rinci
dalam tabel berikut.

Tabel 1I-76 Regulasi Dokumen Perencanaan Daerah Kota Cirebon

Penetapan

No. Jenis Dokumen Perencanaan
Peraturan Daerah Peraturan Wali Kota

Perda Nomor 9 Tahun
2008
Perda Nomor 8 Tahun
2024
a. RPJMD Kota Cirebon Tahun Perda Nomor 7 Tahun
2018-2023 2021
b. RPJMD P Kota Cirebon Tahun Perda Nomor 5 Tahun

1. |a. RPJPD Kota Cirebon 2002-2023

b. RPJPD Kota Cirebon 2025-2045
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. Penetapan
No. Jenis Dokumen Perencanaan Peraturan Daerah Peraturan Wali Kota

2018-2023 2019

c. RPD Kota Cirebon Tahun 2024- Perwal Nomor 44 Tahun

2026 2023

RKPD Kota Cirebon:

a. RKPD Tahun 2015 } Perwal Nomor 13 Tahun
2014

b. RKPD Tahun 2016 ) Perwal Nomor 28 Tahun
2014

. RKPD Tahun 2017 ) Perwal Nomor 18 Tahun
2016

d. RKPD Tahun 2018 ) Perwal Nomor 22 Tahun
2017

e. RKPD Tahun 2019 . Perwal Nomor 18 Tahun
2018

3.

f RKPD Tahun 2020 ) Perwal Nomor 21 Tahun

2019
Perwal Nomor 30 Tahun

g. RKPD Tahun 2021 2020

h. RKPD Tahun 2022 Perwal Nomor 57 Tahun
2021

i RKPD Tahun 2023 Perwal Nomor 26 Tahun
2022

. Perwal Nomor 57 Tahun

j. RKPD Tahun 2024 0023

k. RKPD Tahun 2025 Perwal NO;C;H Tahun

Sumber: JDIH Kota Cirebon, 2025

B. Keuangan

Di dalam mewujudkan Pemerintahan Daerah yang bersih, Pemerintah
Daerah Kota Cirebon telah mengambil beberapa strategi antara lain
akuntabilitas dan transparansi di berbagai bidang. Langkah strategis dan
inovasi di dalam mengakselerasi kinerja aparatur pemerintah pada tingkatan
paling tinggi sampai tingkatan paling rendah, perlu diupayakan dan
dilakukan yaitu melalui dukungan pengawasan yang solid dan dipercaya,
sehingga dapat tercipta akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan
daerah khususnya hasil pengawasan fungsional pemerintah serta sasaran
pembangunan.

C. Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan

Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Kota Cirebon,
maka peran Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional dan penempatan
aparatur berdasarkan “Sistem Merit” semakin penting. Kewenangan
pemerintah Kota Cirebon dalam manajemen kepegawaian daerah yaitu: (1)
melaksanakan pembinaan teknis dan (2) pelayanan administratif
kepegawaian sesuai peraturan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Roadmap Reformasi Birokrasi
secara Nasional. Pembinaan teknis administratif, meningkatkan kedisiplinan
ASN dalam rangka meningkatkan profesionalisme pegawai dalam
menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai pelayan publik (public servant).
Indikator kinerja dalam rangka mendorong peningkatan disiplin, tertib hukum
dan pelayanan aparatur kepada masyarakat dan dunia usaha secara
profesional.

Upaya peningkatan kapasitas sumberdaya ASN menjadi kewenangan
daerah dalam rangka peningkatan kepangkatan, pembinaan karir dengan
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mutasi jabatan, pendidikan dan pelatihan pegawai sesuai dengan pedoman
dan peraturan perundang-undangan, agar pelaksanaan tugas dapat berjalan
dengan baik. Upaya tersebut yaitu dengan meningkatkan pendidikan
formal/tugas belajar aparatur, mengikutsertakan aparatur dalam Diklatpim
untuk penyesuaian jabatan, menerapkan diklat Pra-jabatan bagi CPNS dan
melakukan diklat teknis fungsional.

Upaya peningkatan pembinaan dan pengembangan aparatur menjadi
kewajiban pemerintah daerah antara lain pengangkatan ASN, kenaikan
pangkat, pembinaan, pemindahan, dan pemberhentian ASN Daerah sesuai
Norma, Standar dan Prosedur (NSP) berdasarkan peraturan perundang-
undangan kepegawaian. Jumlah ASN di Kota Cirebon dalam kurun waktu
lima tahun terakhir terus mengalami penurunan. Untuk mengatasi
kesenjangan terhadap kebutuhan aparatur di Kota Cirebon, pengadaan
Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mulai dilaksanakan sejak
tahun 2022 sesuai kebijakan Pemerintah Pusat.

Tabel II-77 Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Cirebon

Kategori 2020 2021 2022 2023 2024
Golongan I 22 16 15 13 10
Golongan II 708 635 618 505 420
Golongan III | 2.925 | 2.767 2.671 2.577 2.497
Golongan IV 1.108 | 1.073 1.011 970 909

PPPK - - 173 562 1.251
Jumlah ASN 4.763 | 4.491 4.488 4.627 5.087

Sumber: Open Data Kota Cirebon, 2025
Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah Kota Cirebon juga
mendapatkan dukungan dari tenaga Non ASN berdasarkan 7 kategori:

Tabel II-78 Jumlah Non ASN Kota Cirebon

Kategori 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Pendidik 721 | 721 | 721 721 | 125
Kesehatan 602 | 602 602 | 602 17

Penyuluh/Pendamping 68 68 68 68 -

78 78 78 78
Kebersihan/Outsourcing

Keamanan 200 | 200 - - _
Lainnya 1.28 | 1.28 1 566 | 200 | -
3 3
1.1
Teknis - - - 6

295|295 | 1.66 | 1.66 | 1.30
2 2 9 9 3
Sumber: Open Data Kota Cirebon, 2025

Jumlah Non ASN

D. Penelitian Dan Pengembangan

Dalam upaya tersedianya hasil kelitbangan yang diimplementasikan dan
berkualitas, diperlukan keorganisasian Kelitbangan di Kota Cirebon.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 mengamanatkan
terbentuknya pengorganisasian Kelitbangan di kabupaten/kota yang terdiri
dari Majelis Pertimbangan Kelitbangan; Tim Pengendali Mutu Kelitbangan;
dan Tim Kelitbangan.

Hingga saat ini di Kota Cirebon telah terbentuk Tim Majelis
Pertimbangan, Tim Pengendali Mutu Kelitbangan dan Tim Kelitbangan yang
disahkan berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Cirebon. Tim Kelitbangan
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memiliki tugas yang lebih bersifat teknis yaitu melaksanakan Kelitbangan
sesuai dengan norma, metodologi, standar, prosedur, dan kriteria yang
ditetapkan serta melaporkan hasil pelaksanaan Kelitbangan secara berkala
kepada Bappelitbangda Kota Cirebon. Sedangkan majelis pertimbangan

kelitbangan dan tim pengendali

mutu kelitbangan diharapkan dapat

meningkatkan efektifitas pelaksanaan serta menjaga kualitas kegiatan

Kelitbangan dan pemanfaatan hasil-hasil Kelitbangan.

Tabel I1I-79 Daftar Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan

No Kegiatan penelitian dan pengembangan Tahun Pelaksana
1 Kajian Penyusunan Tugas Pokok dan Fungsi dalam Penataan 2017 Litbang Pemerintahan dan
" | Organisasi Perangkat Daerah di Kota Cirebon Kemasyarakatan
9 Kajian Pengaruh Kualitas Pelayanan Perizinan Terhadap 2017 Litbang Pemerintahan dan
" | Peningkatan Iklim Usaha di Kota Cirebon Kemasyarakatan
3 Kajian Penelitian dan Pengembangan di Pemerintah Kota 2017 Litbang Perkotaan dan Inovasi
" | Cirebon Daerah
4 Kajian Pengembangan Wilayah Kelurahan Argasunya Kecamatan 2017 Litbang Perkotaan dan Inovasi
" | Harjamukti Kota Cirebon Daerah
5 Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka 2018 Litbang Pemerintahan dan
" | Pendanaan Kemasyarakatan
6 Kajian Efektivitas Program Sosial Bantuan Walikota (BAWAL) 2018 Litbang Pemerintahan dan
" |kepada RW Terhadap Partisipasi Masyarakat Tahun 2018 Kemasyarakatan
7 Kajian Analisis Pelayanan Aparatur Pemungut Pajak Terhadap 2018 Litbang Pemerintahan dan
" | Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Cirebon Kemasyarakatan
Li P i h
8. | Kajian Profil Ekonomi Kreatif di Kota Cirebon 2018 itbang Pemerintahan dan
Kemasyarakatan
Li P i h
9. | Kajian Rencana Induk Kelitbangan Daerah Kota Cirebon 2018 itbang Pemerintahan dan
Kemasyarakatan
10 Kajian Study Kelayakan Pembuatan Embung di Kawasan 2018 Litbang Perkotaan dan Inovasi
‘| Argasunya Daerah
11 Kajian Pengembangan Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi 2019 Litbang Pemerintahan dan
‘| Masyarakat Kota Cirebon Kemasyarakatan
Kajian Pengembangan Destinasi Pariwisata Perlindungan dan
12 Pelestarian 2019 Litbang Pemerintahan dan
‘| Budaya Lokal dalam Rangka Meningkatkan Perekonomian Kota Kemasyarakatan
Cirebon
13 Kajian Analisis Dampak Sosial dan Ekonomi Kawasan 2019 Litbang Pemerintahan dan
‘| Pengembangan Kawasan Pariwisata Stadion Bima Kota Cirebon Kemasyarakatan
14 Kajian Alternatif Potensi Investasi pada Lahan Eks Galian C di 2019 Litbang Pemerintahan dan
‘| Argasunya Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon Kemasyarakatan
15 Implementasi Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi di 2019 Litbang Pemerintahan dan
‘| Kota Cirebon Kemasyarakatan
Kajian Pengaruh Persepsi Wisatawan Terhadap Keputusan Litbang Pemerintahan dan
16. . L . . 2019
Berkunjung ke Destinasi Pariwisata Kota Cirebon Kemasyarakatan
. . . Litb Perkot dan I i
17.|Kajian Kompetensi Sumber Daya Aparatur pada dinas PUPR 2019 ithang Terxotaan dan tnovasi
Daerah
Li Perk I i
18.|Kajian Penataan Sempadan Jalan 2019 itbang Perkotaan dan Inovasi
Daerah
Kajian Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tinggal Melalui Rumah Litbang Perkotaan dan Inovasi
19. . . 2019
Susun di Kota Cirebon Daerah
Kajian Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Litbang Pemerintahan dan
20. . . 2020
Pemberdayaan Industri Kreatif Kemasyarakatan
Kajian Pengelolaan dan Publikasi Hasil Kelitbangan Berbasis E- Litbang Pemerintahan dan
21. . 2020
Jurnal Kota Cirebon Kemasyarakatan
Kajian Dampak Sosial Ekonomi dan Efektifitas Penanganan Litbane Pemerintahan dan
21.|Program Sosial Ekonomi Dalam Masa Pandemic Covid-19 di Kota | 2020 &
. Kemasyarakatan
Cirebon
93 Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Cirebon 2020 Litbang Pemerintahan dan
‘| Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Kemasyarakatan
Kajian Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase di Kota Litbang Perkotaan dan Inovasi
24 .. 2020
Cirebon Daerah
25 Kajian Evaluasi Pengelolaan Sarana Prasarana Sampah Baik di 2020 Litbang Perkotaan dan Inovasi
‘| TPS maupun di TPA (Melakukan Partisipasi Masyarakat Dalam Daerah
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No Kegiatan penelitian dan pengembangan Tahun Pelaksana
Mengelola Sampah)
Kajian Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektifitas dan . .
L Perk I
26.| Efisiensi Kinerja PNS dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di 2020 itbang erDoe;c:ra;hdan novast
Pemerintahan Daerah Kota Cirebon
Publikasi Hasil Kelitbangan Berbasis e-Jurnal Kota Cirebon Litbang Pemerintahan dan
27. 2021
Tahun 2021 Kemasyarakatan
28.|Kajian Pemanfaatan Ruang Kawasan Pesisir Kota Cirebon 2021 Litbang Perkotaan dan Inovasi
Daerah
29.| Studi Kelayakan Sky bridge Sungai Sukalila Kota Cirebon 2021 Litbang Perlgo:eara;ldan Inovasi
30 Kajian Pembangunan Partisipatif Dalam Mengembangkan 0021 Litbang Perkotaan dan Inovasi
‘| Ekonomi Kreatif di Kota Cirebon Daerah
31 Kajian Digital Herltage Menuju Pengembangan Pariwisata dan 2021 Bidang Litbang
Budaya Kota Cirebon
32.|Kajian Analisis Situasi Stunting di Kota Cirebon 2022 Bidang Litbang
Kajian Pengaruh Perlintasan Sebidang Terhadap Pertumbuhan . .
33. Ekonomi dan Dinamika Sosial di Kota Cirebon 2022 Bidang Litbang
Publikasi Hasil Kelitbangan Berbasis e-Jurnal Kota Cirebon . .
4. B L
3 Tahun 2022 2022 idang Litbang
Kajian Studi Kelayakan Penataan dan Pengembangan Kawasan
35.| Strategis 2022 Bidang Litbang
Stadion Bima Kota Cirebon
Kajian Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Kota . .
36 Cirebon Tahun 2022-2045 2022 Bidang Litbang
Kajian Rencana Aksi Daerah (RAD) Percepatan Penurunan . .
37. 0 Bid. Litb
Stunting di Kota Cirebon Tahun 2022-2024 2022 1cang Litbang
Kajian Penyusunan Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah . .
. Bid. L
38/ (SIDa) Kota Cirebon Tahun 2024-2026 2022 idang Litbang

Sumber: Bappelitbangda Kota Cirebon 2023
Disamping  kegiatan  penelitian/kajian, kegiatan lain  yang
diselenggarakan oleh Bidang Penelitian dan Pengembangan pada
Bappelitbangda antara lain:

1. Pengelolaan Jurnal llmiah

e Jurnalilmiah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian
dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon dengan nama Jurnal
Dinamika Pembangunan Kota Cirebon. Jurnal ilmiah tersebut
dengan ISSN Cetak: 2808-0025 dan ISSN Online: 2807-954X
memuat informasi untuk publikasi hasil penelitian dan
pengembangan daerah  yang dikelola ~dalam  rangka
pengembangan menuju jurnal terindeks pembangunan daerah
secara baik, efektif, transparan dan bertanggung jawab.

2. Pendampingan Penilaian Indeks Inovasi Daerah (IID)/ Innovative
Government Award (IGA)

e Hasil penilaian Indeks Inovasi Daerah dari Kementerian Dalam
Negeri untuk Kota Cirebon Tahun 2020 sebesar 1.164 (metode
lama) dengan kategori sangat inovatif. Sedangkan Tahun 2021
nilai Indeks Inovasi Daerah sebesar 43,47 dengan kategori
inovatif, dan Tahun 2022 sebesar 41,41 dengan kategori inovatif.

3. Inovasi di Bidang Penelitian dan Pengembangan yang dikembangkan
pada tahun 2022.

e Sistem Informasi Kelitbangan Kota Cirebon (SIKOCIR) memuat
informasi publik berkaitan dengan kegiatan kelitbangan, hasil-
hasil kelitbangan, dan informasi lainnya yang relevan dengan
kelitbangan.
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e Sistem Informasi Jejaring Inovasi Kota Cirebon (SIJARI)
dirancang dan dibangun dalam rangka sarana informasi dan
komunikasi publik berkaitan dengan informasi inovasi daerah di
Kota Cirebon.

4. Pendampingan Penilaian Kompetisi Inovasi Jawa Barat (KIJB)

e Berdasarkan hasil penilaian Kompetisi Inovasi Jawa Barat (KIJB)
Tahun 2022, salah satu inovasi telah mendapatkan penghargaan
TOP 45 INOVASI untuk Kategori Pembangunan Ekonomi: UMKM
dan Ketenagakerjaan yaitu SIPeKa (Sistem Informasi Pelayanan
Antar Kerja) oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon.

E. Pengawasan

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance),
Pemerintah Daerah Kota Cirebon dalam penyelenggaraan pemerintahan
berusaha untuk menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas,
transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektifitas, supremasi
hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat berdasarkan amanat
undang-undang. Untuk mencapai hal tersebut, salah satu bentuk yang
dilakukan oleh pemerintah daerah adalah dengan melakukan pengawasan
terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah. Pelaksanaan pembinaan dan
pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan sepenuhnya
dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah. Inspektorat Daerah mempunyai tugas
melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan atas pelaksanaan tugas rutin
dan pembangunan di lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Cirebon secara
berkala dan menginformasikan hasilnya kepada publik.

Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah bersifat internal
dalam rangka meningkatkan kinerja urusan pembangunan daerah. Dalam
penyelenggaraan pemerintahan di Kota Cirebon, obyek pengawasan dilakukan
terhadap pelaksanaan kebijakan kepala daerah. Pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah dilakukan dengan
pemeriksaan terhadap laporan penyelenggaraan pemerintah dan tindak lanjut
atas rekomendasi hasil pengawasan.

Salah satu tugas dan fungsi lain dari pelaksanaan pengawasan di daerah
adalah menindaklanjuti hasil temuan instansi pemeriksa dari tingkat pusat,
dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemeriksaan laporan
keuangan oleh BPK salah satunya akan menghasilkan temuan-temuan atas
tindakan pengelolaan keuangan di daerah. Temuan-temuan tersebut
kemudian ditindaklanjuti oleh Inspektorat. Dalam rangka mendukung
pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dibutuhkan sumber daya manusia
auditor/tenaga pemeriksa yang memiliki kompetensi dan kapabilitas.

Selain itu, Kota Cirebon ke depan diharapkan mampu mewujudkan
pembentukan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Hal tersebut menindaklanjuti
amanat pemerintah yang dituangkan melalui Permenpan RB Nomor 52 Tahun
2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas
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Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di
lingkungan instansi pemerintah

Berdasarkan data di atas, jumlah temuan pada Perangkat Daerah oleh
APIP di lingkungan Pemerintahan Kota Cirebon terjadi secara fluktuatif,
temuan paling sedikit terjadi pada tahun 2017 dengan jumlah temuan
sebanyak 35 temuan. Dari temuan tersebut sebanyak 23 temuan atau 66,00%
diantaranya telah selesai ditindaklanjuti, dan temuan yang dalam proses
tindak lanjut sebanyak 12 temuan atau 34,00%. Sementara jumlah temuan
terbanyak terjadi pada tahun 2016, yaitu sebanyak 89 temuan. Dari jumlah
tersebut, yang telah selesai ditindaklanjuti sebanyak 15 temuan atau 17,00%
dan yang dalam proses tindak lanjut sebanyak 74 temuan atau 83,00%.
Selanjutnya, pada tahun 2019, jumlah temuan sebanyak 39 temuan, yang
sudah selesai ditindaklanjuti sebanyak 18 temuan atau 46,00% dan yang
dalam proses tindak lanjut sebanyak 21 temuan atau 54,00%. Dengan
berkurangnya jumlah temuan, menandakan bahwa Perangkat Daerah dalam
menjalankan masing-masing fungsi dalam pemerintahan Kota Cirebon sudah
semakin tertib dan sesuai dengan peraturan yang ada, sehingga
menggambarkan kualitas kinerja dari Perangkat Daerah semakin membaik.

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing (competitiveness) dapat dimaknai sebagai kemampuan suatu
entitas perekonomian, dalam hal ini Kota Cirebon, untuk mencapai
pertumbuhan tinggi dan berkelanjutan. Dalam otonomi pembangunan di
daerah, peran Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yaitu melaksanakan
penguatan instrumen tata kelola perbaikan layanan publik dan daya saing.
Daerah yang memiliki kemampuan bersaing yang tinggi akan menghasilkan
nilai tambah output, kesempatan kerja, kekayaan daerah, dan lainnya. Situasi
global yang terus berkembang ke arah keterbukaan pasar dan pengintegrasian
perekonomian penguatan daya saing dengan memanfaatkan keunggulan yang
dimiliki. Terdapat 4 (empat aspek) yang dapat mempengaruhi performa daya
saing suatu daerah yakni aspek kemampuan ekonomi daerah, aspek
infrastruktur atau fasilitas wilayah, aspek iklim investasi, dan aspek sumber
saya manusia

2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Dari segi perekonomian, daya saing menjadi upaya untuk meningkatkan
kesejahteraan yang berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan
domestik dan internasional. Analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi
daerah dapat dilihat dari indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per
kapita.

A.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dimaksudkan
untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan
pengeluaran rumah tangga. Semakin tinggi rasio atau angka konsumsi rumah
tangga, maka semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi
daerah. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dapat diketahui
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dengan menghitung angka konsumsi rumah tangga per kapita, yaitu rata-rata
pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Angka ini dihitung
berdasarkan pengeluaran penduduk untuk Makanan mencakup seluruh jenis
makanan termasuk makanan jadi, minuman dan Non-Makanan mencakup
perumahan, sandang, biaya kesehatan, sekolah, dan sebagainya per jumlah
penduduk.

Tabel II-80 Pengeluaran per kapita Sebulan Menurut Jenis Komoditi Kota

Cirebon
Kategori 2020 2021 2022 2023 2024
Rp 820.119 | Rp 960.673 708.258 788.126 764.040
Makanan
44,37 % 41,05 % 45,43 % 43,11 % 46,28 %
Bukan makanan Rp 654.100 | Rp 669.035 850.872 1.040.035 886.953
55,63 % 58,95 % 54,57 % 56,89 % 53,72 %
Rata-Rata Pengeluaran Rp Rp
1.559.130 1.828.161 1.650.993
bulanan/Kapita 1.474.219 1.629.708 2

Sumber: BPS 2025

Data publikasi BPS menunjukkan bahwa dalam 4 tahun terakhir, rata-
rata pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita sebulan di Kota Cirebon
cenderung mengalami peningkatan, meskipun pada tahun 2022 mengalami
penurunan. Hal ini dikarenakan masyarakat menjadi lebih berhati-hati dalam
mengatur keuangan sehingga berdampak pada turunnya konsumsi rumah
tangga. Dari tabel pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita per bulan
dapat dilihat bahwa persentase terbesar pada komposisi pengeluaran Bukan
Makanan dibandingkan Makanan. Peningkatan rata-rata pengeluaran per
kapita dalam satu bulan pada tahun 2021 juga mengindikasikan pemulihan
ekonomi dari dampak pandemi Covid-19 dan peningkatan pendapatan rumah
tangga di Kota Cirebon.

A.2 Fasilitas Wilayah /Infrastruktur

Kinerja fasilitas wilayah/infrastruktur diyakini memiliki pengaruh yang
signifikan terhadap daya saing wilayah. Ketersediaan fasilitas wilayah atau
infrastruktur akan menunjang daya saing daerah dalam mendukung aktivitas
ekonomi daerah di berbagai sektor di daerah dan antar-wilayah. Kota Cirebon
dengan karakteristik perkotaan memiliki infrastruktur yang memadai yang
berkualitas. Distribusi layanan infrastruktur sudah hampir merata di seluruh
wilayah, namun demikian untuk lebih meningkatkan interkonektivitas antar
wilayah dalam meningkatkan dan mengembangkan perekonomian
masyarakat terutama di wilayah selatan (Kecamatan Harjamukti) perlu lebih
ditingkatkan.

A.2.1 Transportasi

Infrastruktur transportasi merupakan penggerak utama mobilitas, baik
orang maupun barang. Semakin tinggi mobilitas, semakin terbuka peluang
terjadinya interaksi sehingga semakin tinggi pula peluang terciptanya
transaksi ekonomi. Maka tak heran jika ketersediaan infrastruktur
transportasi menjadi salah satu komponen penting dalam mendorong
terselenggaranya kegiatan ekonomi. Karena itu pula, kinerja infrastruktur
transportasi menjadi salah satu faktor pembentuk daya saing daerah yang
cukup penting.
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Gambar II-38 Sebaran Fasilitas Transportasi di Kota Cirebon
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Cirebon, 2021

Selain memiliki lokasi yang strategis terhadap kota-kota di sekitarnya,
secara umum Kota Cirebon memiliki aksesibilitas yang sangat baik. Kota
Cirebon memiliki kelengkapan infrastruktur yang mendukung kemudahan
akses transportasi, baik darat, laut, maupun udara. Di wilayah administratif
kota ini terdapat dua terminal, dua stasiun Kereta Api, dua pelabuhan, serta
satu bandara pengumpul non komersial. Selain itu, Kota Cirebon juga dilewati
tol lintas Jawa dan memiliki akses yang sangat dekat Bandara Kertajati.

Mobilitas harian penduduk di dalam kota didominasi oleh transportasi
darat melalui jalan raya. Dalam hal ini, layanan infrastruktur jalan serta
ketersediaan angkutan umum menjadi salah satu indikator penting dalam
mengukur kinerja infrastruktur terhadap daya saing daerah. Selain itu,
kinerja layanan kereta api serta pelabuhan terhadap mobilitas penumpang
dan barang, turut mendukung kinerja infrastruktur transportasi Kota Cirebon
secara  keseluruhan. Berikut ini gambaran kinerja  fasilitas
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wilayah /infrastruktur Kota Cirebon yang mendukung performa daya saing
Kota Cirebon saat ini.

A.2.2 Infrastruktur Jalan Dan Jembatan

Kinerja infrastruktur jalan antara lain dapat diwakili oleh panjang jalan
dengan perkerasan yang menggambarkan ketersediaan sarana transportasi
untuk mendukung mobilitas orang maupun barang. Selain itu, kinerja
infrastruktur jalan juga dapat digambarkan melalui proporsi jalan dengan
kondisi baik. Proporsi jalan dengan kondisi baik dapat menggambarkan
layanan infrastruktur jalan dalam mendukung aksesibilitas.

Dalam kurun waktu 2016-2018 terdapat penambahan panjang jalan
yang ada di Kota Cirebon sebesar 50,98 km. Sementara itu, meski terdapat
kenaikan angka panjang jalan dengan kondisi baik, namun proporsi kondisi
jalan baik menurun dari 85,62% di tahun 2016 menjadi 77,97% di tahun
2018. Hal ini mengindikasikan perlunya peningkatan upaya pemeliharaan
kondisi ruas jalan yang ada di wilayah Kota Cirebon sesuai dengan
kewenangan status jalannya.

A.2.3 Fasilitas Jasa Keuangan Dan Asuransi

Kota Cirebon memiliki lembaga penunjang perekonomian berupa fasilitas
perbankan yang terdiri dari bank umum yaitu Bank Jabar Banten, BRI, BNI,
Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara, Bank Panin, Bank Danamon, Bank
Permata, Bank Internasional Indonesia (BII), Bank BCA, Bank CIMB, Bank
UOB Buana, Bank Rabobank Internasional, Bank BTPN, Bank OCBC NISP ,
Bank Artha Graha, Bank Nusantara Parahyangan, Bank Mega, Bank Ekonomi
Raharja, Bank Victoria Syariah, Bank Commonwealth, Bank Bukopin, Bank
Muamalat Indonesia, Bank Sinarmas, Bank Himpunan Saudara 1906, Bank
Niaga Syariah, Bank Mayapada, Bank Pundi Indonesia, dan BPR. Perusahaan
asuransi di Kota Cirebon berkembang cukup pesat dengan jenis layanan
diantaranya asuransi jiwa, pendidikan, kesehatan, dan dana pensiun.

A.2.4 Akomodasi Dan Fasilitas Makan Minum

Ketersediaan akomodasi berupa penginapan/hotel merupakan salah
satu aspek penting dalam meningkatkan daya saing daerah, terutama dalam
menerima dan melayani jumlah kunjungan dari luar daerah. Semakin
berkembangnya investasi ekonomi di daerah akan meningkatkan daya tarik
kunjungan wisatawan ke daerah tersebut, sehingga perlu diimbangi dan
didukung oleh ketersediaan penginapan/hotel yang memadai. Berdasarkan
data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (DISBUDPAR) Kota Cirebon, terdapat
kecenderungan penurunan jumlah hotel.

Usaha penyediaan akomodasi di Kota Cirebon tercatat sebanyak 59
usaha. Menurut klasifikasi, usaha akomodasi di Kota Cirebon terdiri dari 26
hotel bintang (44,07 persen) dan sebanyak 33 hotel non bintang (55,93
persen). Dibandingkan daerah sekitarnya Kota Cirebon memiliki kualitas lebih
baik dalam penyediaan akomodasi hal ini dapat dilihat pada perbandingan
jumlah hotel Bintang dan Non-Bintang di daerah Ciayumajakuning.

Tabel II-81 Jumlah Akomodasi tahun 2020 di Ciayumajakuning
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No Kota/Kabupaten - Klasifikasi (Unit) - Jumlah
Bintang Non-Bintang
1. Kota Cirebon 26 33 59
2. Indramayu 4 23 27
3. Majalengka 1 17 18
4. Kuningan 6 53 59
5 Cirebon 7 17 24

Sumber: Statistik Hotel dan Akomodasi Lainnya Provinsi Jawa Barat, 2019-2020
Adapun ketersediaan fasilitas makan minum atau restoran pada suatu

daerah menunjukkan tingkat daya tarik investasi suatu daerah. Banyaknya
restoran dan rumah makan menunjukkan perkembangan kegiatan ekonomi
suatu daerah dan peluang-peluang yang ditimbulkannya. Seiring dengan
pesatnya perkembangan Kota Cirebon saat ini banyak restoran dan rumah
makan yang menyediakan berbagai macam jenis makanan termasuk
makanan khas daerah. Berdasarkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota
Cirebon terdapat 240 jenis usaha jasa makanan/minuman tahun 2020.

2.1.4.2 Fokus Iklim Berinvestasi

Investasi merupakan salah satu peluang besar untuk percepatan
pertumbuhan ekonomi di Kota Cirebon. Besarnya peluang investasi
dipengaruhi oleh kondusifitas iklim untuk berinvestasi di Kota Cirebon.
Dinamika kebijakan di Kota Cirebon akan mempengaruhi iklim investasi yang
berkembang. Iklim investasi yang kondusif adalah iklim yang mendorong
penanam modal untuk melakukan investasi dengan biaya dan risiko serendah
mungkin, dan menghasilkan keuntungan jangka panjang yang tinggi. Dengan
demikian daya saing daerah Kota Cirebon dalam menarik investasi
mencerminkan sejumlah faktor yang berkaitan dengan karakteristik lokasi
tertentu yang harus ditingkatkan.

A. Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Ketenteraman dan ketertiban umum menjadi salah satu aspek penting
daya saing daerah. Daerah dengan tingkat keamanan dan ketertiban yang
lebih baik akan memiliki daya saing yang lebih tinggi. Untuk mengetahui
kondusifitas berinvestasi di Kota Cirebon dapat dilihat dari indikator jumlah
tindak kriminal, jumlah tindak kriminal yang ditangani, dan persentase
tindak kriminal yang ditangani.

Berdasarkan data Polres Cirebon Kota dalam Open Data Kota Cirebon
tahun 2020 sampai dengan Maret 2021, jumlah tindak kriminal pada tahun
2020 sebesar 546 kasus mengalami penurunan dibanding tahun 2019
sebesar 762 kasus maupun tahun 2018 sebesar 941 kasus. Sedangkan tindak
kriminal yang pada tahun 2020 sebesar 493 kasus lebih rendah dari tahun
2019 sebesar 599 kasus maupun tahun 2018 sebesar 659 kasus.

Tabel II-82 Angka Kriminalitas di Kota Cirebon

No Angka Kriminalitas Satuan 2020 2021 2022Per Juni
1. Jumlah Tindak Kriminal (Kasus) Kasus 546 217 320
Jumlah Tindak Kriminal yang
Ditangani (Kasus)
Persentase Kriminalitas Yang
Ditangani (%)
Sumber: Polres Cirebon Kota

Kasus 493 93 250

Persen 90,29 | 42,86 78,13
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Dengan demikian dari data tersebut diperoleh persentase angka
kriminalitas yang ditangani pada tahun 2020 sebesar 90,29% lebih tinggi dan
mengalami peningkatan penanganan dibanding tahun 2019 sebesar 78,61% .
Hal ini mengindikasikan bahwa instansi Polres Cirebon Kota telah menangani
kasus dengan baik dan tingkat responsifitas atas pelayanan masyarakat yang
lebih baik. Sedangkan tahun 2021, jumlah tindak kriminal sebesar 95 kasus
(per bulan Maret 2021) dimana yang sudah ditangani sebesar 93% atau
97,89%. Berikut data angka kriminalitas di Kota Cirebon yang dapat
ditampilkan pada tabel dan grafik perkembangan penanganan kasus
kriminalitas dari tahun 2020-2021 sebagai berikut:

Tabel II-83 Angka Kriminalitas di Kota Cirebon Yang Ditangani

90,29

8,13

42,86

2020 2021 2022
Sumber: Polres Cirebon Kota

B. Perizinan

Pertimbangan yang paling prinsip bagi investor, sebelum memutuskan
untuk mau berinvestasi ke Kota Cirebon berkaitan dengan pelayanan
mengurus perizinan. Perizinan investasi tampaknya seperti prosedural
semata-mata, namun sesungguhnya merupakan tantangan kesungguhan
bagi Pemerintah Kota Cirebon untuk membuka diri dengan tangan terbuka.
Hal ini menjadi pertaruhan berinvestasi dapat menjadi tolok ukur investor
berniat atau tidaknya menanamkan modalnya. Dengan demikian perizinan
investasi merupakan cermin keberhasilan atau kegagalan mengurai
hambatan investasi yang hendak masuk untuk menanamkan modalnya.

Program pelayanan perizinan melalui sistem One Stop Service atau
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) diharapkan dapat mendukung investasi
di Kota Cirebon. Diharapkan dengan kebijakan tersebut, menjadi salah satu
faktor pendorong bagi Kota Cirebon untuk meningkatkan sistem pelayanan
kepada masyarakat termasuk di dalamnya para pelaku usaha. Saat ini, proses
pelayanan perizinan di Kota Cirebon dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari
kerja. Jenis perizinan dalam rangka meningkatkan iklim investasi di Kota
Cirebon, Pemerintah Daerah Kota Cirebon menyiapkan berbagai macam tata
kelola perizinan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1I-84 Jenis Standar Operasional Prosedur Perizinan di Kota Cirebon

No. Jenis Standar Operasional Prosedur (SOP)
Standar Operasional Prosedur Pembuatan Izin Usaha Toko
Swalayan

1.

2. | Standar Operasional Prosedur Pembuatan Tanda Daftar Gudang

3. | Pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
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No. Jenis Standar Operasional Prosedur (SOP)
Standar Operasional Prosedur Pembuatan Tanda Daftar
Perusahaan

5. |Pembuatan Surat Tanda Daftar Industri (TDI)

Standar Operasional Prosedur Pembuatan Surat Izin Usaha
Industri

Standar Operasional Prosedur Pembuatan Izin Usaha Pusat
Perbelanjaan

Standar Operasional Prosedur Pembuatan Izin Usaha Pengelolaan
Pasar Rakyat

9. |Pembuatan Izin Usaha Industri (IUI)

8.

Pembuatan Surat Izin Pameran Dagang Konvensi dan/atau
Seminar Dagang Lokal

Sumber: Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 61 Tahun 2019

10.

C. Regulasi Daerah

Peraturan Daerah (Perda) sebagai kebijakan publik sangat menentukan
arah kemajuan setiap daerah. Daerah yang memiliki kebijakan publik yang
unggul akan mampu berkembang menjadi daerah yang unggul. Dalam rangka
menciptakan produk kebijakan yang unggul, dibutuhkan pemanfaatan
konsepsi strategis pembangunan sesuai dengan tuntutan otonomi daerah dan
globalisasi oleh para pemangku kebijakan baik Pemerintah Daerah Kota
Cirebon (eksekutif) maupun DPRD Kota Cirebon (legislatif). Hal ini
dikarenakan membangun iklim investasi yang baik tidak dapat hanya
dikerjakan oleh Pemerintah Daerah (eksekutif) atau pengusaha daerah, akan
tetapi kehadiran DPRD Kota Cirebon juga penting supaya arah kebijakan pro-
investasi dapat dicapai.

Kolaborasi antara Pemerintah Daerah, DPRD dan Pengusaha daerah
merupakan aktor yang perlu memahami bagaimana menarik investasi.
Keanggotaan DPRD sebagai non-pemerintah dimana notabene para anggota
DPRD yang merupakan wirausahawan atau pelaku bisnis swasta. Juga
memiliki visi yang lebih maju dalam hal investasi daerah.

Beberapa Peraturan Daerah Kota Cirebon yang mendukung iklim
investasi di Kota Cirebon sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2018 Tentang
Penanaman Modal,

2. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan
Atas Perda No 9 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Menara Bersama
Telekomunikasi;

3. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 11 Tahun 2021 Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penyertaan Modal
Pemerintah Daerah Kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat
Dan Banten, Tbk;

4. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah Bank
Perkreditan Rakyat Bank Cirebon;

5. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2021 Perubahan
Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang
Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Cirebon Kepada
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Cirebon.
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Beberapa hal yang perlu diperhatikan dan kunci yang menjadi kriteria
penting dalam regulasi daerah yang mendukung iklim investasi antara lain
prinsip transparansi dalam tujuan penetapan Perda; transparansi dalam hal
tarif dan denda; tidak ada adanya tumpang tindih antara satu Perda dengan
Perda yang lain; Perda yang ramah dalam mendukung lingkungan usaha; dan
Perda yang tepat sasaran dalam mendukung dinamika usaha.

2.1.4.3 Fokus Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu aset penting dalam
pembangunan daerah. Dengan manusia dan generasi yang berkualitas akan
mendorong pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

A. Kualitas Tenaga Kerja

Pendidikan merupakan modal bagi sumber daya manusia yang dapat
meningkatkan kemampuan baik secara formal maupun keterampilan sumber
daya manusia, sehingga lebih memudahkan sumber daya manusia tersebut
dalam mencari pekerjaan karena mempunyai nilai daya saing yang tinggi dan
berakibat pada berkurangnya tingkat pengangguran.

Tabel I1I-85 Penduduk Bekerja Berdasarkan Pendidikan Yang Ditamatkan

No. Status Pendidikan Satuan 2020 2021
1. |SD Orang 35.321 36.313
2. |SMP Orang 19.521 20.045
3. | SMA Umum & Kejuruan Orang 57.921 57.459
4. | Diploma II/III & Perguruan Tinggi Orang 26.585 25.579
5. | Penduduk Bekerja Orang | 139.334 | 139.397

Sumber: BPS 2021
Perkembangan penduduk bekerja di Kota Cirebon pada tahun 2019 dan

2020 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2018. Indikasi dari
penurunan jumlah penduduk bekerja pada tahun 2019 dan 2020 adalah
adanya pandemi Covid-19 yang berdampak pada aktivitas perekonomian di
Kota Cirebon. Adapun pada tahun 2021 terjadi peningkatan penduduk
bekerja namun belum signifikan. Berdasarkan status pendidikan yang
ditamatkan oleh penduduk bekerja Kota Cirebon didominasi oleh tamatan
SMA Umum/Kejuruan, pada tahun 2021 mencapai 57.459 orang. Sedangkan
untuk tamatan Diploma II/IIl dan Perguruan Tinggi mengalami penurunan
yang cukup signifikan.

B. Tingkat Ketergantungan

Rasio ketergantungan (dependency ratio) adalah angka yang menyatakan
perbandingan antara penduduk usia tidak produktif (di bawah 15 tahun dan
di atas 65 tahun) dengan usia produktif (antara 15 sampai 64 tahun) dikalikan
100. Indikator tersebut menunjukkan keadaan ekonomi suatu wilayah
apakah tergolong daerah maju atau daerah yang sedang berkembang.
Semakin tinggi angka rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya
beban yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup
penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan semakin
rendah angka rasio ketergantungan menunjukkan semakin rendahnya beban
yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang
belum produktif dan tidak produktif lagi.
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Angka ketergantungan penduduk Kota Cirebon tahun 2020 sebesar
44,49%, artinya setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif)
mempunyai tanggungan sebanyak 44 orang yang belum produktif dan
dianggap tidak produktif lagi. Rasio sebesar 44,49% ini disumbangkan oleh
rasio ketergantungan penduduk muda (0-14 tahun), dan rasio
ketergantungan penduduk tua (di atas 65 tahun). Dari indikator ini terlihat
bahwa pada tahun 2020 penduduk usia kerja di Kota Cirebon masih dibebani
tanggung jawab menanggung penduduk muda yang proporsinya lebih banyak
dibandingkan tanggung jawab terhadap penduduk tua.

2.1.5 Aspek Pemenuhan Pelayanan Dasar

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai jenis
dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib
yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar
merupakan pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga
Negara. Target yang akan dicapai harus disesuaikan dengan data penduduk
yang tidak mampu sehingga kebutuhan dasar untuk hidup dapat tepenuhi
untuk didukung oleh negara.

2.1.5.1 SPM Bidang Pendidikan

Salah satu upaya strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya
manusia adalah melalui pendidikan. Pendidikan sangat penting karena
merupakan dasar untuk pengembangan pola berpikir konstruktif dan kreatif.
Dengan pendidikan yang cukup memadai, maka seseorang akan bisa
berkembang secara optimal baik secara ekonomi maupun sosial. Rumusan
tentang pendidikan, lebih jauh termuat dalam Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2003, bahwa pendidikan Indonesia bertujuan agar masyarakat
Indonesia mempunyai pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak
mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan
negara. Artinya, arah dari proses pendidikan nasional mencakup berbagai
aspek kehidupan diri manusia dan masyarakat dalam kehidupan berbangsa
dan bernegara. Beberapa aspek yang berkaitan dengan pendidikan dapat
memberikan gambaran tentang kualitas sumber daya manusia yang ada
antara lain tingkat partisipasi sekolah, HLS, RLS, ketersediaan sarana dan
prasarana serta tingkat pendidikan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 32
Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, Jenis
Pelayanan Dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon
terdiri atas Pendidikan Dasar, Pendidikan Kesetaraan, dan Pendidikan Anak
Usia Dini.

Capaian Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar tingkat Kota Cirebon ini
disesuaikan dengan ketentuan dasar hukum di atasnya yaitu Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 32 Tahun 2018 tentang Standar
Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Penyederhanaan dilakukan oleh
Pemerintah Daerah Kota Cirebon hasil pelaksanaan Pembangunan
Pendidikan Kota Cirebon, yang diukur dari aspek pelayanan minimal melalui
tiga jenis pelayanan dasar sebagai berikut:
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. Pendidikan Dasar, yaitu jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang

berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SDMI, SMP/MTs);
Pendidikan Kesetaraan, yaitu jumlah warga negara usia 7 — 18 tahun
yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang
partisipasi dalam pendidikan kesetaraan; dan
Pendidikan Anak Usia Dini, yaitu jumlah warga negara usia 5-6 tahun
yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Atas dasar tersebut Pelayanan Minimal urusan Pendidikan Kota Cirebon

pada Tahun Anggaran 2020 dan 2021 adalah seperti yang digambarkan pada
sebagai berikut:

Gambar II-34 Capaian SPM Bidang Pendidikan (%)

1 100
99,75 93,92 99,74 100 94,48 93,23 95,68 94,42

79,30
71,89 I 71,34

2021 2022 2023 2024
B Pendidikan Anak Usia Dini B Pendidikan Dasar Pendidikan Kesetaraan

Sumber: spm.bangda.kemendagri.go.id

2.1.5.2 SPM Bidang Kesehatan

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang

Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan
Minimal Bidang Kesehatan, untuk skala Pemerintah Kabupaten/ Kota antara

lain:

WO Noh WD
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—
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Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil;
Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin;
Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir;
Pelayanan Kesehatan Balita;
Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar;
Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut;
Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi;
Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Mellitus;
. Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang
melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency
Virus).
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Gambar II-35 Capaian SPM Bidang Kesehatan (%)

2021 2022 2023 2024
B Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
B Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
M Pelayanan Kesehatan Balita
B Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar
Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif

W Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut

M Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

M Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus

B Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat

M Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

M Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia

Sumber: spm.bangda.kemendagri.go.id

Penentuan program prioritas bidang kesehatan dengan
mempertimbangkan keterbatasan alokasi dana dan wurgensi yang
diformulasikan ke dalam arah dan kebijakan, dimana di dalamnya terdiri dari
tujuan pelaksanaan program, sasaran yang hendak dicapai, dan indikator
pencapaian yang digunakan dalam mengukur keberhasilan dalam
pelaksanaan program. Berikut ini adalah target pencapaian SPM Pemerintah

Kota Cirebon tahun 2020 dan 2021.

2.1.5.3 SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan
barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap
warga negara secara minimal. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 /PRT/M/2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jenis
Pelayanan Dasar dalam bagi Bidang Urusan Pekerjaan Umum adalah sebagai
berikut:

1. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
2. Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik.
Target capaian kinerja Pemerintah Daerah kabupaten/Kota dalam
memberikan standar pelayanan Minimal bidang urusan Pekerjaan Umum
dengan target capaian kinerja pemerintahan dalam pelayanan adalah 100%.

Gambar II-36 Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (%)
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H Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
B Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik
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Sumber: spm.bangda.kemendagri.go.id

2.1.5.4 SPM Bidang Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

Jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sesuai dengan
Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 63 Tahun 2019 tentang Pedoman
Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Perumahan adalah
sebagai berikut:

1. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban
Bencana

2. Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang
terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah.

Dalam Peraturan Wali Kota Cirebon No. 37 Tahun 2013 tentang Standar
Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat di Kota Cirebon, target
tahunan untuk capaian target SPM Perumahan di Kota Cirebon yang telah
ditetapkan hanya sampai dengan akhir tahun 2015. Oleh karena itu, target
tahunan untuk tahun 2021 ini ditetapkan berdasarkan simulasi pencapaian
target SPM Perumahan hingga tahun 2025.

Gambar II-37 Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman
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|
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B Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana
M Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah

Sumber: spm.bangda.kemendagri.go.id

2.1.5.5 SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Linmas

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.02 Tahun 2018
tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan pemerintahan wajib yang
berkaitan dengan pelayanan dasar disesuaikan dengan rencana capaian
target sasaran terukur dari output kegiatan, dalam bidang Ketentraman,
Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat untuk skala Pemerintah
Kabupaten/ Kota antara lain:

1. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran;
2. Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum,;
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Pelayanan informasi rawan bencana;

Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;

Yang terkena dampak gangguan ketentraman dan ketertiban;
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana; dan

© XN Aw

Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Bencana.
Gambar II-38 Capaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan
Linmas
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M Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti
M Rehabilitasi Sosial dasar anak terlantar di luar panti
Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti
M Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti
M Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Kab./Kota

Sumber: spm.bangda.kemendagri.go.id

2.1.5.6 SPM Bidang Sosial

Pencapaian dan realisasi SPM Bidang Sosial yang dilaporkan adalah
berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang
Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah
Kabupaten/Kota serta berdasarkan Peraturan Walikota Cirebon Nomor 36
Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Kota
Cirebon dan pelayanan dasar yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 serta
Peraturan Pemerintah Nomor 2 tentang Standar Pelayanan Minimal dan
Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 tahun 2018 tentang Standar Teknis
Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah
Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam peraturan tersebut, SPM Bidang Sosial
mencakup S (lima) pelayanan dasar, yaitu

Gambar II-39 Capaian SPM Bidang Sosial (%)
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B Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti
M Rehabilitasi Sosial dasar anak terlantar di luar panti
Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti
B Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti
M Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Kab./Kota

Sumber: spm.bangda.kemendagri.go.id

2.1.6 Aspek Kerjasama Daerah
Kerjasama Pemerintah Daerah Kota Cirebon dengan Badan Usaha atau
Pemerintah Daerah lain baik Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi
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maupun Pemerintah Kabupaten/Kota khususnya dalam penyediaan
infrastruktur. Kerjasama Pemerintah Daerah Kota Cirebon dengan pihak lain
dapat menjadi sumber pembiayaan Pemerintah Daerah Kota Cirebon untuk
mendanai pelaksanaan pembangunan.

Kota Cirebon telah menjalin kerjasama cukup lama dengan Pemerintah
Daerah Kabupaten Kuningan untuk pengadaan air bersih. Pada sektor
pendidikan, Pemerintah Daerah Kota Cirebon menjalin kerjasama dengan
perguruan tinggi negeri maupun swasta yang berada di sekitar wilayah Kota
Cirebon. Adapun wacana kerjasama pembangunan TPPAS (Tempat
Pengelolaan dan Pemrosesan Akhir Sampah) Regional di Ciwaringin Cirebon
yang telah disepakati pada 13 Desember 2017 oleh Gubernur Jawa Barat
beserta Kepala Daerah Kab.Kota wilayah sekitar masih dalam proses.
Selanjutnya untuk kerjasama Pemerintah Daerah Kota Cirebon dengan pihak
lain dapat dikembangkan potensi jenis kerjasama selain dari kerjasama yang
sudah pernah dilakukan. Berikut ini tabel jumlah kerjasama Pemerintah
Daerah Kota Cirebon dengan pihak lain ini yang dilaksanakan hingga tahun
2022:

Tabel II-111 Perjanjian Kerja Sama Kota Cirebon dengan Pihak lain

Tahun 2020 2021 2022

Jumlah Kerja

28 71 52
Sama

Sumber: Setda Kota Cirebon, 2024.
Kerjasama Pemerintah Daerah Kota Cirebon yang sudah terjalin dan

berkelanjutan seperti pengadaan air bersih yang di suplai oleh Pemerintah
Daerah Kabupaten Kuningan dan kerjasama dengan perguruan tinggi negeri
maupun swasta pada sektor pendidikan. Adapun wacana kerjasama
pembangunan TPPAS (Tempat Pengelolaan dan Pemrosesan Akhir Sampah)
Regional di Ciwaringin Cirebon yang telah disepakati pada 13 Desember 2017
oleh Gubernur Jawa Barat beserta Kepala Daerah Kab.Kota wilayah sekitar
masih dalam proses. Selanjutnya untuk kerjasama Pemerintah Daerah Kota
Cirebon dengan pihak lain dapat dikembangkan potensi jenis kerjasama selain
dari kerjasama yang sudah pernah dilakukan.

2.1.7 Aspek Kinerja Badan Usaha Milik Daerah

Perusahaan Umum Daerah adalah badan usaha milik daerah yang
modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendiriannya
dibentuk dengan Peraturan Daerah. Kota Cirebon memiliki lima perusahaan
daerah, yaitu (1) Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Giri Nata Kota
Cirebon; (2) Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank
Cirebon; (3) Perusahaan Umum Daerah Farmasi Ciremai Kota Cirebon; (4)
Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Cirebon; (5) Perusahaan Umum
Daerah Pasar Berintan Kota Cirebon. Berikut kinerja BUMD Milik Daerah Kota
Cirebon tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel I1I-86 Kinerja Badan Usaha Milik Daerah Kota Cirebon Tahun 2021
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No. |Kegiatan Usaha | Potensi Usaha | Kondisi Perusahaan
1. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Giri Nata Kota Cirebon

Bentuk kegiatan usaha yang Jumlah Pegawai: 202 orang Produksi Air

dilaksanakan oleh Perumda Air Jumlah Pelanggan: 57.542 Jumlah produksi air yang dihasilkan pada

Minum Tirta Giri Nata Kota Cirebon | pelanggan tahun 2021 sebesar + 30.313.165 m3

yaitu penyediaan, pengolahan dan mencapai tingkat 104,17% dari kapasitas

pendistribusian air bersih bagi produksi terpasang 29.100.000 M3.

masyarakat Kota Cirebon dan Distribusi Air

sekitarnya Jumlah air yang dapat didistribusikan
pada tahun 2021 sebesar + 27.928.293 M3
mencapai tingkat 105,39% dari jumlah
distribusi air 26.500.000 M?. Terdiri dari
penjualan air sebesar 16.408.147 M3 dan
Non Rekening sebesar 98.533 M3 dan
kehilangan air sebesar 11.421.613 M?.
Tingkat Kehilangan Air
Tingkat kehilangan air pada tahun 2021
sebesar 40,90% lebih tinggi dari standar
kehilangan air nasional yaitu 20% dan
lebih tinggi dari yang ditargetkan pada
RKAP Perubahan tahun 2021 yaitu sebesar
31,83%.
Pelayanan
Suplai dan tekanan air serta pemakaian air
pada beberapa wilayah belum merata
mendapat suplai air 24 jam per hari
karena tekanan air masih di bawah
standar pelayanan sehingga diperlukan
pengaturan tekanan dan upaya-upaya
penanggulangan kehilangan air lebih
intensif lagi.
Investasi
Investasi Perusahaan tahun 2021 sebesar
Rp 7.981.648.969,94 atau 39,31% dari
yang dianggarkan pada RKAP Perubahan
tahun 2021 sebesar Rp 20.302.528.840,00.
Sedangkan investasi dalam proses yang
berkaitan dengan investasi untuk program
pengembangan SPAM yang telah terealisasi
pada tahun 2021 sebesar Rp
999.278.604,26 atau 0,95% dari RKAP
Perubahan 2021 sebesar Rp
104.843.899.000,00.

2. Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Cirebon

Perumda BPR Bank Cirebon Jumlah Pegawai: 86 orang Kredit yang diberikan berdasarkan jenis

merupakan satu-satunya Bank pinjaman, yaitu (1) Modal Kerja; (2)

Perkreditan Rakyat milik Investasi; (3) Konsumtif; (4) Lain-lain,

Pemerintah Kota Cirebon yang dengan total Rp 202.022.961.255

berfungsi sebagai lembaga

intermediasi antara masyarakat Tingkat kolektabilitas kredit yang

yang kelebihan dana (surplus diberikan: (1) Lancar 78,57 persen; (2)

spending units) dengan masyarakat Dalam Perhatian Khusus 12,62% (3)

yang kekurangan dana (deficits Kurang Lancar 1,45 persen; (4) Diragukan

spending units). Kegiatan utama 0,66 persen; dan (5) Macet 6,71 persen

perusahaan adalah:

Menghimpun dana dalam bentuk

tabungan-tabungan (tabungan

pasar-pasar, tabungan umum,

tabungan debitur, tabungan

simpati dan tabungan anak sekolah

serta tabunganku) dan deposito

berjangka (dengan jangka waktu 1

bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12

bulan).

Menyalurkan dana melalui kredit

yang diberikan (kredit modal kerja,

kredit investasi dan kredit

konsumtif).

3. Perusahaan Umum Daerah Farmasi Ciremai Kota Cirebon

Dalam upaya untuk mendukung

Jumlah Pegawai: 18 orang

Unit Apotek Ciremai.
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No. |Kegiatan Usaha Potensi Usaha Kondisi Perusahaan
penyelenggaraan pelayanan Perusahaan Umum Daerah Unit apotek merupakan unit usaha yang
kesehatan khususnya pelayanan di | Farmasi Ciremai Kota Cirebon, | sampai saat ini menjadi tulang punggung
bidang farmasi dan sarana memiliki lapangan usaha perusahaan. Adapun penjualan obat yang
kesehatan serta dalam upaya perusahaan, yang terdiri dari: |dilakukan apotek, melalui :
meningkatkan Pendapatan Asli Unit Apotek Ciremai Penjualan Obat Bebas
Daerah. Pemerintah Kota Cirebon Unit Pedagang Besar Farmasi ( | Penjualan obat melalui Resep Dokter.
telah mendirikan Perusahaan PBF ) Terdapat 6 dokter yang praktek di
Umum Daerah Farmasi Ciremai Unit Penyalur Alat Kesehatan ( | Perumda Farmasi Ciremai
Kota Cirebon PAK) Penjualan Obat Kredit bekerjasama dengan

Unit Laboratorium Klinik Perumda Air Minum Tirta Giri Nata Kota
Ciremai ; dan Unit Usaha Lain | Cirebon, Bank BJB, Yakes Telkom, OJK
di Bidang Farmasi dan BPJS.
Unit Pedagang Besar Farmasi (PBF). Unit
Usaha PBF sampai dengan akhir Bulan
Desember 2019 mengalami kerugian
sehingga Unit PBF tidak beroperasi lagi
dan pemberhentian Kerjasama dengan
Pihak Ketiga.
Unit Penyalur Alat Kesehatan (PAK). Unit
usaha ini beroperasi tidak maksimal
dikarenakan terbentur masalah perizinan
dari Kementerian Kesehatan RI yang tidak
dapat diproses disebabkan persyaratan
tidak dapat dipenuhi yaitu bahwa untuk
mendapatkan ijin PAK badan usaha harus
berbentuk Perusahaan Perseroan Daerah.
Oleh sebab itu kerjasama dengan pihak
ketiga maupun penjualan alat kesehatan
sangat terbatas sekali. Selama tahun 2021
penjualan alat kesehatan terbatas alat
kesehatan tertentu saja dan itu pun
penjualannya atas nama Apotek Ciremai.
Adapun sasaran penjualan alat kesehatan
yang sudah dilakukan yaitu kepada
Puskesmas yang ada di Kota Cirebon dan
beberapa Puskesmas yang ada di
Kabupaten Cirebon.
Unit Laboratorium Klinik Ciremai. Untuk
unit Laboratorium Klinik Ciremai pada
tanggal 13 September 2021 sudah mulai
beroperasi kembali meskipun Perumda
Farmasi Ciremai Kota Cirebon hanya
bekerja sama dengan Pihak Ketiga.
4. | Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Cirebon
Bisnis utama perusahaan Tahun 2021 pendapatan melebihi RKAP
bertumpu pada persediaan tanah, tetapi laba bersih masih di bawah target
maka model bisnis yang di bangun karena adanya peningkatan beban umum
dimulai dari mengidentifikasi dan administrasi yang cukup signifikan,
seluruh persediaan tanah begitu pula bila dibandingkan dengan
berdasarkan lokasi, produktivitas, Tahun 2021.
pemanfaatan/ fungsi yang optimal, Pencapaian pendapatan melebihi target
kondisi tanah, luas, legalitas tanah, tetapi pencapaian laba bersih di bawah
nilai tanah, penguasaan saat ini, target (RKAP).
permasalahan yang ada di atasnya Tahun 2021 Laba Kotor lebih tinggi dari
dan kondisi sosial pada lingkungan Tahun 2020 tetapi laba usaha dan laba
lokasi tanah yang dimaksud. bersih menurun dibanding Tahun 2021 hal
Dari hasil identifikasi tersebut, ini dipengaruhi oleh meningkatnya beban
dilakukan kajian/ analisa umum dan administrasi.
bisnisnya baik jangka pendek,
jangka menengah maupun jangka
panjang untuk mengambil
kebijakan dalam menyusun
rencana bisnis. Atas dasar kajian/
analisis terhadap hasil identifikasi,
manajemen menetapkan
peruntukan tanah untuk
disewakan dalam kategori di garap
untuk pertanian/ perkebunan,
dikerjasamakan membangunkan
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No. |Kegiatan Usaha Potensi Usaha Kondisi Perusahaan

perumahan (jangka pendek s.d.
menengah), di bangun perumahan
secara mandiri, dikerjasamakan
dalam jangka panjang BOT
misalnya dan bahkan di
perjualbelikan.

5 Perusahaan Umum Daerah Pasar Berintan Kota Cirebon

Kegiatan PUD Pasar Berintan Kota |Adapun pasar di Kota Cirebon

Cirebon dalam bidang usaha yang dikelola oleh Perumda
adalah : Pasar Berintan Kota Cirebon
Menyelenggarakan pengelolaan di | terdiri atas:

bidang sarana prasarana berupa Pasar Pagi

bangunan pasar, toko, kios, los, Pasar Kramat

dasaran dan lain-lain. Balong Indah Plaza (Balinza)
Memberikan pelayanan kepada Pasar Kanoman

masyarakat di bidang perpasaran Pasar Drajat

berupa penyelenggaraan Pasar Jagasatru

keamanan, kebersihan dan Pusat Perdagangan
keindahan serta pemeliharaan Harjamukti (PPH)
bangunan-bangunan pasar dan Pasar Perumnas

lain-lain. Pasar Gunungsari

Pasar Kesepuhan/ Besi

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Cirebon, 2022

2.1.8 EVALUASI PELAKSANAAN HASIL RPKD KOTA CIREBON TAHUN 2024

Setiap tahapan penyusunan RKPD Kota Cirebon Tahun 2026, telah
dilakukan pengendalian dan evaluasi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah.

2.1.8.1 EVALUASI KETERCAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM

Evaluasi terhadap hasil RKPD Kota Cirebon Tahun 2024 yang dilakukan,
salah satunya terkait indikator kinerja program. Evaluasi dilakukan untuk
mengetahui ketercapaian program sesuai dengan target perencanaan
pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, Perangkat Daerah
melaksanakan evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah dan
menyampaikan laporan hasil evaluasi tersebut kepada Wali Kota melalui
Bappelitbangda Kota Cirebon.

Pengukuran capaian kinerja dalam Evaluasi Terhadap Hasil Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Triwulan IV Tahun 2024
dilakukan melalui pengukuran kinerja berdasarkan target dan realisasi
dengan satuan pengukuran dalam bentuk persentase.

Secara umum, persentase pencapaian kinerja pembangunan daerah
dihitung dengan rumus yang hasilnya mengandung pengertian bahwa
semakin tinggi persentase menggambarkan pencapaian kinerja yang semakin
baik. Namun demikian, dalam pengukuran ini diperhatikan pula karakteristik
indikator, dengan kondisi yang berbeda dan harus diperhatikan dalam
pengukuran kinerja. Kondisi tersebut yaitu:
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1. Semakin tinggi angka persentase menunjukkan pencapaian
kinerja dan kondisi yang semakin baik (positif), maka digunakan rumus:

_ o Realisasi
% Capaian Kinerja = ——— x 100 %
Rencana
2. Semakin tinggi angka persentase menunjukkan pencapaian

kinerja kondisi yang semakin buruk (negatif) , maka digunakan rumus:

. o Rencana — (realisasi — rencana)
% Capaian Kinerja = R x 100 %
encana

Hasil penilaian menggunakan rumus di atas dapat menunjukkan
rata-rata capaian indikator kinerja program/kegiatan. Guna mempermudah
interpretasi atas pencapaian indikator kinerja program/kegiatan tersebut
digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada formulir Tabel T-
E.1 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pada tabel berikut:

Tabel 1I-87 Skala Nilai Peringkat Kinerja

1. 91> Sangat tinggi
2. 76 <90 Tinggi
3. 66 <75 Sedang
4. 51 <65 Rendah
5. <50 Sangat rendah

Sumber: Permendagri nomor 86 tahun 2017
Dari hasil perhitungan keseluruhan pelaksanaan Program dan Kegiatan
dalam setiap Bidang Urusan, diperoleh informasi bahwa Evaluasi Hasil
Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Daerah
Kota Cirebon Tahun 2024 ini memiliki pencapaian kinerja tinggi dengan nilai
capaian rata-rata sebesar 88,04% dan penyerapan anggaran yang juga Tinggi
dengan nilai capaian rata-rata sebesar 85,20%.

Tabel II-88 Realisasi Kinerja dan Anggaran Masing-masing Urusan Pemerintahan
di Perangkat Daerah Kota Cirebon Tahun 2024

Urusan Pemerintah Fisik Predikat Keuangan Predikat

No Daerah dan SKPD (%) Fisik (%) Keuangan

A URUSAN WAJIB 69,86 Sedang 65,58 Rendah

Urusan wajib yang
1 berkaitan dengan 48,00 Sangat Rendah 50,00 | Sangat Rendah
pelayanan dasar

1.01 |Pendidikan 45,00 | Sangat Rendah 98,00 Sangat Tinggi

1.02 |Kesehatan 64,00 Rendah 63,00 Rendah

Pekerjaan Umum dan

1.03 Penataan Ruang

142,00 | Sangat Tinggi 75,00 Sedang
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No Urusan Pemerintah Fisik Predikat Keuangan Predikat
Daerah dan SKPD (%) Fisik (%) Keuangan

1.04 Perumahan Rakyiat dan 18,00 | Sangat Rendah 42,00 | Sangat Rendah

Kawasan Permukiman

Ketenteraman dan
1.05 |Ketertiban Umum Serta 77,00 Tinggi 92,00 Sangat Tinggi

Perlindungan Masyarakat
1.06 |Sosial 82,00 Tinggi 97,00 Sangat Tinggi
2 g:;‘:;:;’:’:;i‘:“ 91,72 | Sangat Tinggi 81,17 Tinggi
2.07 |Tenaga Kerja 84,00 Tinggi 82,00 Tinggi
2.08 g:?;iiﬁiﬁfigiﬁi?j;m 107,00 | Sangat Tinggi 82,00 Tinggi
2.09 |Pangan 96,00 | Sangat Tinggi 91,00 Sangat Tinggi
2.10 |Pertanahan 0,00 | Sangat Rendah 0,00 | Sangat Rendah
2.11 |Lingkungan Hidup 114,00 | Sangat Tinggi 93,00 Sangat Tinggi
2.12 ’;:rrfucn;atr;: ;;Iff ndudukan| 55 60| Sangat Tinggi 90,00 Tinggi
2.13 Eee?aberdayaan Masyarakat | o | Sangat Tinggi 16,00 | Sangat Rendah
2.14 Ezlllf:fg‘iagifeiiﬁl‘;duk dan | 109,00 | Sangat Tinggi 77,00 Tinggi
2.15 |Perhubungan 97,00 | Sangat Tinggi 92,00 Sangat Tinggi
2.16 |Komunikasi dan Informatika| 103,00 | Sangat Tinggi 91,00 Sangat Tinggi
2.17 ﬁ‘;‘:;rjgs:husaha Kecil dan 78,00|  Tinggi 82,00 Tinggi
2.18 |Penanaman Modal 100,00 | Sangat Tinggi 87,00 Tinggi
2.19 |Kepemudaan dan Olahraga 92,00 | Sangat Tinggi 107,00 Sangat Tinggi
2.20 | Statistik 100,00 | Sangat Tinggi 81,00 Tinggi
2.21 |Persandian 93,00 | Sangat Tinggi 95,00 Sangat Tinggi
2.22 |Kebudayaan 86,00 Tinggi 97,00 Sangat Tinggi
2.23 |Perpustakaan 115,00 | Sangat Tinggi 95,00 Sangat Tinggi
2.24 |Kearsipan 88,00 Tinggi 103,00 Sangat Tinggi
3 URUSAN PILIHAN 88,17 Tinggi 90,93 Tinggi
3.25 |Kelautan dan Perikanan 100,06 | Sangat Tinggi 92,26 Sangat Tinggi
3.26 |Pariwisata 80,50 Tinggi 97,54 Sangat Tinggi
3.27 |Pertanian 95,87 | Sangat Tinggi 90,66 Tinggi
3.28 |Perdagangan 79,40 Tinggi 79,20 Tinggi
3.29 | Perindustrian 85,00 Tinggi 95,00 Sangat Tinggi
4 igﬁ%iﬁf:ngﬁtjsm 99,50 | Sangat Tinggi 73,50 Sedang
4.01 |Sekretariat Daerah 100,00 | Sangat Tinggi 65,00 Rendah
4.02 | Sekretariat DPRD 99,00 | Sangat Tinggi 82,00 Tinggi
5 :zl:ﬂill'ig:mt]&“ 92,80 | Sangat Tinggi 89,00 Tinggi
5.01 |Perencanaan 100,00 | Sangat Tinggi 85,00 Tinggi
5.02 |Keuangan 85,00 Tinggi 90,00 Tinggi
5.03 |Kepegawaian 97,00 | Sangat Tinggi 87,00 Tinggi
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No Urusan Pemerintah Fisik Predikat Keuangan Predikat
Daerah dan SKPD (%) Fisik (%) Keuangan

5.04 |Pendidikan dan Pelatihan 100,00 | Sangat Tinggi 89,00 Tinggi
Penelitian dan

5.05 82,00 Tinggi 94,00 S t Tinggi
Pengembangan 2 neet ’ angat Jingel
PENGAWASAN URUSAN L. .

6 PEMERINTAHAN 101,00 | Sangat Tinggi 94,00 Sangat Tinggi

6.01 |Inspektorat 101,00 | Sangat Tinggi 94,00 Sangat Tinggi
PEMERINTAHAN UMUM prgoge]

7 KEWILAYAHAN 72,00 Sedang 76,00 Tinggi

7.01 |Kecamatan 72,00 Sedang 76,00 Tinggi

RUSAN PEMERINTAHAN

8 URU 96,10 | Sangat Tinggi 95,10 Sangat Tinggi
UMUM
K B

8.01 es.a.tuan angsa dan 96,10 | Sangat Tinggi 95,10 Sangat Tinggi
Politik
TOTAL 88,04 Tinggi 85,20 Tinggi

Sumber: Hasil evaluasi RKPD tahun anggaran 2024

2.1.8.2 REKOMENDASI BERDASARKAN EVALUASI PELAKSANAAN RKPD

TAHUN 2024
Rekomendasi tindak lanjut untuk pelaksanaan RKPD tahun anggaran

2026 atas dasar hasil evaluasi RKPD tahun anggaran 2024 adalah sebagai
berikut:

1.

2.2

Optimalisasi anggaran kegiatan yang ada dengan meningkatkan efisiensi
dan efektivitas pelaksanaan kegiatan, serta mengusulkan penambahan
jenis belanja yang dapat dibayarkan dengan Kartu Kredit Pemerintah
Daerah (KKPD) kepada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan
Daerah.

. Meningkatkan koordinasi dan peran serta perangkat daerah dalam

melaksanakan program dan kegiatan sebagai upaya pencapaian kinerja
yang lebih baik.

Selalu melakukan koordinasi dan konsultasi baik ke Pemerintah Pusat
maupun Pemerintah Provinsi terkait pelaksanaan Program Kegiatan
berdasarkan peraturan perundang-undangan terbaru.

Untuk mengatasi kekurangan sumber daya manusia di beberapa
perangkat daerah, dapat dilakukan pendataan jumlah pegawai oleh
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Cirebon dan
melakukan distribusi dengan tepat kepada perangkat daerah yang
kekurangan pegawai.

Melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di
perangkat daerah terhadap pelaksanaan tupoksi masing-masing dengan
mengikutsertakan pegawainya dalam pendidikan dan pelatihan atau juga
bimbingan teknis untuk meningkatkan kualitas dan kinerja.

Percepatan dalam pelaksanaan program kegiatan dan juga penyerapan
anggaran secara tepat dan efisien.

Permasalahan Pembangunan Daerah

2.2.1 Permasalahan Pembangunan Daerah Yang Berhubungan Dengan
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Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah

Pembangunan Kota Cirebon telah menunjukkan kemajuan dari tahun ke
tahun. Berdasarkan realisasi  indikator =~ makro pembangunan,
memperlihatkan angka yang terus meningkat dengan capaian yang cukup
menggembirakan. Namun demikian, angka-angka tersebut tidak lantas
membuat Kota Cirebon berhenti berbenah wuntuk terus mengatasi
permasalahan dan isu strategis yang muncul. Permasalahan di berbagai
aspek pembangunan harus segera ditangani melalui pembangunan yang
berkelanjutan. Disamping itu, menghadapi perubahan lingkungan strategis
yang sangat pesat di masa depan memunculkan isu-isu strategis yang perlu
diantisipasi agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.

Berdasarkan hasil analisis gambaran umum kondisi daerah pada subbab
aspek demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan aspek
daya saing daerah serta hasil evaluasi pembangunan daerah sampai dengan
tahun 2023, maka ada beberapa permasalahan pembangunan yang perlu
menjadi perhatian Pemerintah Kota Cirebon secara makro yaitu:

2.2.1.1 Kemiskinan

Permasalahan kemiskinan yang multidimens